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(ADD), Dana Desa (DD} dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Dacrah dalam
Jaksanaan pembangunan di Desa Kuta Galuh Kecamatan Tiganderket™,
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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluas Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Dana
Desa, dan Bagi Hasil Pgjak dan Retribus Daerah dalam kaitannya dengan
pelaksanaan pembangunan di Desa Kuta Galuh. Penelitian ini menggunakan
metode deskriptif kualitatif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
data kualitatif. Sumber data penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari
dokumen Laporan Pertanggungjawaban Alokas Dana Desa, Dana Desa dan Bagi
Hasil Pgjak dan Retribus Daerah Desa Kuta Galuh Tahun Anggaran 2016 dan
Wawancara dengan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa serta
Masyarakat Desa Kuta Galuh. Hasil analisis menunjukkan bahwa perencanaan,
pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban Alokas Dana
Desa, Dana Desa, dan Bagi Hasil Pgjak dan Retribus Daerah telah dilaksanakan
dengan baik dan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun
2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Akan tetapi, terdapat satu kendala
dalam proses pengelolaan Alokas Dana Desa, Dana Desa, dan Bagi Hasil Pajak
dan Retribus Daerah yaitu terlambatnya proses perencanaan pembangunan desa
Tahun Anggaran 2016. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terlambat disusun
dan diserahkankan kepada Bupati/Walikota sehingga pencairan dana ke desa tidak
dapat di laksanakan dengan segera. Hal tersebut juga mengakibatkan terhambatnya
pel aksanaan pembangunan desa serta waktu pelaporan Alokas Dana Desa, Dana
Desa, dan Bagi Hasil Pajak dan Retribus Daerah ke Bupati/Walikota tidak dapat
terlaksana dengan tepat waktu.

Kata Kunci: Pengelolaan Keuangan Desa, Alokas Dana Desa, Dana Desa,
Bagi Hasll Pajak dan Retribus Daerah, Pembangunan Desa.
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ABSTRACT

This study aims to evaluate the Management of Village Fund Allocation, Village
Funds, and Profit Sharing Taxes and Regional Levies in relation to the
implementation of development in Kuta Galuh Village. This study used descriptive
qualitative method. The type of data used in this study is qualitative data. The data
source of thisresearch is primary data obtained from the documents of the Village
Fund Allocation, Village Funds and Revenue Sharing Results of the Kuta Galuh
Village Budget Year 2016 and Interviews with the Village Head, Village Secretary,
Village Treasurer and Community of Kuta Galuh Village. The analysis shows that
the planning, implementation, administration, reporting and accountability of
Village Fund Allocation, Village Funds, and Regional Tax Sharing and Retribution
have been carried out properly and in accordance with the Minister of Home Affairs
Regulation No. 113 of 2014 concerning Village Financial Management. However,
there is one obstacle in the process of managing Village Fund Allocation, Village
Funds, and Revenue Sharing Taxes and Regional Levies, namely the delay in the
village development planning process for the 2016 Fiscal Year. the village cannot
be carried out immediately. It also resulted in hampered the implementation of
village development and the reporting time of the Village Fund Allocation, Village
Funds, and Regional Profit Sharing Tax and Retribution to the Regent / Mayor
could not be carried out in a timely manner.

Keywords:Village Financial Management, Village Fund Allocation,
VillageFunds, Profit Sharing Taxes and Regional Levies, Village
Development.
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kebijakan otonomi desa merupakan suatu kebijakan pemerintah untuk
mengarahkan desa menjadi mandiri dalam mengelola dan mengembangkan
desanya. Hal tersebut dikuatkan kembali dengan disahkannya Undang-undang
Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dimana arti desa dalam Undang-undang ini
adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang
untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat
setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional
yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia. Desa menjadi salah satu prioritas utama dalam pemerintahan saat ini.
Hal ini terbukti dari agenda yang tertuang dalam Peraturan Menteri Nomor 2 tahun
2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPIMN) 2015-
2019 yaitu “Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-
daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Tujuan
dari agenda tersebut yaitu untuk meningkatkan kesgjahteraan dan kualitas hidup
masyarakat Desa melalui program pembangunan desa.

Pembangunan desa menjadi salah satu sasaran utama dalam pembangunan
di Indonesia. Hal ini dilakukan guna dapat memajukan masyarakat desa dan dapat
menyej ahterakan kehidupan di desa. Untuk memenuhi hal tersebut dibutuhkan tata
kelola pemerintahan yang baik. Hal ini sgjalan dengan Undang-undang Nomor 6
Tahun 2014 yang menyatakan bahwa dalam perjalanan ketatanegaraan Republik

Indonesia, Desatelah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi



dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat
menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan
pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sgjahtera.

Melalui Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, Desa telah diperkuat
kewenangannya dalam penyel enggaraan pemerintahan, pel aksanaan pembangunan,
pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Selain diperkuat
kewenangannya, Desa juga diberikan sumber-sumber pendapatan. Pendapatan
tersebut merupakan hak desadalam 1 (satu) tahun yang tidak perlu dibayar kembali
oleh desa. Berdasarkan Pasal 72 ayat (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014,
pendapatan desa bersumber dari:

1. Pendapatan Adi Desaterdiri dari Hasil, Hasil Aset, swadaya dan partisipas
gotong royong dan lain-lain Pendapatan Adli Desa yang sah.

2. DanaDesadari APBN,

3. Bagiandari Hasi| pajak daerah dan retribus daerah Kab/Kota (paling sedikit
10%).

4. Alokas Dana Desa (ADD) yang merupakan bagian dari dana perimbangan

yang diterima Kab/Kota (minimal 10% dari dana perimbangan yang

diterima oleh Kab/Kota dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokas

Khusus).

Bantuan keuangan dari APBD Provins dan APBD Kab/Kota.

Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga.

Lain-Lain pendapatan desa yang sah.

No g

Sebagai wujud pemenuhan hak desa dan penyelenggaraan otonominya,
pemerintah memberi suntikan danake desayang bersumber dari Alokasi DanaDesa
(ADD) yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kab/Kota,
dan Bagi Hasil Pgjak dan Retribus Daerah (BHP) Kab/Kota yang diterima
sebanyak 10% dari pajak dan retribusi daerah. Selain dana tersebut, sgak tahun
2015 pemerintah juga mengalokasikan Dana Desa yang bersumber dari APBN .
Dana tersebut alokasikan oleh pemerintah agar desa dapat maju dan mandiri.

Suntikan dana yang cukup besar diharapakan dapat digunakan untuk berbagai



program kegiatan sesuai ke-empat bidang pembangunan yang di kelompokkan oleh
pemerintah yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan
desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Pengelolaan keuangan desa menjadi tanggung jawab yang besar bagi
pemerintah desa. Mengingat amanat Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang
Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang
Pengel olaan Keuangan Desa, pemerintah desa harus | ebih bertanggungjawab untuk
menggunakan dana yang telah di alokasi kan pemerintah ke Desa. Selain mengukur
dampak positif yang ditimbulkan oleh dana yang dialokasikan ke desa,
permasalahan dan tantangan dalam pengelolaan dana tersebut harus lebih
diperhatikan. Berdasarkan analisis dari Indonesian corruption Watch (ICW),
menyebutkan bahwa :

“Penyalahgunaan anggaran desa merupakan salah satu problem yang
mendasar. Problem ini lahir karena pengelolaan yang besar namun
implementasinyadi level desatidak diiringi prinsip transparansi, partisipasi,
dan akuntabilitas dalam tata kelola politik, pembangunan dan keuangan
desa. Beberapa faktor yang menyebabkan penyalahgunaan anggaran desa,
diantaranya karena minimnya pelibatan masyarakat dalam proses
perencanaan dan pengawasan anggaran desa dan terbatasnya kompetens
kepala desa dan perangkat desa”.

Sejak tahun 2015, beredar fenomena bahwa desa mendapat suntikan dana
yang cukup besar dari pemerintah. Setiap desa mendapatkan alokasi dana berupa
Dana Desa yang ditujukan untuk menunjang pembangunan desa dan pemberdayaan
masyarakat desa. Selainitu, adajuga ADD dan BHP yang di alokasikan pemerintah
daerah ke setiap desa. Desa Kuta Galuh merupakan salah satu desa yang juga
menerima ADD, Dana Desa dan BHP. Pada tahun 2015 desa Kuta Galuh menerima

ADD, Dana Desa dan BHP sebesar Rp 520.261.836 dan pada tahun 2016 sebesar



Rp 868.389.000. Penerimaan dana dari tahun 2015 sampai tahun 2016 meningkat
sebesar Rp 348.127.164 atau sebesar 25% dari tahun sebelumnya.

Pemberian dana yang cukup besar pada pemerintah desa semakin
menantang kemampuan pemerintah desa untuk merealisasikannya. ADD, Dana
Desa, dan BHP digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan desa.
Pembangunan tersebut dapat berupa pembangunan infrastruktur dan pembangunan
sumber daya manusia. Pembangunan infrastruktur desa dapat berupa pembangunan
jalan, gedung, sarana dan prasaranafisik lainnya. Sedangkan pembangunan sumber
daya manusia lebih mengarah pada pemberdayaan yang berupa pembangunan di
bidang pendidikan dan kesehatan masyarakat di desa.

Di Desa Kuta Galuh tampak terlihat berbagai kegiatan pembangunan yang
terlaksana pada Tahun Anggaran 2016 yang dananya bersumber dari ADD, Dana
Desa, dan BHP. Kegiatan pembangunan infrastruktur yang terlaksana seperti
pembukaan jalan untuk wilayah pertanian serta pembukaan jalan pemukiman desa.
Dana yang digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan infrastruktur desa
tersebut berasal dari Dana Desa. Penggunaan Dana Desa tersebut disesuaikan
dengan amanat yang tercantum dalam Peraturan Bupati Karo Nomor 10 Tahun
2016, bahwa salah satu prioritas penggunaan Dana Desa yaitu untuk membiayai
pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa. Selain itu, kegiatan pembangunan
sumber daya manusia di Desa Kuta Galuh pada Tahun 2016 tampak terlihat melalui
program kegiatan yang telaksana yaitu kegiatan sanggar belgjar anak, kegiatan
sosialisass APBDes dan Musrenbangdes, kegiatan peningkatan Gizi Balita dan
Lansia, serta kegiatan sosialisas pencegahan narkoba di kalangan pemuda. Dana
yang digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan sumber daya manusia

tersebut berasal dari dana ADD dan BHP.



Pengelolaan ADD, Dana Desa dan BHP harus dilaksanakan melalui
perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban.
Hal ini sesuai dengan yang di tetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 113 tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Mengelola dana
tersebut harus dimulai dengan tahapan perencanaan. Pemerintah desa diwajibkan
mengadakan proses Musyawarah di tingkat desa terlebih dahulu sebelum
mengambil kesimpulan dalam penggunaan ADD, Dana Desa dan BHP. Sejalan
dengan amanat Peraturan Mneteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 Tentang
Pedoman Pembangunan Desa, disebutkan bahwa Perencanaan Pembangunan desa
dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa
dengan semangat gotong-royong. Perencanaan pembangunan dilaksankan melalui
forum yang disebut dengan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa
(Musrenbangdes). Pemerintah desa akan membentuk Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Desa (RPIJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa
(RKPDes) yang beris tentang arah kebijakan pembangunan desa serta rencana
kegiatan yang meliputi penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan
pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan
masyarakat desa. Setelah itu pemerintah desa akan membuat peraturan desatentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Selanjutnya APBDes akan
diserahkan kepada Bupati/Walikota untuk diperiksa dan diverifikasi.

ADD, Dana Desa dan BHP akan disalurkan apabila Bupati/Walikota telah
menyetujui APBDesa tersebut. Bentuk penyaluran dana ke desa pada tahun 2016
dilaksanakan melalui 2 (dua) tahap. Tahap | sebesar 60% dilaksanakan pada bulan

Juni, dan tahap Il sebesar 40% dilaksanakan pada bulan Agustus tahun berjaan.



Proses penyaluran dana sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Peraturan
Bupati Karo Nomor 10, 11, dan 12 tahun 2016, yaitu:
1. Penyaluran ADD, Dana Desa dan BHP tahap | dilakukan setelah Kepala
Desa menyampaikan:
a. Peraturan Desa mengenai APBDes kepada Bupati,
b. Laporan realisass Penggunaan ADD, Dana Desa dan BHP tahun
anggaran sebelumnya.
2. Penyaluran ADD, Dana Desa dan BHP tahap |l dilakukan setelah Kepala
Desa menyampaikan:
a. Laporan redisas penggunaan ADD, Dana Desa dan BHP tahap | ke
Bupati,
b. Laporan Realisas Penggunaan ADD, Dana Desa dan BHP tahap |

menunjukkan paling kurang ADD, Dana Desa dan BHP telah digunakan
sebesar 50%.

Dari peraturan tersebut jelas dinyatakan bahwa penyaluran dana ke desa
akan terlaksana apabila pemerintah desa telah menyerahkan Peraturan desa
mengenai APBDes dan kemudian diverifikas oleh Bupati. Jka APBDesa tidak
diserahkan secara tepat waktu maka akan mengakibatkan proses penyaluran yang
terlambat, dan pelaksanaan pembangunan belum dapat dilaksanakan sesuai dengan
waktu yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Berdasarkan hal tersebut, pada tahun
2015 juga ditemukan adanya kendala dalam segi penyaluran, penggunaan, hingga
pengelolaan. Menurut berita yang dipublikasikan pada tanggal 22 Oktober 2015
dalam mediawaspada.co.id dikemukakan bahwa penyaluran DanaDesadi Provins
Sumatera Utara masih belum merata. Masih terdapatnya pemerintah kabupaten
maupun pemerintah desa yang terkendala dalam proses penyaluran hingga
pengelolaan dana desa. Mengenai hal ini Plt. Gubernur Sumatera Utara, Tengku
Erry Nuraidi meyampaikan bahwa

“Penyaluran dana desa masih perlu dipercepat dimana baru 56% dana desa

yang terlsalur dari kabupaten ke rekening desa masih ada 9 kabupaten yang

belum menyal urkan dana ke desa. Penyal uran, penggunaan dan pengel olaan
dana desa masih menghadapi kendala seperti apabila anggaran masuk ke

kabupaten maka harus masuk APB perubahan, sehingga memakan waktu.
Disamping itu, lanjutnya ada juga kendala perangkat desa yang belum siap



karena harus ada Anggan Pendapatan dan Belanja Desa, Rencana Kerja
Pemerintah Desa, dan lainnya”.

Selanjutnya, padatahun 2017 di Kabupaten Karo, masih ditemukan kendala
dalam penyusunan APBDes yang tidak tepat waktu. Menurut berita yang dilansir
dalam www.sumutberita.com pada bulan Agustus tahun 2017, Pit. Dinas
Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Karo, yaitu Ir. Nasib Sianturi
menyebutkan bahwa: “Sebanyak 47 Desa yang belum menyusun APBDes dan
sebanyak 212 desa yang sudah menyusun APBDes dan sedang dalam tahap
pengerjaan”. Dari hal tersebut diketahui bahwa kemampuan pemerintah desa juga
menjadi salah satu unsur paling penting dalam pengelolaan keuangan desa.
Kemampuan sumber daya manusia sangat berpengaruh dalam proses pegelolaan
keuangan desa, sesuai dengan yang dikemukakan oleh Rahmawati dan Pramawati
(dalam Hendri, 2016), bahwa:

“Kualitas SDM masih kurang memahami pedoman penyusunan
pengelolaan keuangan desa, dikarenakan keterbatasan waktu dalam
persiagpan administras dan pemahaman is Undang-undang sebagai dasar
aturan. Berdasarkan hal tersebut, pelatihan-pelatihan SDM secara teknis
harus dilakukan agar dapat memahami is dari Undang-undang tersebut
sehingga tidak terjadi kesalahan dalam proses implementasinya”.

Pengelolaan keuangan desa merupakan tanggung jawab besar bagi
pemerintah desa. Pemerintah desa dituntut untuk dapat menciptakan program
kegiatan pembangunan di desa dengan dana yang diterima dari pemerintahan.
Adanya pemberian dana yang cukup besar ke desa seharusnya dapat mendukung
proses transformasi pembangunan dan pemberdayan masyarakat desa kearah yang
lebih baik. Dikarenakan ADD, Dana Desa dan BHP sangat dibutuhkan oleh
masyarakat desa demi tercapainya pembangunan di Desa Kuta Galuh untuk

menunjang pembangunan desa baik dari segi sarana atau prasarana, maupun

peningkatan sumber daya manusia, maka pendliti tertarik untuk membuat judul:


http://www.sumutberita.com/

“Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD) dan Bagi Hasil

Pajak dan Retribusi Daerah dalam Pel aksanaan Pembangunan di Desa Kuta Galuh

Kecamatan Tiganderket”.

B. Identifikas Masalah dan Batasan M asalah

1. ldentifikas Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan penulis diatas, identifikas

masalah dalam penelitian ini adalah:

a. Terjadinyan penyalahgunaan anggaran desa yang disebabkan oleh

b.

C.

minimnya pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan
anggaran desa.

Adanya pengelolaan dana yang cukup  besar namun
pengimplementasiannya tidak diiringi dengan prinsip transaparans,
partisipasi, dan akuntabilitas.

Terjadinya keterlambatan dalam proses penyaluran dana ke desa yang
disebabkan oleh kendala perangkat desa yang belum siap karena harus
adanya APBDes, RKPDes, dan lainnya.

Kualitas Sumber Daya Manusia yang masih kurang memahami pedoman
pengelolaan keuangan desa, dikarenakan keterbatasan dalam waktu

pemahaman isi Undang-undang sebagai dasar aturan.

2. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikas masalah yang telah

diuraikan sebelumnya, maka penulis membatasi penelitianini, yaitu:

a. Penelitianini hanya membahas tentang pengelolaan DD, ADD, dan BHP di

Desa Kuta Galuh mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan,



penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawabannya dalam
pel aksanaan pembangunan selama tahun anggaran 2016,

b. Dalam penditian ini pengelolaan ADD dan BHP hanya akan dianalisis
penggunaanya dalam dalam pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM)
di Desa Kuta Gauh selama Tahun Anggaran 2016 melaui bidang
pendidikan dan kesehatan.

c. Dalam penelitian ini, pengelolaan Dana Desa hanya akan dianalisis
penggunaannya pada pelaksanaan pembangunan fisk desa, seperti

pembangunan infrastruktur di desa selama Tahun Anggaran 2016.

C. Rumusan Masalah
Berdasarkan batasan masalah yang diuraikan sebelumnya, maka rumusan
masalah dalam penelitian ini adalah:

a Bagamanakah Pengelolaan ADD dan BHP daam pelaksanaan
pembangunan Sumber Daya Manusia di desa Kuta Galuh Kecamatan
Tiganderket tahun 20167

b. Bagaimanakah Pengelolaan Dana Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan

Infrastruktur di Desa Kuta Galuh Kecamatan Tiganderket tahun 20167

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan dari penelitian tersebut yaitu:
a. Untuk mengevaluasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak
dan Retribus Daerah dalam Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya

Manusiadi Desa Kuta Galuh Kecamatan Tiganderket.
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b. Untuk mengevaluass Pengelolaan Dana Desa dalam pelaksanaan

Pembangunan Infrastruktur di Desa Kuta Galuh Kecamatan Tiganderket.

2. Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak
antaralain:
a. Bagi Pendliti
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan
peneliti tentang pengelolaan ADD, Dana Desa dan BHP dan penelitian ini
dilakukan untuk memenuhi persyaratan akademik dalam menempuh
jenjang S-1 (strata satu) yang diwajibkan oleh program studi Akuntans,
Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi.
b. Bagi Mahasiswa
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan atau bahan referens
bagi penelitian selanjutnya di waktu yang akan datang.
c. Bagi Instans Pemerintah
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang bagaimana
pengelolaan ADD, Dana Desa dan BHP dan dapat digunakan sebagai
penilaan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan pada waktu

mendatang.

E. Keadian Penelitian

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Dwi Sernita Br Ginting
(2017), program studi Akuntansi Universitas Pembangunan Panca Budi dengan
judul “Pelaksanaan Kebijakan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi

Daerah, dan Dana Desaterhadap Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelembagan
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Desa di Kecamatan Munte Kabupaten Karo”. Sedangkan penelitian ini berjudul
“Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD) dan Bagi Hasl|
Pajak dan Retribusi Daerah dalam Pelaksanaan Pembangunan di Desa Kuta Galuh,

Kecamatan Tiganderket”.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada:

1. Variabel Penelitian
Variabel penditian sebelumnya yaitu Pelaksanaan Kebijakan Alokasi Dana
Desa, Bagi Hasll Pgak dan Retribus Daerah terhadap Pemberdayaan
Masyarakat dan Kelembagaan Desa. Sedangkan variabel penelitian ini
adalah Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Dana Desa, dan Bagi Hasil Pajak
dan Retribusi Daerah dalam Pel aksanaan Pembangunan Desa.

2. Jumlah Obervasi/sampel (n)
Penelitian terdahulu melakukan penelitian di 22 (dua puluh dua) desa,
sedangkan penelitian ini dilakukan hanya pada 1 (satu) desa.

3. Waktu Penelitian
Penelitian terdahulu dilakukan pada tahun 2017, sedangkan penelitian ini
dilakukan pada tahun 2019.

4. Lokas Penelitian
Lokas penelitian terdahulu dilakukan di Kecamatan Munte Kabupaten
Karo. Sedangkan penelitian ini dilakukan di Desa Kuta Galuh, Kecamatan

Tiganderket, Kabupaten Karo.



BAB ||

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Desa

Desa merupakan wilayah yang berada di kabupaten/kota terdiri dari

komunitas kecil, dan memiliki ciri khas seperti adat istiadat atau budaya tertentu.

Berdasarkan pasal 1 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa,

menyebutkan bahwa asas pengaturan desa yaitu:

STAT O SQ@TOoQ0 o

“Desa adalah desa dan desa adat atau disebut dengan nama lain, selanjutnya
disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yan memiliki batas
wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa
masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisona yang diakui dan
dihormati daam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik

Indonesia”.

Dalam pasa 3 Undang-undang No.

Asas rekognisi,
Asas subsidiaritas,
Keberagaman,
Kebersamaan,
Kegotongroyongan,
Kekeluargaan,
Musyawarah,
Demokrasi,
Kemandirian,
Partisipas,
Keselarasan,
Pemberdayaan, dan

. Keberlanjutan.

6 tahun 2014 tentang Desa,

Sementara itu tujuan pengaturan desa berdasarkan pasal 4 Undang-undang

No.6 Tahun 2014 tentang desa, yaitu:

a. Memberikan pengakuan dan penghormatan atas desa yang sudah ada
dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya NKRI.

b. Memberikan kegjelasan status dan kepastian hukum atas desa dalam sistem
ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi

seluruh rakyat Indonesia.
12
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Melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat desa.
Mendorong prakarsa, gerakan dan oartisipas masyarakat desa untuk
pengembangan potensi dan asset desa guna kesejahteraan bersama.
Membentuk Pemerintahan Desa yang professional, efisien dan efektif,
terbuka, serta bertanggung jawab.

Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat desa guna mewujudkan
masyarakat desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian
dari ketahanan nasional.

Memajukan perekonomian masyarakat desa serta mengatasi kesenjangan
pembangunan nasional.

Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan.

Kewenangan merupakan elemen penting sebagai hak yang dimiliki oleh

sebuah desa untuk dapat mengatur rumah tangganya sendiri. Dalam Pasa 19 dan

103 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa disebutkan, Desa dan

Desa Adat mempunyai empat kewenangan, meliputi:

1)

2)

3)

4)

Kewenangan berdasarkan hak asal usul. Hal ini berbeda dengan perundang-
undangan sebelumnya yang menyebutkan bahwa urusan pemerintahan yang
sudah ada berdasarkan hak asal usul.

Kewenangan lokal berskala desa diman desa mempunya kewenangan
penuh untuk mengatur dan mengurus desanya. Berbeda dengan perundang-
undangan sebelumnya yang menyebutkan, urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya
kepada desa.

Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah
Proving, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/K ota.

Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah
Proving, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Dalam menyelenggarakan segala urusan-urusan yang berkaitan dengan

kegiatan-kegiatan dalam wujud pengembangan suatu desa maka diperlukan adanya

pemerintah yang bertanggungjawab atas kegiatan tersebut. Saparin (dalam

Tambunan, 2017), meyebutkan bahwa:

“Pemerintah desa merupakan suatu kesatuan atau yang tidak terpisahkan
dari pemerintah daerah. Hal ini terjadi karena daerah yang diantaranya baik
itu kabupaten/kotadan juga provins adalah merupakan kumpulan desa-desa
hingga membentuk pemerintahan yang lebih tinggi di atasnya. Pemerintah
Desa merupakan sumber formil daripada kesatuan masyarakat desa.
pemerintah Desasebagai badan pelaksanaterendah memiliki wewenang adli
untuk mengatur rumah tangga sendiri juga memiliki wewenang dan
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kekuasaan sebagal pelimpahan secara bertahap dari pemerintahan daerah

dan pemerintah pusat”.

Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa,
“Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan
Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan
nama lain dibantu perangkat desa sebagal unsur penyelenggaraan Pemerintahan
Desa”. Berdasarkan teori-teori tersebut dapat dismpulkan bahwa pemerintah desa
merupakan suatu unsur yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam
wilayah desa, untuk mengelola dan mengurus desa itu sendiri dengan Kepala desa
sebagal kepala pemerintah yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa
dan dibantu oleh perangkat-perangkat desa tersebut.

2. Pembangunan Desa

Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa,
“Pembangunan Desa adalah segala upaya peningkatan kualitas hidup dan
kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat”. Dalam Pasal 78
Undang-Undang tersebut juga dijelaskan bahwa :

“Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat
desa dan kualitas hidup manusia serta penaggulangan kemiskinan melalui
pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa,
pengembangan potensi ekonomi |okal, serta pemanfaatan sumber dayaalam
dan lingkungan secara berkelanjutan. Pembangunan desa meliputi tahap
perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dengnan mengedapankan
kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan
pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial”.

Pembangunan desa merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh

pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-

besarnya kesegjahteraan masyarakat desa yang dilakukan secara terencana serta
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berkelanjutan dengan mengedapankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong

royongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.

a. Perencanaan Pembangunan Desa

Dalam mel aksanakan pembangunan desa maka perlu diadakan perencanaan
terlebih dahulu. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang
Pedoman Pembangunan Desa, ketentuan Pasal 1 ayat (10) menjel askan bahwayang
dimaksud dengan perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan
yang disdlenggarakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan Badan
Permusyawaratan Desa (BPD) dan unsur masyarakat secara partisipatif guna
pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapal tujuan
pembangunan desa.

Melalui amanat Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 79, pemerintah
desa harus mel aksanakan perencanaan pembangunan desa dalam rangka menyusun
vis bersama membangun desa antara masyarakat dan pemerintahan desa. Vis
bersamaitu kemudian diselaraskan dengan rencanan pembangunan kabupaten/kota
yang dituangkan dalam dokumen jangka menengah (RPIMDes) dan rencana kerja
pemerintah Desa (RKPDes) serta ditetapkan dengan keputusan peraturan desa.
Selanjutnya Pasal 115 dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun
2014 tentang Peraturan Pel aksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa menyatakan, Perencanaan pembangunan desa menjadi pedoman bagi
pemerintah desa dalam menyusun rancangan RPIMDes, RKPDes, dan daftar
usulan RKPDes.

Keterlibatan masyarakat merupakan salah satu kunci keberhasilan

pembangunan desa. Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan
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diwujudkan dalam bentuk penggunaan hal menyampaikan pendapat dalam rangka
pengambilankeputusan serta akses dan control terhadap sumber daya. Sesual
dengan ketentuan pasal 80, pasal 81 dan pasal 82 Undang-undang Nomor 6 Tahun
2014 Tentang Desa mengharuskan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan
desa melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong royong. Selain
itu masyarakat desa dijamin haknya dalam memantau dna mengawas
pembangunan.

Selain masyarakat, pemerintah desa juga memiliki peran yang strategis
dalam pembangunan. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun
2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa, Bab | Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2)
dijelaskan bahwan pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunannya
sesuai dengan kewenangannya yang mengacu pada perencaaan pembangunan
kabupaten/kota. Perencanaan dan pembangunan desa dilaksanakan oleh pemerintah
desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong royong.

Dalam Pasa 79 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 menegaskan,
“pemerintah desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan
kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan  pembangunan
kabupaten/kota”. Artinya kewenangan desa baik kewenangan berdasarkan hak asal-
usul dan kewenangan lokal berskala desa, mennjasi dasar yang mengikat
perencanaan pembangunan desa.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014
tentang Pedoman Pembangunan Desa, Pasal 6 menjelaskan ruang lingkup
perencanaan pembangunan desamemuat vis dan misi Kepala Desa, arah kebijakan

pembangunan desa, serta rencana kegiatab yang meliputi bidang penyelenggaraan
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pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan

desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

1) Bidang Penyelenggaraan pemerintahan desa, antaralain:

2)

3)

a)
b)
0)
d)
€)
f)
9)
h)
i)
)
K

Penetapan dan penegasan batas desa,

Pendataan desa,

Penyusunan tata ruang desa,

Penyel enggaraan musyawarah desa,

Pengelolaan informasi desa,

Penyel enggaraan perencanaan desa,

Penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan desa,
Penyelenggaraan kerjasama antar desa,

Pembangunan kerjasama antar desa,

Pembangunan sarana dan prasarana kantor desa,

) Kegiatan lainnya sesuai kondis desa,

Bidang pel aksanaan pembangunan desa, antara lain:

a)

b)

d)

Pembangunan, pemanfaatan, serta pemeliharaan infrastruktur dan
lingkungan desa antara lain: tambatan perahu, jalan pemukiman, jalan
desa antarpemukiman ke wilayah pertanian, pembangkit listri tenanga
mikrohidro, lingkungan pemukiman masyarakat desa, infrastruktur desa
lainnya sesuai kondisi desa.

Pembangunan, pemanfaatan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana
kesehatan, antara lain: air bersih berskala desa, sanitas lingkungan,
pelayanan kesehatan desa seperti posyandu, sarana dan prasarana
kesehatan lainnya sesuai kondisi desa.

Pembangunan, pemanfaatan serta pemeliharaan sarana dan prasarana
pendidikan dan kebudayaan antara lain: taman bacaaan masyarakat,
pendidikan anak usia dini, balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat,
pengembangan dan pembinaan sanggar Seni, sarana dan prasarana
pendidikan dan pelatihan lainnya sesuai kondisi desa,

Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan,
pemanfaatan serta pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi, antara
lain: pasar desa, pembentukan dan pengembangan BUM Desa,
penguatan permodalan BUM Desa, pembibitan tanaman pangan,
penggilingan padi, lumbung desa, pembukaan lahan pertanian,
pengelolaan usaha hutan desa, kolam ikan dan pembenihan ikan, kapal
penangkap ikan, cold storage (gudang pendingin), tempat pelelangan
kan, tambak garam, kandang ternak, instalas biogas, mesin pakan
ternak, darana dan prasarana ekonomi lainnya sesuai kondisi desa.
Pelestarian lingkungan hidup antara lain: penghijauan, pembuatan
terasering pemeliharaan hutan bakau, perlindungan mata air,
pembersihan daerah aliran sungai, perlindunngan terumbu karang,
kegiatan lainnya sesuai kondis desa.

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa, antaralain:

a)
b)
c)
d)

Pembinaan lembaga kemasyarakatan,
Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban,
Pembinaan kerukunan umat beragama,
Pengadaan sarana dan prasarana olahraga,
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e) Pembinaan lembaga adat,

f) Pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat,

0) Kegiatan lainnya sesuai kondis desa.

Bidang pemberdayaan masyarakat desa, antaralain:

a) Pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan, dan perdagangan,

b) Pelatihan teknologi tepat guna,

¢) Pendidikan, pelatihan dan penyuluhan bagi kepala desa, perangkat desa,
serta Badan Permusyawaratan Desa.

d) Peningkatan kapasitas masyarakat, antara lain: kader pemberdayaan
masyarakat desa, kelompok usaha ekonomi produktif, kelompok
perempuan, kelompok tani, kelompok masyarakat miskin, kelompok
nelayan, kelompok pengrajin, kelompok pemerhati dan perlindungan
anak, kelompok pemuda, kelompok lain sesuai kondis desa.

Dalam perencanaan pembangunan desa terdapat tahapan kegiatan yaitu,

menyusun RPIMDes dan menyusun RKPDes. RPIMDes merupakan Rencana

pembangunan desa yang dibentuk untuk jangka waktu 6 (enam) tahun. Sedangkan

RKPDes merupakan penjabaran dari RPIMDes yang dibuat untuk jangka waktu

1(satu) tahun. Penyusunan RPIM Des dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut:

1)
2)
3)
4)
5)

6)

7)

Pembentukan tim penyusun RPIMDes.

Penyel arasan arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten/kota.
Pengkajian keadaan desa.

Penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah desa.
Penyusunan rancangan RPIMDes.

Penyusunan rencana Pembangunan Desa melaui musyawarah perencanaan
pembangunan desa.

Penetapan RPIMDes.

Setelah penyusunan RPIMDesa, pemerintah desa menyusun RKPDes

sebagai penjabaran dari RPIMDes. RKPDes disusun oleh pemerintah desa sesuai

dengan informasi dari pemerintah kabupaten/kota berkaitan dengan pagu indikatif

desa dan rencana kegiatan pemerintah, pemerintah provins dan pemerintah daerah

kabupaten/ota paling lambat bulan Juli setiap tahun berjalan. RKPDes mulai
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disusun oleh pemerintah desa pada bulan Juli tahun berjalan. RKPDes ditetapkan

dengan peraturan desa paling lambat akhir bulan September tahun berjalan.

RKPDes menjadi dasar penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

(APBDes). Penyusunan RKPDes dilakukan melalui tahapan kegiatan sebagai

berikut;

1)
2)

3)

4)
5)
6)
7)
8)

)

Penyusunan perencanaan pembangunan desa melalui musyawarah desa.
Pembentukan tim penyusun RKPDes.

Pencermatan pagu indikatif desa dan penyel arasan program/kegiatan masuk
ke desa,

Pencermatan ulang RPIMDes.

Penyusunan rancangan RKPDes,

Penyusunan RKPDes melalui Musrenbangdes.

Penetapan RKPDes.

Perubahan RKPDes.

Pengajuan daftar usulan RKPDes.

b. Pembangunan Sumber Daya Manusia

Menurut M. Papayungan, “Pembangunan sumber daya manusia adalah

suatu proses peningkatan pengetahuan, keterampilan dan kapasitas dari semua

penduduk suatu masyarakat”. Pembangunan Sumber Daya Manusia juga disebut

dengan pembangunan non fisik. Menurut Kamiruddin (2014),

“Pembangunan non fisik adalah pembangunan yang tidak berwujud namun

dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Pembangunan tersebut dapat

berupa:

1) Pembangunan bidang keagamaan,

2) Pembangunan bidang kesehatan dan keluarga berencana,

3) Pembangunan bidang keamanan dan ketertiban,

4) Pelayanan terhadap urusan masyarakat seperti pembuatan KTP,
Pembuatan Kartu Keluarga, pembuatan surat kelahiran, dan
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5) Pembuatan surat keterangan domisili”.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang
Pedoman Pembanguan Desa, Bab | ketentuan umum Pasal 3 yang berbunyi,
“Pembangunan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
mencakup bidang penyel enggaraan pemerintahan desa, pel aksanaan pembangunan
desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa”.
Pemberdayaan masyarakat adalah proses pembangunan dimana masyarakat
berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosia untuk memperbaiki situas dan
kondisi diri sendiri.

Dalam Pasal 6 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun
2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa dalam poin pemberdayaan masyarakat
desa diatur tentang pembangunan Sumber Daya Manusia antaralain:

1) Usahaekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan.

2) Pelatihan teknologi tepat guna.

3) Pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi Kepala Desa, perangkat Desa,
dan Badan Permusyawaratan Desa, dan

4) Peningkatan kapasitas masyarakat desa.

Tujuan dari pembangunan sumber daya manusia adalah untuk
meningkatkan kuaitas dan taraf hidup masyarakat di desa. Khadirun (dalam
Turohman,2018), mengatakan, “tujuan atau hasil pembangunan di pedesaaan lebih
sering di tekankan pada bidang ekonomi, sebab kondis ekonomi yang pada
umumnya sangat memprihatinkan. Oleh sebab itu, tujuan jangka pendek lebih
diarahkan pada peningkatan taraf hidup masyarakat”. Selanjutnya Turohman

(2018), mengatakan bahwa, adanya tujuan tersebut maka kegiatan yang dapat
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meningkatkan kualitas masyarakat dapat menciptakan hasil untuk peningkatan taraf
hidup seperti:

1) Memperlancar sarana hubungan dan komunikasi.

2) Meningkatkan dan menyempurnakan struktur organisasi.

3) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan

4) Pengembangan teknologi.

c. Pembangunan Infrastruktur
Infrastruktur adalah semua struktur dan fasilitas dasar baik fisk maupun
sosial yang diperlukan untuk operasional kegiatan masyarakat. Pembangunan fisik
adalah bentuk pembangunan desa yang dilaksanakan dalam bentuk infrastruktur
atau prasarana. Menurut Mashed (dalam Y usriansyah, 2018) pembangunan fisik
merupakan program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan dengan perbaikan
fisik lingkungan (sarana dan prasarana) pemukiman kampung, baik berupa jalan
lingkungan, saluran drainase, gedung serba guna, sarana kesehatan dan pendidikan.
Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014, pembangunan
infrastruktur dapat berupa:
1) Tambatan perahu,
2) Jalan pemukiman,
3) Jalan desa antar pemukiman ke wilayah pertanian,
4) Pembangkit listrik tenaga mikrohidro,
5) Lingkungan pemukiman masyarakat desa, dan
6) Infrastruktur desalainnya sesuai dengan kondisi desa.
3. Pengelolaan Keuangan Desa
Keuangan desa merupakan suatu unsur terpenting yang digunakan
pemerintah desa untuk mengelola dan mengembangkan desa itu sendiri. Dalam

pasal 1 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014,

menjelaskan bahwa, “Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban yang dapat
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dinilai dengan uang serta segal a sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan

dengan pelaksanaan hak dan kewagjiban desa”. Keuangan desa dikelola dalam masa

1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31

Desember.

Keuangan desatertuang dalam dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja

Desa, selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah

Desa. Sebagaimana yang telah di jelaskan dalam Peraturan Pemerintah dalam

Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Bab 1V, bahwa APBDesa terdiri dari:

a. Pendapatan Desa,

b. BelanjaDesa, dan

c. Pembiayaan Desa.

Struktur APBDesa dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

APB Desa

Pendapatan Desa

Belanja Desa

Pembiyaan Desa

adalah semua penerimaan
uang melalui rekening
desa yang merupakan hak
desa dalam 1(satu) tahun
anggaran yang tidak perlu
dibayar kembali oleh desa.

a. Pendapatan Desa

Meliputi semua

pengeluaran Dari rekening

desa yang Merupakan
kewajiban desa Dalam 1(satu)
tahun anggaran Y ang tidak
akan diperoleh pembayarannya
kembali oleh desa. Belanja desa
dipergunakan dalam rangka
mendanai penyelenggaraan
kewenangan desa.

Meliputi semua

Penerimaan yang perlu
Dibayar kembali dan/atau
Pengeluaran yang akan
Diterima kembali, baik pada
Tahun anggaran yang
Bersangkutan Ataupun pada
tahun —tahun

Anggaran berikutnya.

Gambar 2.1 Struktur APB Desa

Pendapatan desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa

yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar




23

kembali oleh desa. Sesuai dengan pasal 72 Undang-undang Nomor 6 tahun 2014
tentang Desa, pendapatan desa bersumber dari:

1) Pendapatan Adli Desa,

2) Alokas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa),

3) Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten /Kota,
4) Alokas DanaDesa,

5) Bantuan Keuangan dari APBD Provins dan APBD Kabupaten/Kota,
6) Hibah dan Sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga,

7) Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah.

Pendapatan desa terdiri dari kelompok Pendapatan adi desa (PADes)
Transfer, dan Pendapatan Lain-Lain. Alur Pendapatan Desa dapat di lihat pada
gambar 2.2 berikut.

PLISAT
(Kemenkeu)

| KAB/KOTA |

PROVINSI

Falkmys, Farsl apebpn Lainnys

Sumber: Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Dan Konsultasi Pengel olaan Keuangan Desa Bpkp 2015
Gambar 2. 2 Alur Pendapatan Desa

1) Pendapatan Adli Desaterdiri atas jenis Hasil Usaha, Hasil Aset, Swadaya,
Partisipasi dan Gotong Royong dan Lain-lain Pendapatan Adli Desa seperti
hasil pungutan desa.

2) Transfer yaitu pendapatan desa yang diterima langsung dari pemerintah
meliputi Dana Desa, Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota dan
Alokas Dana Desa, Bantuan Keuangan dari APBD Provins, dan Bantuan

Keuangan APBD Kabupaten/Kota.
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Lain-lain pendapatan yang sah berupa Hibah dan Sumbangan dari pihak
ketiga yang tidak mengikat berupa pemberian uang dari pihak ketiga, hasil
kerjasama dengan pihak ketiga atau bantuan perusahaan yang berlokas di

desa.

b. BelanjaDesa

Belanja desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang

merupakan kewagjiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan

diperolen pembayarannya kembali oleh desa. Belanja Desa diklasifikasikan

menurut kelompok, kegiatan, dan jenis. Belanja desa dipergunakan dalam rangka

mendanai  penyenggaraan kewenangan desa sebagaimana yang telah dijelaskan

dalam pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014. Belanja

desa menurut kelompok terdiri dari:

1)
2)
3)
4)
5)

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
Pel aksanaan Pembangunan Desa;
Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
Belanja Tak Terduga.

Klasifikasi Belanja berdasarkan jenisterdiri dari Belanja Pegawai, Belanja

Barang dan Jasa, dan Belanja Modal.

1)

2)

Belanja Pegawai

Belanja pegawa dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap dan
tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan BPD yang
pelaksanaanya dibayarkan setigp bulan. Belanja Pegawai tersebut
dianggarkan dalam kel ompok Penyel enggaraan Pemerintahan Desa, dengan
kegiatan Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan.

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk  pengeluaran
pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua
belas) bulan. Belanja Barang dan Jasa antara lain Alat tulis kantor, benda
pos, bahan/material, pemeliharaan, cetak/penggandaan, sewa kantor desa,
sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman rapat,
pakaian dinas dan atributnya, perjalanan dinas, upah kerja, honorarium
narasumber/ahli, operasiona pemerintah desa, operasional BPD, insentif
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rukun tetangga/rukun warga, pemberian barang pada masyarakat/ kel ompok
masyarakat. Insentif rukun tetangga/rukun warga adalah bantuan uang
untuk operasiona lembaga RT/RW dalam rangka membantu pel aksanaan
tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman
dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat desa. pemberian barang
pada masyarakat/ kelompok masyarakat dilakukan untuk menunjang
pelaksanaan kegiatan.
3) BelanjaModa

Belanja Modal digunakan untuk pengeluaran dalam rangka
pembelian/pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih
dari 12 (dua belas) bulan yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan
kewenangan desa. Contoh Belanja Modal adalah Pembangunan Jalan desa,
Pembangunan jembatan Desa, Pengadaan Komputer, Pengadaan Meublair

dan lain sebagainya.

c. Pembiayaan Desa
Dalam Pasal 18 Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 113 Tahun

2014 dijelaskan bahwa:

“Pembiayaan meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali

dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun

anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran
berikutnya. Pembiayaan Desaterdiri atas:

1) Penerimaan pembiayaan, yang mencakup Sisa Lebih Perhitungan
Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya, pencairan dana cadangan, dan
hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.

2) Pengeluaran Pembiayaan, yang mencakup pembentukan dana cadangan
dan penyertaan modal desa”.

4. AsasPengelolaan Keuangan Desa

Asas-asas pengelolaan keuangan desa sebagaimana tertuang dalam
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, yaitu asas transparan,
akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Berikut
merupakan uraiannya:

1) Transparan yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat
untuk mengetahui dan mendapat akses informas seluas-luasnya tentang
keuangan desa. Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk
memperoleh informas yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang

penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap memperthatikan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
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Akuntabel yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggung-jawabkan

pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan

yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Asas akuntabel yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir

kegiatan  penyelenggaraan  pemerintahan desa  harus  dapat

dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Partisipatif ~ yaitu  penyelenggaraan  pemerintahan desa  yang

mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa.

Tertib dan disiplin anggaran yaitu pengelolaan keuangan desa harus

mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya. Beberapa disiplin

anggaran yang perlu diperhatikan dalam pengel olaan keuangan desa, yaitu:

a) Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur
secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan,
sedangkan belanja yang dianggarkan batas tertinggi pengganggaran
pengeluaran belanja,

b) Pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya
penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan
mel aksanakan kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi kredit
anggarannya dalam APB Desa/ Perubahan APB Desa.

5. Struktur Pengelolaan Keuangan Desa

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014

Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, ketentuan pasal 3 menyebutkan bahwa

K epala Desa adalah pemegang kekuasaan pengel ol aan keuangan desadan mewakili

pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan. Kepala

Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaankeuangan desa mempunyai

kewenangan:

1)
2)
3)
4)

5)

Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDes,

Menetapkan pelaksana teknis pengelola keuangan desa (PTPKD)
Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa,
Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDes,

Melakukan tindakan yang mngakibatkan pengeluaran atas beban APBDes.

Struktur pengel olaan keuangan desa terdiri dari:
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1) KepalaDesa,

2) Sekretaris Desa,

3) Kepala Seks bidang Penyelenggaraan pemerintahan Desa,
4) Kepalaseks bidang pembangunan dan pemberdayaan desa,
5) Kepalaseks bidang pembinaan kemasyarakatan desa, dan

6) Bendahara Desa.

Kepala desa dalam melaksanakan pengel olaan keuangan desa, dibantu oleh
PTPKD yang berasal dari unsur perangkat desa, terdiri dari: Sekretaris Desa, kepala
seksi, dan bendahara desa. Sekretaris Desa bertindak selaku koordinator PTPKD
yang memiliki tugas sebagai berikut:

1) Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolan APBDes,

2) Menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDes, perubahan APBDes
dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes.

3) Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah
ditetapkan dalam APBDes.

4) Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes.

5) Melakukan verifikas terhadap bukti-bukti peneriman dan pengeluaran

APBDes.

Kepala seks bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai bidnagnya
masing-masing. Kepala seksi mempunyai tugas:

1) Menyusun rencana pel aksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.

2) Melaksanakan kegiatan dan/atau bersama lembaga kemasyarakatan desa

yang telah ditetapkan dalam APBDes.
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3) Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran
belanja kegiatan.

4) Mengendalikan pelaksanaan kegiatan.

5) Melaporkan perkembangnan pel aksanaan kegiatan kepada kepala desa.

6) Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan

kegiatan.

Bendahara dijabat oleh staf pada urusan keuangan. Bendahara mempunyai
tugas menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan
mempertanggungjawabkan penerimaan pendaoatan desa dan pengeluaran desa

dalam rangka pel aksanaan APBDes.

6. SiklusPengelolaan Keuangan Desa
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014
Tentang Pengel olaan Keuangan Desa, dalam Pasal 1 Ayat (6) dijelaskan bahwa,
“Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi
perencanaan, pel aksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan
pertanggungjawaban keuangan desa”. Seluruh rangkaian kegiatan yang
dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan
hingga pertanggungjawaban yang dilaksanakan daam 1 (satu) tahun
anggaran, terhitung mulai 1 januari sampai dengan 31 Desember. Keuangan
desadikelolaberdasarkan asal transparan, akuntabel, partisipatif, sertatertib
dan disiplin anggaran.
Pengelolaan keuangan desa dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan,
penatausahaan, pel aporan dan pertanggungjawaban. Berikut ini merupakan tahapan
pengelolaan keuangan desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Siklus pengelolaan

keuangan desa dapat dilihat pada gambar 2.3 dibawah ini.
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o

SIKLUS PENGELOLAAN
KELIANSGAN DESA

Sumber: Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultas Pengelolaan Keuangan Desa- BPKP
2015

Gambar 2. 3 Siklus Pengelolaan keuangan Desa
Tahapan pengel olaan keuangan desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 113 Tahun 2014, dapat diuraikan sebagai berikut:
a. Tahap Perencanaan

Secara umum, dalam menyusun keuangan desa, ada beberapa ketentuan
uang harus dipatuhi, yaitu APB Desa disusun berdasarkan peraturan desa tentang
RKP Desa, APB Desa disusun untuk masa 1(satu) tahun anggaran, terhitung mulai
1 Januari sampai 31 Desember, Rancangan APB Desa harus dibahas dan disepakati
antara Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD), APB Desa
dapat disusun sgjak bulan September dan harus sitetapkan dengan peraturan desa,
selambat-lambatnya 31 Desember pada tahun yang sedang dijalani. Berikut
merupakan indikator perencanaan keuangan desa berdasarkan Permendagri Nomor
113 Tahun 2014.

Tabel 2. 1 Indikator Perencanaan Keuangan Desa

No Indikator

Sekretaris Desa menyusun R.APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan.

2 | R.APBDesa disampaikan kepada Kepala Desa dan kemudian Kepala Desa menyampaikan
R.APBDesa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.

3 | RAAPBDesa disepakati bersama BPD paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.

4 | R.APBDesayang telah disepakati disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat atau
sebutan lainnya minimal 3 hari setelah disepakati.

Sumber: Permendagri Nomor 113 Tahun 2014

=
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b. Tahap Pelaksanaan

Pada tahap pelaksanaan ADD, DD, dan BHP penerimaan dan pengeluaran
desa harus dilaksanakan melalui rekening kas desa sesuai dengan kewenangan desa.
Seluruh kegiatan keuangan harus dilakukan sesuai dengan kewenangan dan melalui
layanan perbankan, kecuali bagi desa yang tidak memiliki pelayanan perbankan
maka pengaturannya dilakukan oleh pemerintah kabupaten. Seluruh kegiatan
penerimaan dan pengeluaran kas harus disertai bukti yang lengkap dan sah.

Pelaksana kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan
harus disertai dengan dokumen antara lain rencanan anggaran biaya (RAB).
Rencana Anggaran Biaya diverifikas oleh sekretaris Desa dan disahkan oleh
Kepala Desa. Format Rencana Anggaran Biaya dapat dilihat pada gambar berikut
ini:

Tabel 2. 2 Format Rencana Anggar an Biaya
RENCANA ANGGARAN BIAYA

DESA ... KECAMATAN ..o,
TAHUN ANGGARAN .......ccceu..
1.Bidang e
2. Kegiatan : ....cccoevvvvevevcie v,

3. Waktu Pelaksanaan :
Rincian Pendanaan

No. Uraian Volume Harga Satuan Jumlah
(Rp.) (Rp)
1 2 3 4 5

JUMLAH (Rp.)

Disetujui/mengesahkan Pelaksana Kegiatan
Kepala Desa

Sumber: Permendagri Nomor 113 Tahun 2014

Pel aksana K egiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang

menyebabkan beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku
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pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di desa.
Format Buku Kas Pembantu Kegiatan dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Tabel 2. 3 Format Buku Kas Pembantu K egiatan

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN

DESA.......cooiiin. KECAMATAN........cooviviiine
TAHUN ANGGARAN. ..ot
1. Bidang
2. Kegiatan
Penerimaan (Rp.) Pengeluaran(Rp.)
. _ Nomor Belanja _ Jumlah Saldo
No. [ Tanggal Uraian Dari Swadaya | g .t |B&ang (Belanja Pengembalian | Kas
Bendahara [Masyarakat dan |Moda [keBendahara |(Rp.)
Jasa
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
XX
Jumlah
Total
Peneri Total Pengeluaran
maan
Total Pengeluaran + Saldo Kas
Desa........ccevnnnennn.
........ Tanggal......
Pelaksana Kegiatan

Sumber: Permendagri Nomor 113 Tahun 2014
Berdasarkan rencana anggaran biaya, pel aksana kegiatan mengajukan surat

permintaan pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa. SPP tidak bolleh dilakukan
sebelum barang dan/atau jasa diterima. Pengajuan SPP terdiri atas. Surat
Permintaan Pembayaran (SPP), Penyataan tanggungjawab bel anja, lampiran Bukti
transaksi. Dalam pengaj uan pelaksanaan pembayaran, sekretaris desa berkewajiban
untuk meneliti kelengkapan permintaan pembayaran digjukan oleh pelaksana
kegiatan, menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APB Desa yang
tercantum dalam permintaan pembayaran, menguji ketersediaan dan auntuk
kegiatan yang dimaksud, menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh
pelaksana kegiatan apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
Berdasarkan SPP yang telah diverifikas Sekretaris Desa, Kepala Desa menyetuj ui

permintaan pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran. Atas
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pembayarannya yang telah dilakukan selanjutnya bendahara mel akukan pencatatan
pengeluaran. Format SPP, dan Pernyataan Tanggungjawab Belanja dapat dilihat
pada gambar dibawah ini.

Tabel 2. 4 Format Surat Permintaan Pembayar an

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN ( SPP)
DESA ... KECAMATAN ...t
TAHUN ANGGARAN ......cccoeeue

1. Bidang:..................
2. Kegiatan: ...................
3. Waktu Pelaksanaan :

Rincian Pendanaan :

. . Jumlah
. Pencairan S.D. | Permintaan . .
No Uraian Pagu Anggaran YgLalu Sekarang SS:r;pl)ﬁll SisaDana
(Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.)
Jumlah
........... , tanggal....
Telah dilakukan verifikasi Pelaksana Kegiatan
Sekretaris Desa
Setujui untuk dibayarkan Telah dibayar lunas
Kepala Desa Bendahara

Sumber: Permendagri Nomor 113 Tahun 2014

Tabel 2. 5 Format Pernyataan Tanggungjawab Belanja

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB BELANJA

1 Bidang P,

2. Kegiatan TTTTOTTTTTTTo

No. Penerima Uraian Jumlah (Rp.)
1 2 3 4

Jumlah (Rp.)

Bukti-bukti pengeluaran atau belanja tersebut diatas sebagai terlampir, untuk kelengkapan
administrasi dan pemerikasaan sesuai peraturan perundang-undangan.
Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Sumber: Permendagri Nomor 113 Tahun 2014
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Adapun indikator pelaksanaan keuangan desa dapat dilihat pada tabel
berikut ini.

Tabel 2. 6 Indikator Pelaksanaan K euangan Desa

No | Indikator

1 | Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka keuangan desa dilaksanakan melalui
rekening kas desa

2 | Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

3 | Pelaksanakegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan
dokumen antaralain RAB yang telah diverifikasi oleh sekretaris desa dan disahkan oleh Kepala
Desa.

4 | Pelaksana kegiatan menggunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban
pelaksanaan kegiatan di desa.

5 | Pelaksana Kegiatan mengajukan SPP kepada kepala desa disertai dengan Pernyataan
tanggungjawab belanja dan lampiran bukti transaksi.

Sumber: Permendagri Nomor 113 Tahun 2014

c. Tahap Penatausahaan

Tahap Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa. Bendahara Desa
wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan
tutup buku setiap akhir bulan secara tertib menggunakan Buku Kas Umum, Buku
Kas Pembantu Pajak, dan Buku Pgjak. Bendahara desa mempertanggungjawabkan
uang melalui laporan pertanggungjawaban yang disampaikan setiap bulan kepada
kepala desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Berikut ini merupakan

format Buku Kas Umum Desa, Buku Kas Pembantu Pgjak Desa, dan Buku Bank

Desa.
Tabel 2. 7 For mat Buku KasUmum Desa
BUKU KASUMUM
Desa.cooovvviiiiiiiint.
Kecamatan ................
Tahun Anggaran ..........ccccceeeee.
N No Jumlah
o Tgl | KodeRekening | Uraian | Penerimaan | Pengeluaran BUkti Pengeluaran | Saldo
(Rp.) (Rp.) Komulatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Jumlah Rp. Rp.
................ , Tanggal .....
Mengetahui
Kepala Desa, Bendahara Desa,

Sumber: Permendagri Nomor 113 Tahun 2014




Tabel 2. 8 Format Buku Kas Pembantu Pajak Desa

BUKU KAS PEMBANTU PAJAK

DESA ..o, KECAMATAN ..ot
TAHUN ANGGARAN ........
No. Tanggal Uraian Pemotongan Penyetoran Saldo
(Rp.) (Rp.) (Rp.)
1 2 3 4 5
Jumlah
................ , Tanggal ......
Mengetahui
Kepala Desa, Bendahara Desa,
Sumber: Permendagri Nomor 113 Tahun 2014
Tabel 2. 9 Format Buku Bank Desa
BUKU BANK DESA
DESA.......... KECAMATAN............
TAHUN ANGGARAN.....
N | Tgl | Uraian Bukti Pemasukan Pengeluaran Saldo
0 (Rp) (Rp) (Rp)
Setoran | Bunga | Penarikan | Pajak | B.
Bank Administrasi

Jumlah

Sumber: Permendagri Nomor 113 Tahun 2014

Adapun indikator penatausahaan keuangan desa dapat dilihat pada tabel
berikut ini.

Tabel 2. 10 Indikator Penatausahaan K euangan Desa

No Indikator

1 Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa.

2 | Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran menggunakan buku kas umum

desa, buku kas pembantu pajak dan buku bank desa.

Sumber: Permendagri Nomor 113 Tahun 2014
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d. Tahap Pelaporan

Dalam tahap pel aporan Kepal a Desa menyampaikan laporan realisasi ADD,
DD, dan BHP kepada Bupati/Walikota berupa Laporan Semester Pertama berupa
Laporan Realisas ADD, DD, dan BHP yang disampaikan paling lambat pada akhir
bulan Juli tahun berjalan, dan Laporan Semester Akhir disampaikan paling lambat
pada akhir bulan Januari tahun berikutnya. Berikut merupakan indikator pelaporan
keuangan desa berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014.

Tabel 2. 11 Indikator Pelaporan Keuangan Desa

No. Indikator

1 Kepala Desa menyampaikan Laporan Redlisas Pelaksanaan APBDesa
kepada Bupati/Walikota berupa laporan semester pertama dan Laporan
Semester Akhir.

2 Laporan Semester pertama paling lambat disampaikan pada akhir bulan
Juli tahun berjalan.

3 Laporan Semester Akhir tahun disampaikan paling lambat pada akhir
bulan januari tahun berikutnya.

Sumber: Permendagri Nomor 113 Tahun 2014

e. Tahap Pertanggungjawaban

Dalam tahap pertanggungiawaban Kepala Desa harus menyampaikan
pertanggungjawabannya melalui laporan realisas pelaksanaan APBDesa. Laporan
Redlisai anggaran berisi pendapatan, belanja dan pembiayaan yang dibuat
berdasarkan peraturan desa. Laporan Pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan
harus dilampiri dengan Format Laporan Pertanggungjawaban Realisas
pel aksanaan APBDesa Tahun Anggaran yang berkenaan, Format Laporan Kekayan
Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan, dan Format Laporan
Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa. Berikut ini
merupakan indikator pertanggungjawaban keuangan desa berdasarkan Permendagri

Nomor 113 Tahun 2014.
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Tabel 2. 12 Indikator Pertanggungjawaban Keuangan Desa

No Indikator

1 Laporan pertanggungjawaban Realisas Pelaksanaan APBDes disampaikan
kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun paling lambat 1 (satu) bulan
setelah akhir tahun berjalan.

2 | Laporan pertanggungjawaban Realisas Pelaksanaan APBDesa disampaikan
kepada Bupati melalui Camat atau sebutan lain.

3 | Laporan  pertanggungjawaban  realisass  pelaksanaan APBDesa
diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media
informasi yang mudah dicerna.

Sumber: Permendagri Nomor 113 Tahun 2014

7. Standar Pelaporan Keuangan Pemerintah Desa

Komite Standar Akuntans Pemerintahan (KSAP) sebagai komite
Independen yang ditunjuk sebagai penyusun standar dalam mel akukan penyusunan
melalui due process penyusunan standar. Standar pelaporan keuangan pemerintah
desa adalah suatu acuan ntuk menyusun laporan keuangan desa yang digunakan
sebagal bentuk pertanggungjawaban kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah
Provins, Pemerintah Kabupaten/Kota maupun stakeholders yang lain terutama
masyarakat desa itu sendiri. Tujuan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan
ini adalah mengatur penyajian laporan keuangan Pemerintah Desa dalam rangka
meningkatkan transparanss dan akuntabilitas yang ditunjukkan dalam
keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun
antar Desa. Pada saat ini Standar Pelaporan Keuangan desabelum di tetapkan. Akan
tetapi KSAP telah mulai menyusun Standar Pelaporan Keuangan Desa yang
merujuk pada PP Nomor 7 Tahun 2010. Berikut merupakan uraiannya.
a. BasisAkuntans

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah desa
adalah basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran dan basis akrual untuk Neraca.

Berikut merupakan uraiannya:
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1) Pemerintah Desa menggunakan basis kas dalam menyelenggarakan
akuntans dan penyajian laporan keuangan atas pendapatan, belanja dan
pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

2) Pemerintah desa menggunakan basis akrual dalam menyelenggarakan
akuntans dan penyagjian laporan keuangan atas asset, kewgjiban, dan
ekuitas dalam neraca

3) Pemerintah Desa diperkenankan untuk menggunakan basis akrual
berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 sepanjang
relevan.

b. Komponen Laporan Keuangan Desa

Komponen laporan keuangan desa terdiri atas:

1) Laporan Realisas Anggaran (LRA) Desa;

2) NeracaDesa; dan

3) Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) Desa.

Kegiatan keuangan pemerintah Desa dibatasi dengan anggaran yang telah
ditetapkan dan ketersediaan danayang diperoleh. Laporan Realisasi Anggaran Desa
menyediakan informasi mengenai apakah sumber daya ekonomi telah diperoleh
dan digunakan sesuai dengan anggaran yang ditetapkan. Laporan Realisas
Anggaran Desa memuat anggaran dan realisasi selama periode pelaporan. Neraca
Desa memberikan informasi mengenai aset dan kewajiban entitas pemerintah desa
padatanggal pel aporan dan perubahan kekayaan selama periode berjalan. Informas
ini diperlukan pengguna untuk melakukan penilaian terhadap kemampuan entitas
Pemerintah Desa dalam menyelenggarakan kegiatan Pemerintahan Desa di masa

mendatang. Pemerintah Desa harus menggungkapkan semua informasi penting,
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baik yang telah tersgji dalam LRA dan Neraca maupun yang tidak tersgji, pada
Catatan Atas Laporan Keuangan Desa.
c. ldentifikas Laporan Keuangan

Laporan keuangan diidentifikasi dan dibedakan secara jelas dari informasi
lainnya dalam dokumen terbitan yang sama. Setiap komponen Laporan Keuangan
Pemerintah Desa yaitu LRA, Neraca dan CALK harus mengungkapkan semua
komponen dan informasi keuangan yang bersifat material dan teridentifikasi secara
jelas. Informas berikut harus dikemukan secara jelas dan diulang pada setiap
halaman laporan bilaman perlu untuk memperoleh pemahaman yang memadai atas
informasi yang disgjikan:

1) Nama entitas Pemerintahan Desa secara terstruktur yang menunjukkan
lokas Desa mulai dari Nama Desa sampa dengan Pemerintah
Kabupaten/kota.

2) Judul Laporan Keuangan Desa.

3) Tanggal pelaporan atau periode yang dicakup oleh laporan keuangan
yangsesuai dengan komponen-komponen laporan keuangan Desa; dan

4) Mata uang pelaporan dalam Rupiah.

d. Is Laporan Keuangan
Laporan Keuangan Pemerintah Desa terdiri atas:

1) Sampul Laporan Keuangan Pemerintah Desa, yang menyebutkan Nama
entitas Pemerintahan Desa secaraterstruktur yang menunjukkan lokas Desa
mulai dari nama Desa sampai dengan Pemerintah Kabupaten/kota.

2) KataPengantar Kepala Desa,

3) Is Laporan Keuangan,

4) Informas umum,



39

5) Lpaoran Realisas Anggaran;
6) Neraca,
7) Catatan Atas Laporan Keuangan,
8) Lampiran dan Daftar Pendukung Laporan Keuangan, jika diperlukan.
e. Periode Pelaporan
Laporan Keuangan Pemerintah Desa disgjikan sekali dalam setahun sesuai
tahun anggaran. Dalam situas tertentu, tanggal pelaporan Pemerintah Desa dapat
berubah dan Laporan Keuangan disgjikan dengan suatu periode pelaporan yang
lebih panjang atau lebih pendek dari satu tahun, misalnya sehubungan dengan
adanya pemekaran, penggabungan dan perubahan status Desa.
f. Laporan Realisas Anggaran
Laporan Redisas Anggaran Desa menygjikan kegiatan keuangan
pemerintahan Desa yang menunjukkan ketaatan terhadap Anggaran Desa. Laporan
Realisass Anggaran Desa menyajikan ikhtisar sumber, alokas dan penggunaan
sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah desa dalam satu periode
pel aporan. Laporan Realisasi Anggaran Desa menggambarkan perbandingan antara
anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Laporan Realisas
Anggaran Desa memuat unsur-unsur anggaran dan realisas atas.
1) Pendapatan Desg;
2) BelanjaDesg;
3) Surplus/Defisit Desg;
4) Pembiayaan Desg;
5) Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA) Desa.
Pendapatan Desa diklasifikasikan atas Pendapatan Adli Desa, Pendapatan

Transfer, dan Pendapatan Lain-Lain. Pendapatan diakui pada saat diterima di



rekening Pemerintah Desa atau di kas desa sebesar kas yang diterima. BelanjaDesa
menurut Bidang terdiri atas:

1) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desg;

2) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa;

3) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa;

4) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa;

5) Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak.

Belanja diakui pada saat dikeluarkan dari rekening Pemerintah Desa atau
dari kas desa sebesar kas yang dikeluarkan. Selisih antara Pendapatan Desa dan
Belanja Desa disebut Surplus/Defisit Desa. Pembiayaan Desa terdiri 1 atas
penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan
diakui pada saat diterima di rekening kas desa atau di kas desa sebesar kas yang
diterima. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari rekening kas
desa atau dari kas desa sebesar kas yang dikeluarkan.

Laporan Realisasi Anggaran Desa dijelaskan |ebih lanjut dalam Catatan atas
Laporan Keuangan Desa. Penjelasan tersebut memuat hal-hal yang mempengaruhi
pelaksanaan anggaran seperti sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material
antara anggaran dan realisasinya, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut
angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan.

g. NeracaDesa

Neraca desa memuat Aset, Kewajiban dan Ekuitas pada tanggal pelaporan.
Neraca desa menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya antaralain
pos-pos berikut:

1) Aset

2) Kas,



3)
4)
5)
6)
7)
8)

9)

1)

2)

1)

2)

3)

4)

5)
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Piutang;

Persediaan;

Investas;

Aset Tetap;

Aset Lainnya;

Kewajiban; dan

Ekuitas.

Pengakuan aset diuraikan sebagai berikut:

Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh
desa dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur.

Aset diakui pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau
kepenguasaannya berpindah.

Pengukuran aset adalah sebagai berikut:

Kas dicatat sebesar nilai nominal;

Piutang dicatat sebesar nilai nominal;

Persediaan dicatat sebesar biaya perolehan apabila diperoleh dengan
pembelian, atau nilai wajar apabila diperoleh dengan caralainnya;
Investas dicatat sebesar 1 pengeluaran untuk investasi yang dilakukan oleh
desa untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut;

Aset tetap dicatat sebesar harga beli atau biaya perolehan. Apabila biaya
perolehan tidak diketahui dicatat menggunakan nilai wajar.

Untuk penyajian nilai aset pada neraca awal Desa, entitas dapat melakukan

inventarisas atas pos-pos neraca. Inventarisas tersebut dapat dilakukan dengan

cara inventarisas fisik, catatan, laporan, atau dokumen sumber lainnya. Laporan

keuangan yang tel ah disusun sebelum penerapan standar ini dapat dijadikan sebagai
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dasar penyusunan neraca awal. Aset yang dimiliki pemerintah desa sebelum
penerapan awal standar ini dinilai menggunakan harga perolehan atau harga wajar
jika harga perolehan tidak diketahui. Contoh nilai wajar aset Desa adalah nilai
taksiran yang tidak selalu memerlukan penilaian dari jasa penilai.

Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau saat kewajiban
timbul. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal.

Ekuitas Desa adaah kekayaan bersih pemerintah desa yang merupakan
selisih antara aset dan kewajiban pemerintah desa padatanggal |aporan.
h. Catatan AtasLaporan Keuangan Desa

Pemerintah Desa menyusun Catatan Atas laporan Keuangan Desa agar
dapat dipahami dan dibandingkan dengan laporan keuangan entitaslainnya. Catatan
atas Laporan Keuangan Desa menjelaskan hal-hal sebagai berikut:

1) Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disgjikan pada LRA dan
Neraca;
2) Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak

disgjikan dalam LRA dan Neraca.

Dalam CalLK Belanja juga dirinci berdasarkan jenis belanja yaitu Belanja
Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, BelanjaModal dan Belanja Tak Terduga.
i. Tanggal Efektif

Standar Pelaporan Keuangan Pemerintah Desa (SPKPD) berlaku efektif
untuk laporan keuangan Pemerintah Desa atas pertanggungjawaban pel aksanaan
anggaran mulai Tahun Anggaran 2018. Dalam hal pemerintah desa belum dapat
menerapkan SPKPD ini, pemerintah desa dapat menerapkan SPKPD selambat-

lambatnya Tahun Anggaran 2020.



8. Alokas Dana Desa (ADD)

Alokas Dana Desa merupakan salah satu sumber pendapatan desa yang di
salurkan oleh pemerintah daerah. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri 113
Tahun 2014, pasa 1 ayat (10), Alokas Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD,
adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokas
Khusus. Dalam kaitannya dengan pemberian Alokas Dana Desa di Kabupaten
Karo, Pemerintah Kabupaten Telah memberikan petunjuk teknis melalui Peraturan
Bupati Karo Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Cara Pengal okasian, Penggunaan Dan
Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Karo Tahun
Anggaran 2016. Maksud penetapan rincian ADD dijelaskan dalam Peraturan
Bupati Karo Nomor 11 tahun 2016, yaitu untuk memberikan ADD kepada Desa
dalam rangka mendukung pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa,
pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan
pemberdayaan masyarakat desa.

Dalam Peraturan Bupati Karo Nomor 11 tahun 2016, ketentuan Pasal 4,
disebutkan bahwa tujuan penggunaan ADD, yaitu:

a. Menambah pendapatan desa.

b. Meningkatkan pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa,
pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan
pemberdayaan masyarakat Desa sesual kewenangannya.

c. Meningkatkan kemampuan Ilembaga kemasyarakatan desa dalam
perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan secara
partisipatif sesua potens desa.

d. Meningkatkan pemerataan pembangunan, kesejahteraan, kesempatan
berpartisipasi, dan kesempatan berusaha bagi masyarakat Desa.

e. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat, dan
Meningkatkan kemandirian desa.

—h

Sumber Alokas Dana Desa (ADD) berasal dari dana perimbangan yang

diterimaDaerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi



alokas khusus. Pengalokasian Alokasi Dana Desa ditetapkan 10%(sepul uh persen)

bagi masing-masing desa dengan mempertimbangkan:

a

b.

bahwa:

a

Kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa,

Tunjangan BPD dan,

Jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan
tingkat kesulitan geografis desa.

Dalam Pasal 7, Peraturan Bupati Karo Nomor 11 tahun 2016 disebutkan

Besaran ADD Kabupaten dihitung dengan rumus:
ADD Kab =ADD + ADD (Siltap +Tunjangan BPD)

Keterangan:

1) ADD : ADD untuk seluruh Desa

2) ADD Kab : ADD yang diterima Kabupaten

3) ADD Siltap : ADD yang digunakan untuk penghasilan
tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa.

4) Tunjangan BPD : ADD yang digunakan untuk tunjangan BPD.

ADD terdiri dari ADD Merata sebesar 60% dan ADD Proporsional (ADDP)
sebesar 40%.

ADD =ADDM + ADDP

Keterangan:

1) ADD X ADD yang diberikan untuk setiap Desa,

2) ADDM : ADD yang diberikan secara merata ke desa,
3) ADDP X ADD yang diberikan secara proporsional

sesuai dengan bobot variabel.
Besaran ADD proporsional yang diberikan kepada Desa diperhitungkan
dengan rumus sebagai berikut:

ADD px =BDx X ADDP

Keterangan:

1) ADD px : ADD yang diberikan kepada Desa x secara
Proporsional.

2) BDXx : Nilai Bobot Desa untuk Desa x.

3) ADDP : ADD proporsional.

Penyaluran ADD dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas

Umum Daerah ke rekening Kas Umum Desa. Penyaluran ADD dilakukan secara



bertahap, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 9, Peraturan Bupati Karo Nomor 11
tahun 2016 yaitu:
“Penyaluran ADD dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas
Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Umum Desa yang Dilakukan
dengan 2 (dua) tahap, yaitu tahap | pada bulan Juni sebesar 60% (enam
puluh perseratus) dan tahap Il pada bulan Agustus sebesar 40% (empat
puluh perseratus). Penyaluran ADD tahap | dilakukan setelah Kepala Desa
menyampai kan:
a. Peraturan Desa mengenai APBDesa kepada Bupati;
b. Laporan Realisas penggunaan ADD tahun Anggaran sebelumnya.
Penyaluran ADD tahap |1 dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
a. Laporan Realisas Penggunaan ADD tahap | kepada Bupati;

b. Laporan Realisas ADD Tahap | harus menunjukkan penggunaan
dan paling kurang 50% (lima puluh perseratus).

Kegiatan yang didanai oleh ADD direncanakan, dilaksanakan dan
dievaluas secara terbuka dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dan dibahas
dalam Musyawarah perecanaan pembangunan desa serta mengacu pada RPIMDes

dan RKPDes

9. DanaDesa

Dalam Peraturan Bupati Karo Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Tata Cara
Pembagian, Penggunaan dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten
Karo Tahun Anggaran 2016, Dana Desa adalah dana yang bersumber dari
Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desayang
ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten
dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan
pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Dana Desa untuk setiap desa dialokasikan secara merata dan berkeadilan
berdasarkan alokas dasar dan aokas formula yang dihitung dengan
memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan indeks

kesulitan geografis setiap desa. Alokasi dasar sebagaimana dijelaskan dalam pasal
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4, Peraturan Bupati Karo Nomor 10 tahun 2016, dihitung berdasarkan a okasi dasar
per kabupaten dibagi jumlah desa. Selanjutnya dalam Pasal 5 dan 6 dijelaskan
bahwa:

a. Alokas formula dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka
kemiskinan, luas wilayah, sebagai mana dimaksud pada Pasal 3 huruf b yang
bersumber dari kementrian yang berwenang dan/atau lembaga yang
menyel enggarakan urusan pemerintah dibidang statistik.

b. Penghitungan alokasi formula dihitung dengan formula:

W =[(0,25x Z1) + (0,35 x Z2) + (0,10 x Z3) + (0,30 x Z4)] x (DDkab —

ADkab)]

Keterangan:

H W = Dana Desa setiap desa yang dihitung berdasrkan
jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah,
dan tingkat kesulitan gegrafis desa setiap kabupaten.

2) Z1 = rasio jumlah penduduk setiap desa terhadap
penduduk desa nasional

3) 22 = rasio jumlah penduduk miskin setiap desaterhadap
total penduduk miskin desa nasiond.

4) Z3 = rasio luas wilayah desa setiap desa terhadap total
penduduk miskin desa nasional.

5 Z4 = rasio IKG kabupaten terhadap total IKG kabupaten
yang memiliki desa

6) DDkab = pagu dan desa kabupaten

7) ADkab = besaran AD untuk setiap desa dikalikan jumlah desa
dalam kabupaten.

Dalam pasal 9 Peraturan Bupati Karo Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Tata
Cara Pengal okasian, Penggunaan Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa
Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2016, menyebutkan bahwa Dana Desa
diprioritaskan untuk membiaya pembangunan dan pemberdayan masyarakat.
Pel aksanaan program dan kegiatan pembangunan desa melipuiti:

a. Pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur atau sarana
dan prasarana fisk untuk penghidupan termasuk ketahanan pangan dan
permukiman;

b. Pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana
kesehatan masyarakat;

c. Pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana
pendidikan, sosia dan kebudayaan;

d. Pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan
pemeliharaan sarana dan prasarana produks dan distribusi; dan/atau



47

e. Pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana energi terbarukan
serta pelestarian lingkungan hidup”.

Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening
Kas Umum Daerah ke rekening Kas Umum Desa. Penyaluran Dana Desa dilakukan
secara bertahap, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 8, Peraturan Bupati Karo
Nomor 10 tahun 2016 yaitu:

“Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening
Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Umum Desa yang Dilakukan
dengan 2 (dua) tahap, yaitu tahap | pada bulan Juni sebesar 60% (enam
puluh perseratus) dan tahap Il pada bulan Agustus sebesar 40% (empat
puluh perseratus). Penyaluran Dana Desatahap | dilakukan setelah Kepala
Desa menyampaikan:
a. Peraturan Desa mengenai APBDesa kepada Bupati;
b. Laporan Realisas penggunaan Dana Desa tahun Anggaran
sebelumnya.
Penyaluran Dana Desa tahap Il dilakukan setelah Kepala Desa
menyampai kan:
a. Laporan Realisas Penggunaan Dana Desatahap | kepada Bupati;
b. Laporan Realisas Dana Desa Tahap | harus menunjukkan
penggunaan dan paling kurang 50% (lima puluh perseratus).

10. Bagi Hasi| Pajak dan Retribus Daerah

Dalam Peraturan Bupati Karo Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara
Pengal okasian, Penggunaan dan Penetapan Rincian Bagi Hasil Pgjak dan Retribusi
Daerah Setiap Desa di Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2016,

“Pajak daerah adalah kontribus wajib kepada daerah terutang oleh pribadi
atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan
tidak mendapatkan imbalan secara langasung dan digunakan untuk
keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Retribus
daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas gasa atau
pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh
pemerintahan daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Bagi
Hasi| Pajak dan Retribusi Daerah adalah bagian dari penerimaan hasil pajak
dan retribus daerah yang diberikan kepada pemerintahan desa. Alokas
Bagi Hasi| Pajak dan Retribusi Daerah ditetapkan 10% (sepul uh perseratus)
dari realisasi penerimaan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah”.



Pengalokasian Bagi Hasil Pgak dan Retribus Daerah dilakukan
berdasarkan Pasal 3 Bab |1 Peraturan Bupati Karo Nomor 12 tahun 2016 yaitu:;
a. 60% dibagi secaramerata kepada seluruh Desa, dan

b. 40% dibagi secara proporsiona realisas penerimaan bagi hasil pgak dan
retribusi daerah dari Desa masing-masing dihitung dengan formula:

Realisas Pajak + Retribus Dari Desa x

DBH px =
Total Realisas Pajak + Retribusi dari seluruh Desa

Keterangan:
DBHpx= Dana Bagi Hasil Proporsional yang diberikan kepada Desa x.

Penyaluran Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dilakukan melaui
pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke rekening Kas Umum Desa.
Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap, seperti yang dijelaskan dalam
Bab |11 Pasal 4, Peraturan Bupati Karo Nomor 12 tahun 2016 yaitu:

“Penyaluran Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dilakukan melalui
pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening
Kas Umum Desa yang Dilakukan dengan 2 (dua) tahap, yaitu tahap | pada
bulan Juni sebesar 60% (enam puluh perseratus) dan tahap 1l pada bulan
Agustus sebesar 40% (empat puluh perseratus). Penyaluran Bagi Hasll
Pajak dan Retribusi daerah tahap | dilakukan setelah Kepala Desa
menyampaikan:

a. Peraturan Desa mengenai APBDesa kepada Bupati;

b. Laporan Realisasi penggunaan BHP tahun Anggaran sebelumnya.
Penyaluran BHP tahap 11 dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:

a. Laporan Realisas Penggunaan BHP tahap | kepada Bupati;

b. Laporan Realisass BHP Tahap | harus menunjukkan penggunaan

dan paling kurang 50% (lima puluh perseratus).

Dalam Peraturan Bupati Karo Nomor 12 Tahun 2016, Bab IV pasal 5
menyebutkan bahwa Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dalam APBDesa
dipergunakan untuk:

a. Penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa,
pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa;

b. Operasional desa;
c. Intensifikas dan ekstensifikas pembayaran pajak dan retribusi.
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B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan pendlitian sebelumnya yang digunakan
oleh peneliti sebagai acuan dan referensi dalam penelitian ini. Adapun penelitian
terdahulu yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat padatabel 2.1 berikut.

Tabel 2. 13 Mapping Penelitian Terdahulu

N Nama Judul Variabel Metode Hasil Penelitian
0] Penelitian  |Penelitian

1 [BrGinting [Pelaksanaan [Pelaksanaan Deskriptif |1)Pelaksanaan Kebijakan Alokasi
(2017) Kebijakan K ebijakan kualitatif Dana Desa, Bagi Hasil Pajak

Alokasi Dana |Alokasi Dana dan Retribusi Daerah dan Dana
Desa, Bagi Desa, Bagi Desa Terhadap Pemberdayaan
Hasil Pajak danHasil Pajak Masyarakat dan Kelembagaan
Retribusi Dan Retribusi Desa di Kecamatan Munte
Daerahdan  Daerah, Dan Kabupaten Karotelah berjalan
Danadesa Dana Desa dengan baik.

terhadap Terhadap 2) Terdapat faktor-faktor yang
Pemberdayaan [Pemberdayaan mendukung dan menghambat
Masyarakat danM asyarakat keberhasilan pelaksanaan
Kelembagaan Dan kebijakan Alokasi Dana Desa,
Desa Di K elembagaan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi
Kecamatan Desa. Daerah dan Dana Desa di desa
Munte se Kecamatan Munte
Kabupaten Kabupaten Karo, yaitu faktor
Karo komunikasi, kemampuan

sumber daya, struktur
organisasi(birokrasi), dan

lingkungan
2 Adam Analisis Pengelolaan Deskriptif [1) Untuk pengelolaan keuangan
(2016) Pengelolaan  Keuangan Kualitatif Desa Brumbungan Kidul,
Keuangan DesgDesa kepala desa, sekretaris desa, dan
Berdasarkan  |berdasarkan bendahara desatelah
Permendagri  [Permendagri melaksanakan tugas-tugas
113 Tahun 113 Tahun dalam pengelolaan keuangan
2014. 2014 desa dengan baik. Dimana
tahap perencanaan dilaksanakan
oleh sekretaris desa, tahap

pelaksanaan dan penatausahaan
dilakukan oleh bendahara desa,
tahap pelaporan dan
pertanggungjwaban dilakukan
oleh kepala desa.

2) Pengelolaan keuangan Desa
Brumbungan Kidul secara
umum baik. Tetapi terjadi
ketidaksesuaian pada tahap
pertanggungjawaban. Dimana
pertanggungjawaban belum bisa
dipublikasikan kepada seluruh
Masyarakat Brumbungan Kidul.
Karena, tidak adanya media
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informasi yang dapat dengan
mudah diakses oleh masyarakat.
3) Faktor kekompakan dan budaya
gotong-royong masyarakat
Brumbungan Kidul menjadi
pendukung pemerintah desa
dalam pengelolaan keuangan
desa. Hal ini dapat dilihat dari
antusiasme masyarakat dalam
perencanaan keuangan dan
pembangunan desa. Sedangkan
faktor yang menghambat
pemerintah desa dalam
pengeloaan keaungan desa yaitu
kurangnya pengetahuan dan
pemahaman dari Perangkat
Desa Brumbungan Kidul terkait
tugas-tugas yang harus
dilakukan dalam kegiatan
operasional pemerintah desa

M uhammad
(2016)

Analisis
Pengelolaan
Keuangan
Dalam
Pembangunan
Di Desa
Ngeposari
Kecamatan
Semanu,
Kabupaten
Gunung Kidul
[Tahun 2015.

Pengelolaan
Keuangan
dalam
Pembangunan
Desa

Deskriptif
Kualitatif

1) Dalam pengelolaan keuangan
desa sesuai dengan
Permendagri No 113 Tahun
2014 ada 5 tahapan dalam
pengelolaan keuangan yakni
tahap perencanaan,
pelaksanaan, penatausahaan,
laporan, dan
pertanggungjawaban. Jadi
untuk keseluruhan pengelolaan
keuangan sudah sangat baik
hanya saja ada beberapa yang
tidak sesuai dalam peraturan.

2) Dalam keberhasilan
pembangunan ada 5 indikator
yang menjadi tolak ukur secara
keseluruhan keberhasilan
pembangunan di Desa
Ngeposari bisa dikatakan baik
namun ada beberapa hal yang
masih memiliki maslah yakni
pertama perbaikan iklim
investasi yang belum terlaksana
pada tahun 2015, kedua
Pemerintah Desa Ngeposari
belum mampu meningkatkan
akses masyarakat pedesaan
terhadap pemasaran yang belum
terlaksana, dan yang terakhir,
kegiatan untuk meningkatkan
modal manusia yang masih
terkendala dalam bidang
keterampilan dan kesehatan.

3) berdasarkan hasil analisis
penulis bahwa pengelolaan
keuangan di Desa Ngeposari
yang sudah bisa dikatakan baik
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berdampak langsung dalam
pembangunan Desa Ngeposari
yang meningkat dari segi
infrastruktur pedesaan,
kemudain iklim usaha pedesaan
yang membaik, dan
peningkatan akses masyarakat

pedesaan terhadap sasaran
permodalan
4 |Permatasari [Pengelolaan  |Pengelolaan Deskriptif |1) pelaksanaan Alokasi Dana
(2018) Alokasi Dana |Alokasi Dana [Kualitatif Desa di Desa Besuk telah
Desadalam |Desa. dilaksanakan dengan konsep
Meningkatkan pembangunan Partisipatif
Pembangunan dengan melibatkan masyarakat
dan Desa.
Pemberdayaan 2) Pelaksanaan program Alokasi
M asyarakat Dana Desa masih belum
Desa. sepenuhnya sempurna
diterapkan dengan prinsip
akuntabilitas.
3) Pertanggunjawaban Alokasi

Dana Desa dalam hal teknis
sudah baik tetapi untuk
pertanggungjawaban secara
administrasi masih kurang
terbuka dalam hal pengelolaan
keuangan dan kompetensi
sumber daya manusia yang
mengelola.

Sumber: Diolah Peneliti, 2019

C. Kerangka Pemikiran

Untuk memudahkan dalam penelitian ini dibuat suatu kerangka pemikiran
yang akan menjadi arahan dalam melakukan pengumpulan data. Adapun kerangka

pemikiran dalalm penelitian ini dapat dilihat pada gambar di bawah ini.
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UU. No.6 Tahun 2014
Tentang Desa

Permendagri No. 113
Tahun 2014 Tentang
Pengelolaan Keuangan Desa

ADD dan BHP DanaDesa
\ 4 \4
Pembangunan Pembangunan
Sumber Daya Manusia Infrastruktur Desa

1. Perencanaan

2. Pelaksanaan

3. Penatausahaan

4. Pelaporan

5. Pertanggungjawaban

Gambar 2. 4 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan Gambar 2.4 di atas dapat diuraikan bahwa sebagai perwujudan
dari desentralisass keuangan menuju desa yang mandiri, maka pemerintah
mengel uarkan kebijakan yaitu pembentukan Alokas DanaDesa(ADD), DanaDesa
(DD), dan Bagi Hasil Pgjak dan Retribusi Daerah (BHP). Salah satu penggunaan
danatersebut adalah untuk membiayai program pembangunan desa. Pembangunan
Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-
besarnya kesgjahteraan masyarakat Desa. Untuk mencapa tujuan pembangunan
tersebut, dibutuhkan sumber daya manusia yang berkompeten untuk melaksanakan
setiap program kegiatan pembangunan. Pembangunan sumber daya manusia juga

disebut dengan pembangunan non fisik, yaitu pembangunan yang tidak berwujud
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namun dapat dirasakan oleh masyarakat desa. Selanjutnya, pembangunan fisik
merupakan pembangunan yang mengarah pada infrastruktur atau prasarana.
Menurut kebijakan pemerintah, pengelolaan keuangan desa dilaksanakan
berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014. Dimana di
dalam peraturan tersebut dijelaskan tahapan-tahapan dalam mengelola keuangan
desa baik dari segi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan

pertanggungjawaban.



BAB |1

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yaitu
penelitian yang hanya membahas variabel mandiri atau satu variabel sgja dan tidak
mengkaitkan dengan variabel yang lain. Menurut Sugiyono (2018:210), metode
penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat
postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah,
dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Metode penelitian kualitatif
terutama digunakan untuk memperoleh data yang kaya, informasi yang mendalam
tentang isu atau masalah yang akan dipecahkan. Salah satu karakteristik dari
penelitian kualitatif yaitu penelitian kualitatif lebih bersifat deskriptif yaitu data
yang terkumpul berbentuk kata-kata atau gambar, sehingga tidak menekankan pada
angka. Data yang terkumpul setelah dianalisis selanjutnya dideskripsikan sehingga

mudah dipahami oleh orang lain.

B. Tempat dan Waktu Penelitian
1. Tempat Penelitian
Penelitian dilakukan di Kantor Kepala Desa Kuta Galuh yang beralamat di

Jl. Kutabuluh Simole Kecamatan Tiganderket Kabupaten Karo.

2. Waktu Penelitian
Proses penelitian dilakukan mulai Maret 2019 s/d Oktober 2019. Rincian

penelitian dapat dilihat padatabel dibawah ini:
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Tabel 3. 1 Skedul Proses Pendlitian

N , Tahun 2019
Kegiatan - - -
0 Apr Mei Juni Juli- Ags Sept Okt
Pengajuan
judul
Penyusunai
proposa
Bimbingan
proposal
Seminar
proposa
Pengolahar,
data
Penyusunay
SKripsi
Bimbingan
sKripsi
Sidang
8 Lo
meja hijau
Sumber: Pendliti, 2019

7

C. Variabel Pendlitian dan Definis Operasional
1. Variabel Penelitian

Variabel penelitian adalah suatu karakteristik dari objek yang akan di observasi,
dipelgjari dan ditarik kesimpulannya. Penelitian ini menggunakan 1 (satu) variabel
bebas atau independent variabel yaitu Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Dana Desa,

dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dalam Pembangunan Desa.

2. Definis Operasional

Menurut Sugiyono (2014), “Definisi operasional variabel adalah suatu
definis yang diberikan pada satu variabel dengan memberikan arti atau
menspesifikasikan kegiatan atau membenarkan suatu operasional yang diperlukan
untuk mengukur variabel tersebut”. Pengertian variabel-variabel yang diteliti dan
akan dilakukan analisis lebih lanjut yaitu Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Dana
Desa, dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dalam Pelaksanaan Pembangunan

Desa dapat dijelaskan pada tabel di bawahini.



Tabel 3. 2 Operasionalisas Variabel
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Variabel

Deskrips

Indikator

Sub-Indikator

Pengelolaan
Alokasi Dana
Desa, Dana
Desa, dan Bagi
Hasil Pajak
dan Retribusi
Daerah

Pengelolaan
Keuangan Desa
merupakan
Keseluruhan
kegiatan yang
meliputi
perencanaan,
pelaksanaan,
penatausahaan,
pelaporan dan
pertanggungjawaban

(Permendagri
Nomor 113 Tahun
2014, Tentang
Pengelolaan
Keuangan Desa)

1.

Perencanaan

Menyusun Rancangan
Peraturan Desa tentang
APB Desa.

Rancangan Peraturan
Desa dibahas dan
disepakati bersama
Kepala desadan BPD.
Rancangan Peratran
Desa yang telah
disepakati disampaikan
ke Bupati.

Pelaksanaan

Semua penerimaan dan
pengeluaran desa
dilaksanakan melalui
rekening kas Desa dan
disertai dengan bukti
yang lengkap dan sah.
Pelaksana Kegiatan
mengajukan pendanaan
untuk melaksanakan
kegiatan yang tak
terduga harus disertai
dengan dokumen RAB
yang telah diverifikasi
oleh Sekretaris Desa
dan disahkan oleh
Kepala Desa

Penatausahaan

Penatausahaan
dilakukan oleh
Bendaharan Desa
Penatausahaan
penerimaan dan
pengeluaran
menggunakan Buku
Kas Umum Desa, Buku
Kas Pembantu Pajak,
dan Buku Bank Desa.
Bendahara Desawajib
melakukan tutup buku
setiap akhir bulan
paling lambat tanggal
10 bulan berikutnya.

Pelaporan

Kepala Desa
menyampaikan Laporan
Realisasi pelaksanaan
APBDesa kepada
Bupati/Walikota berupa
Laporan Semester
Pertama, dan Laporan
Semester Akhir.

Pertanggungjawa
ban

Laporan
Pertanggungjawaban
Realisasi Pelaksanaan
APBDesa disampaikan
kepada Bupati/Walikota




57

setiap akhir tahun paling
lambat 1 (satu) bulan
setelah akhir tahun
berjalan.

Laporan
pertanggungjawaban
disampaikan kepada
Bupati melalui Camat
atau sebutan lain.
Laporan
pertanggungjawaban
Realisasi Pelaksanaan
APBDesa
diinformasikan kepada
masyarakat secara
tertulis dan dengan
media informasi yang
mudah dicerna.

Pembangunan | Pembangunan Desa Sumber Daya Pembangunan bidang
Desa adalah upaya Manusia Pendidikan
peningkatan kualitas Pembangunan Bidang
hidup dan Kesehatan
kehidupan untuk Infrastruktur Pembangunan jalan
sebesar-besarnya Desa pemukiman,
kesejahteraan Pembangunan jalan
masyarakat desa. pemukiman antar
wilayah pertanian.
(Permendagri
Nomor 114 Tahun
2014, Tentang
Pedoman
Pembanguna Desq)

D. Jenisdan Sumber Data

Data adalah sekumpulan informasi yang diperoleh dari suatu pengamatan,

dapat berupa angka, lambang atau sifat. Berikut merupakan jenis dan sumber data

yang diperoleh penulis dalam penelitianini:

1. JenisData

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data

kualitatif merupakan data dari penjelasan kata verbal yang tidak dapat dianalisis

dalam bentuk bilangan atau angka. Data yang diperoleh berupa gambaran mengenai

objek penelitian.
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2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer adalah
data yang diperoleh secara langsung dari responden yang diinginkan oleh penulis,
baik melalui wawancara dengan narasumber, dan pengumpulan data lainnya. Data
primer dalam pendlitian ini berupainformas di lapangan yang diperoleh dari para
informan yang memahami tentang pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD), Dana
Desa (DD), dan Bagi Hasil Pagjak dan Retribus Daerah dalam Pelaksanaan
Pembangunan di Desa Kuta Galuh, Kecamatan Tiganderket, Kabupaten Karo

selamatahun anggaran 2016.

E. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono, (2018), teknik pengumpulan data merupakan langkah
yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah
mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti
tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Teknik

pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah:

1. Observas

Observass merupakan metode pengumpulan data dengan mengamati
langsung objek penelitian. Menurut Patton (dalam Sugiyono,2018) dengan
melakukan observasi, peneliti dapat menemukan ha-hal ynag diluar perseps
responden, sehingga peneliti memperoleh gambaran yang lebih komprehensif.
Dalam penelitian ini peneliti melakukan observas pada dokumen-dokumen yang
berhubungan dengan penggunaan Alokas Dana Desa, Dana Desa dan Bagi Hasil
Pajak dan retribusi Daerah dalam pelaksanaan Pembangunan di Desa Kuta Galuh

pada tahun anggaran 2016.



59

2. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan mengajukan
pertanyaan secara lisan kepada informan. Wawancara dilakukan dengan tujuan
mendapatkan informasi secara langsung dari Informan berdasarkan pada dokumen
yang akan dianalisis. Wawanacara dilakukan dengan pihak yang kompeten agar
data yang diperoleh lebih lengkap dan valid yang mungkin tidak terdapat pada
dokumen. Sebagai informan dari unsur Pemerintah Desa yaitu Kepala Desa,
Sekretaris Desa, dan Bendahara Desa. Unsur dari masyarakat sebanyak 2 (dua)
orang yang mengerti dengan pengelolaan ADD, DD, dan BHP dalam pembangunan
Desa selama tahun 2016. Unsur masyarakat yang dipilih adalah salah satu Tokoh

adat dan Anggota PKK di Desa Kuta Galuh.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu metode pengumpul an data dengan cara
meneliti berbagai macam dokumen yang berguna untuk bahan analisis. Dalam
penelitian ini peneliti mengumpulkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan
pengelolaan keuangan desa di Desa Kuta Gauh berupa Laporan
Pertanggungjawaban (LPJ) ADD, DD, dan BHP, jika diperlukan untuk melengkapi

data, seperti foto dan data pendukung lainnya.

4. Studi Kepustakaan
Studi Kepustakaan yaitu dilakukan dengan mengumpulkan data dan
mempelgjari literatur yang ada baik berupa buku maupun karya ilmiah yang

digunakan sebagai pedoman ataupun landasan teori dalam penelitianini.
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F. Teknik AnalissData
Menurut Sugiyono, (2018:293), analisis data adalah proses mencari dan
menyususn secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan
lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam
kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam
pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelgari, dan membuat
kesimpulan sehingga mudah dipahami ol eh diri sendiri maupun orang lain. Analisis
data yang digunakan dalam penelitian ini mengenai pengelolaan ADD, DD dan
BHP di Desa Kuta Galuh Kecamatan Tiganderket Kabupaten Karo adal ah sebagai
berikut:
1. Mengumpulkan data yang berkaitan dengan ADD, DD, dan BHP selama
tahun anggaran 2016 melalui wawancara dan dokumentasi.
2. Menganalisis Pengelolaan ADD, DD, dan BHP dari tahap perencanaan,
pel aksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.
3. Menganalisis penggunaan ADD, DD, dan BHP dalam Pelaksanaan
Pembangunan di Desa Kuta Galuh Tahun anggaran 2016.
4. Merumuskan dan menyimpulkan hasil yang telah diperoleh tentang
Pengelolaan ADD, DD, dan BHP dalam Pelaksanaan Pembangunan di Desa
Kuta Galuh Tahun anggaran 2016.

5. Memberikan contoh fisik pembangunan desa yang dilaksanakan.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskrips Objek Penelitian
1. Gambaran Umum Kabupaten Karo

Kabupaten Karo merupakan salah satu Kabupaten yang terletak di wilayah
Provins Sumatera Utara dalam Wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang
secara administratif dibagi atas 17 (tujuh belas) Kecamatan. Ibukota Kabupaten
Karo adalah Kabanjahe yang terletak sekitar 76 km sebelah selatan Kota Medan
Ibukota Provins: Sumatera Utara. Secara geografis daerah kabupaten karo terletak
antara 02°50" ¢/d 03°19” LU dan 97%55” s/d 98°38” BT. Daerah Kabupaten Karo
terletak di daerah dataran tinggi bukit barisan dengan total luas administras
2.127,25 km? atau 212.725 ha. Wilayah administratif pemerintahan Kabupaten

Karo dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Sumber: https://karokab.go.id/id/profil/peta-daerah
Gambar 4. 1 Peta Kabupaten Karo
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Wilayah Kabupaten Karo berbatasan dengan:

1) Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Langkat dan Deli Serdang;

2) Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Simalungun;

3) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Dairi;

4) Sebelah Barat berbatasan dengan Provins Nanggroe Aceh Darusalam.

Ditinjau dari kondisi topografinya, wilayah Kabupaten Karo terletak di

dataran tinggi bukit barisan dengan elevasi terendah +140 meter diatas permukaan
laut (Paya lah-lah Mardinding) dan yang tertinggi ialah Kabupaten Karo yang
berada di daerah dataran tinggi bukit barisan dengan kondis topografi yang
berbukit dan bergelombang, maka di wilayah ini ditemui banyak |lembah-lembah
dan alur-alur sungai yang dalam dan lereng-lereng bukit yang curam/terjal.
Sebagian besar (90%) wilayah Kabupaten Karo berada pada ketinggian/ elevas

+140 ms/d 1400m diatas permukaan air laut.

2. Vis dan Mis Pembangunan Kabupaten Karo
Untuk mendukung arah pemerintahan agar dapat berjalan dengan baik dan
tepat sasaran, maka perlu ditetapkan visi dan misi Kabupaten. Adapun visi dan misi

Kabupaten Karo adalah sebagai berikut:

a. Vis Pembangunan
Terwujudnya Masyarakat Karo Yang Makmur dan Segjahtera Berbasis

Pembangunan Pertanian dan Pariwisata yang Berwawasan Lingkungan.

b. Mis Pembangunan
1) Meningkatkan kapasitas profesionalisme aparatur;
2) Meningkatkan produksi pertanian dan pemasaran hasil pertanian sektor

unggulan yang berdaya saing melalui dukungan agro industri;
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3) Membangun dan atau meningkatkan kuantitas dan kualitas daerah tujuan
wisata yang mampu meningkatkan kunjungan wisatawan domestik maupun
maupun mancanegara;

4) Membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur yang menjangkau
sentra produksi, kawasan strategis dan wilayah terisolir yang memiliki
dampak terhadap percepatan pembangunan ekonomi daerah;

5) Menjamin dan meningkatkan kuantitas serta kualitas pelayanan kesehatan
bagi masyarakat secara merata;

6) Mengembangkan dan memperkuat ekonomi kerakyatan yang saling
bersinergi dan berkelanjutan;

7) Meningkatkan kualitas dan aksesbilitas pendidikan;

8) Melakukan harmonisass dan sinergitas hubungan antar tingkat
pemerintahan dalam pembangunan kewilayahan melalui pemantapan
Rencana Tata Wilayah Kabupaten (RTRWK) secara berkelanjutan;

9) Memperkuat kapasitas kelembagaan dan SDM masyarakat.

3. Gambaran Umum Kecamatan Tigander ket

Kecamatan Tiganderket merupakan salah satu wilayah kecamatan yang
terletak di Kabupaten Karo Provins Sumatera Utara. Pada tahun 2005 Bupati Karo
menerbitkan PERDA nomor 04 tahun 2005 tentang pembentukan Kecamatan baru
dimana salah satu kecamatan yang mengalami pemekaran ialah Kecamatan Payung
menjadi 2 kecamatan. Payung (sebagai kecamatan induk pindah ibukota kecamatan
dari Tiganderket ke Payung), sedangkan Kecamatan Tiganderket (kecamatan

pemekaran) ibukotanya di Tiganderket. Secararesmi Kecamatan Tiganderket telah



disahkan oleh Bupati Karo tanggal 29 Desember 2006. Wilayah administratif

Kecamatan Tiganderket dapat dilihat pada gambar berikut:
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Sumber: Kecamatan Tiganderket dalam Angka,2017
Gambar 4. 2 Peta Kecamatan Tigander ket

Kecamatan Tiganderket berbatasan dengan:
1) Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Langkat,
2) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Munte dan Payung,
3) Sebelah Barat berbatasan dengan Kutabuluh, dan
4) Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Namanteran dan Payung.
Kecamatan Tiganderket terletak sekitar 500-1500 Meter diatas permukaan
laut dan letak geografisnya berada di 03° 08” Lintang Utara dan 98° 37” Bujur
Timur. Luaswilayah kecamatan ini sebesar 86,76 Km? dan terdiri dari 17 wilayah
desa. Jumlah penduduk di kecamatan Tiganderket pada tahun 2016 sebanyak
14.260 jiwa. Penduduk berjenis kelamin perempuan sebanyak 7.306 jiwa dan

penduduk berjenis kelamin laki-laki sebanyak 6.954 jiwa.
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4. Gambaran Umum Desa Kuta Galuh

Kuta Galuh merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan
Tiganderket Kabupaten Karo. Luaswilayah desa Kuta Gal uh sebesar 6,90 Km? atau
7,95% dari luas Kecamatan Tiganderket. Tinggi wilayah desa Kuta Galuh adalah
870 meter diatas permukaan laut. Jumlah penduduk Desa Kuta Galuh pada tahun
2016 adalah 830 jiwa yang terdiri dari 385 jiwa laki-laki dan 445 jiwa penduduk
perempuan. Banyaknya jumlah penduduk, jumlah Kartu keluarga dan rata-rata
penduduk per rumah tangga di Desa Kuta Galuh tahun 2016 dapat dilihat pada

tabel dibawah ini.

Tabel 4.1

Jumlah Penduduk, Jumlah Kartu Keluarga, dan Rata-Rata Penduduk per
Rumah Tangga di Desa Kuta Galuh

No K eterangan Jumlah(orang)
1 Jumlah Penduduk 830

2 Jumlah KK 266

3 Rata-rata penduduk Per Rumah Tangga 3

Sumber: Kecamatan Tiganderket dalam Angka, 2017 (Diolah,2019)

Banyaknya penduduk di desa Kuta Galuh dirinci menurut kewarganegaraan

dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4. 2

Distribusi Penduduk di Desa Kuta Galuh M enur ut Kewar ganegar aan

K eterangan Jumlah %
WNI 830 100%
Cina
India
Arab
Lainnya -
Sumber: Kecamatan Tiganderket dalam Angka, 2017 (Diolah, 2019

Z
AN =3

Tabel 4. 3 Distribus Penduduk di Desa Kuta Galuh menurut Jenis Pekerjaan

No Jenis Pekerjaan Jumlah (orang)
1 Pertanian 431
2 Industri Rumah Tangga 4
3 PNS/ABRI 30
4 Lainnya 46
Total 511

Sumber: Kecamatan Tiganderket Dalam Angka 2017 (Diolah, 2019)
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Dari tabel diatas dapat dismpulkan mayoritas penduduk Desa Kuta Galuh
bekerja sebagai petani yaitu sebanyak 431 orang. Sedangkan pekerjaan lainnya
yakni Industri Rumah Tangga sebanyak 4 (empat) orang. PNS/ABRI sebanyak 30
(tiga puluh) orang, dan jenis pekerjaan yang lainnya sebanyak 46 (empat puluh
enam) orang.

Banyaknya sekolah, murid dan guru di desa Kuta Galuh dirinci berdasarkan

pendidikan sekolah Dasar, SMP, dan SMU, dapat dilihat pada tabel berikuit:

Tabel 4. 4 Banyaknya Sekolah SD, SM P dan SMU di Desa Kuta Galuh

No K eterangan Sekolah Jumlah
Negeri Swasta
1 Sekolah Dasar 1 - 1
2 SMP - 1 1
3 SMU - 1 1
Tota 1 2 3

Sumber: Kecamatan Tiganderket dalam Angka 2017(diolah,2019)

Tabel 4.5
Banyaknya Tenaga Pengajar SD, SMP dan SMU di Desa Kuta Galuh
No K eterangan Guru Sekolah Jumlah (orang)
Negeri Swasta
1 Sekolah Dasar 7 - 7
2 SMP - 6 6
3 SMU - 7 7
Total 7 13 20

Sumber: Kecamatan Tiganderket Dalam Angka, 2017 (diolah, 2019)

2016 dapat dilihat padatabel berikut ini.

Banyaknya sarana kesehatan, tenaga kesehatan di desa Kuta Galuh tahun

Tabel 4. 6 Banyaknya Sarana Kesehatan di Desa Kuta Galuh

©

Keterangan

Rumah Sakit

Jumlah

Puskesmas

Pustu

1

BP

Poskesdes

Posyandu

~No|la|hw(Nk|=

BKIA

Total

Sumber: Kecamatan Tiganderket Dalam Angka, 2017 (Diolah,2019)

dilihat padatabel berikut ini:

Banyaknya tenaga kesehatan di desa Kuta Galuh pada tahun 2016 dapat



Tabel 4. 7 Banyaknya Tenaga Kesehatan di Desa Kuta Galuh
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No. Keterangan

Jumlah

Dokter

Bidan

Perawat

1

Dukun Bayi

Menteri Kesehatan

OO WINF

Lainnya

Totd

Sumber: Kecamatan Tiganderket Dalam Angka, 2017 (Diolah, 2019)

Banyaknya Sarana|badah, dan Penduduk Desa Kuta Galuh Menurut Agama

pada tahun 2016, dapat dilihat padatabel berikut ini:

Tabel 4. 8 Banyaknya Sarana | badah Di Desa Kuta Galuh

No. Sarana |badah Jumlah
1 Masjid 1
2 Langgar/Mushola -
3 Gereja Protestan 3
4 Gereja Katholik -
5 Kuil
6 Wihara -
Total 4
Sumber: Kecamatan Tiganderket Dalam Angka,2017( Diolah, 2019)
Tabel 4.9
Banyaknya Penduduk Menurut Agama yang Dianut di Desa Kuta Galuh
No. Jenis Agama Jumlah
1 Islam 433
2 Protestan 411
3 Katholik -
4 Hindu
5 Buddha
6 Lainnya -
Total 844

Sumber: Kecamatan Tiganderket Dalam Angka,2017 (Diolah, 2019)

5. Struktur Organisai Pemerintahan Desa

Struktur organisasi adalah suatu kegiatan kerja yang menjadikan adanya

data diantara keseluruhan para pegawai atau pengurus suatu organisasi sehingga

dapat menjamin koordinas dan kesempurnaan pel aksanaan suatu organisasi dalam

mencapal target pemerintahan dalam hal membantu pemerintah daerah untuk

mencapal tujuan tersebut. Dalam suatu pemerintahan sebelum menjalani aktivitas

sangatlah penting membuat tata hubungan dari pada wewenang dan tugas masing-
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masing sesuai dengan jabatan masing-masing pada pemerintahan. Hal ini sangatlah
bermanfaaat untuk mengetahui tugas dan tanggungjawab masing-masing pegawai
atau pengurus di dalam suatu pemerintahan atau organisasi. Berikut merupakan

struktur organisasi pemerintahan desa Kuta Galuh.

Kepala Desa

Badan Permusyawaratan
Desa (BPD)

Bendahara Desa Sekretaris Desa

Kaur Pemerintahan Kaur Umum Kaur Pembangunan

Sumber: Diolah Penulis, 2019
Gambar 4. 3 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Kuta Galuh

Dalam mengoptimalkan pengelolaan Alokasi Dana Desa, Dana Desa dan
Bagi Hasll Pgjak dan Retribus Daerah dalam pelaksanaan pembangunan di desa
Kuta Galuh, maka masalah pengelolaan ADD, DD, dan BHP menjadi tugas dan
tanggung jawab penuh oleh Pemerintah desa Kuta Galuh. Struktur organisasi desa
Kuta Galuh dilengkapi dengan adanya tim pengawasan oleh badan perangkat desa
serta Tim Pelaksana yaitu kaur pembangunan, kaur pemerintahan, dan kaur umum,
sehingga pelaksanaan pembangunan di desa Kuta Galuh dapat mencapai target
yang optimal. Dalam pengelolaan ADD, DD, dan BHP juga terdapat bidang lain
yang menunjang termasuk Sekretaris desa yang mendukung pelaksanaan tugas
organisai  yang bekerjalangsung di lapangan. Dan termasuk Bendahara Desa yang
menatausahakan keuangan desa. Berikut ini merupakan uraian tugas pemerintah

desa:
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a. KepalaDesa

yaitu:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

8)

)

Dalam melaksanakan tugasnya. Kepala desa diberikan beberapa wewenang

Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa.

Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa.

Memegang kekuasaan pengel olaan keuangan dan asset desa.

Menetapkan peraturan desa.

Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa.

Membina kehidupan masyarakat desa.

Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa.

M embinadan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya
agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya
kemakmuran masyarakat desa.

Mengembangkan sumber pendapatan desa.

10) Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan Negara guna

meningkatkan kesgahteraan masyarakat desa.

11) Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa.

12) Memanfaatkan teknologi tepat guna.

13) Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif.

14) Mewakili desadi dalam dan diluar pengadilan atau menunjuk hukum tuntuk

mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan

15) Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.
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b. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan permusyawaratan desa merupakan lembaga tingkat desa yang

anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan

wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis. Badan Permusyawaratan

Desa memiliki berbagai fungs sebagai berikut:

1)

2)

3)

Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala
Desa.

Menampung dan menyalurakan aspiras masyarakat desa, dan

Melakukan pengawasan kinerja kepala desa.

Selain fungs, Badan Permusyawaratan Desa juga memiliki hak dan

kewajiban, yaitu:

1)
2)
3)
4)
5)

6)

7)

8)

Mengajukan usul rancangan peraturan desa.

Mengajukan pertanyaan.

Menyampaikan usul dan/atau pendapat.

Memilih dan dipilih.

Mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Wagjib memegang teguh dan mengamal;kan Pancasila, melaksanakan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta
mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika.

Melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam
penyelenggaraan pemerintahan desa.

Menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspiras

masyarakat desa.
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9) Mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok
dan/atau golongan.

10) Menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat desa. dan

11) Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga

kemasyarakatan desa.

c. SekretarisDesa
Sekretaris desa selaku koordinator Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan
Desa (PTPKD) membantu Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan
keuangan desa, dengan tugas:
1) Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBDesa,
2) Menyusun rancangan peraturan desa mengenai APB Desa, perubahan APB
Desa, dan pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa,
3) Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah
ditetapkan dalam APB Desa,
4) Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa, dan
5) Melakukan verifikas terhadap Rencana Anggaran Biaya (RAB), bukti-

bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa.

d. BendaharaDesa

Bendahara Desa merupakan salah satu unsur dari PTPKD yang dijabat oleh
kepala/staf urusan keuangan dan memiliki tugas untuk membantu Sekretaris Desa.
Bendahara desa mengelola keuangan desa yang meliputi penerimaan pendapatan
desa dan pengeluaran/pembiayaan dalam rangka pelaksanaan APB Desa
Penatausahaan dilakukan dengan menggunakan Buku Kas Umum, Buku Kas

Pembantu Pajak dan Buku Bank. Penatausahaan yang dilakukan antaralain:



1)
2)

3)

4)
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Menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar.

Memungut dan menyetorkan PPh dan pajak lainnya.

Melakuikan pencatatan setiagp penetrimaan dan pengeluaran serta
mel akukan tutup buku setiap akhir bulan secaratertib.

Mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.

e. KepalaUrusan Umum

Kepala urusan umum merupakan bagian struktur organisasi pemerintahan

des ayang berperan penting dalam menjaga keamanan lingkungan sekitar. Tugas

kepala urusan umum yaitu:

1)

2)
3)
4)

5)

Membantu tugas kepala desa dibidang teknis maupun administras
pemerintahan desa.

Melakukan pemeliharaan dan pelestarian asset-aset pemerintah,
Memberikan pelayanan umum serta tugas surat-menyurat,

Melaksanakan tugas terkait urusan keuangan dan laporan,

Melakukan pembinaan serta pelayanan administras kependudukan dan

perizinan.

f. Kepala Urusan Pemerintahan

Kedudukan kepala urusan pemerintahan adalah sebagai unsur secretariat

yang memiliki tanggungjawab terhadap kepala desa melalui sekretaris desa. Tugas

kepala urusan pemerintahan adal ah:

1)

2)

Membantu pelaksanaan tugas kepala dea terutama di bidang teknis dan
administras,
Membantu pelaksanaan tugas kepala sekretaris desa baik secara teknis,

asministras maupun pel aksanana ketentraman dan ketertiban masyarakat,
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3) Melakukan pengajuan pertimbangan kepada kepala desa terkait rancangan
peraturan desa maupun hal-hal yang menyangkut pemerintahan desa,

4) Melakukan pengagjuan pertimbangan pada kepala desa terkait dengan
penyel esaian perselisihan yang terjadi di masyarakat desa.

5) Menyusun laporan tahunan terkait penyelenggaraan pemerintahan desa.

0. Kepala Urusan Pembangunan
Kepala Urusan Pembangunan juga merupakan salah satu unsur secretariat
desa yang memiliki tanggung jawab terhadap kepala desa melalui sekretaris desa.
Tugas kepala urusan pemerintahan adal ah:
1) Sebaga pembantu dalam pelaksanaan tugas-tugas kepala desa baik di
bidang teknis maupun administrasi.
2) Membantu pembinaan perekonomian desa,
3) Membantu pertimbangan terkait rancangan peraturan desa maupun hal-hal
yang menyangkut pembangunan desa kepada kepala desa.

4) Menggali serta memanfaatkan potensi desa.

6. Prioritas Program dan Kegiatan

Sesual dengan amanat Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman
Pembangunan Desa, prioritas program dan Kegiatan desa Kuta Galuh pada tahun
2016 adalah program kegiatan yang berasal dari pagu indikatif desa. Program dan
kegiatan yang dibentuk khususnya di bidang pembangunan sumber daya manusia

dan pembangunan infrastruktur Desa, antaralain:
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a. Bidang Pembangunan Sumber Daya Manusia
Pembangunan sumber daya manusia diatur dalam Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa Pasal 6 ayat
(5) dalam poin pemberdayaan masyarakat desa, yaitu pembangunan melalui bidang
pendidikan serta peningkatan kapasitas masyarakat Desa, misalnya pada bidang
kesehatan. Prioritas program dan kegiatan dalam pembangunan sumber daya
manusia di Desa Kuta Galuh pada tahun anggaran 2016, melaui bidang pendidikan
ataupun bidang kesehatan yaitu:

1) Sosialisasi APBDes,

2) Musrenbangdes,

3) Kegiatan Sanggar Belgjar Anak,

4) Peningkatan Gizi balita

5) Peningkatan Gizi Lansia, dan

6) Sosialisas Kegiatan Pencegahan Narkoba di Kalangan Pemuda.

b. Bidang Pembangunan Infrastruktur

Pembangunan fissk merupakan bentuk pembangunan desa yang
dilaksanakan dalam bentuk infrastruktur atau prasarana. Penentuan program dan
kegiatan didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014
tentang Pedoman Pembangunan Desa misalnya pembangunan jalan pemukiman
dan pembangunan jalan desa antar pemukiman ke wilayah pertanian. Program dan
kegiatan yang dibentuk dalam pembangunan infrastruktur di Desa Kuta Galuh pada
tahun anggaran 2016, yaitu:

1) Pembukaan Jalan Kolam,

2) Pembukaan Jalan Lingkar Desa,
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3) Pembukaan Jalan Juma Tambak,
4) Pembukaan jalan Mandi Deleng, dan

5) Pembukaan Jalan Juma Kasumpat-Uruk.

B. Hasl Penditian

Desa Kuta Galuh merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan
Tiganderket Kabupaten Karo yang mendapatkan Alokasi Dana Desa (ADD), Dana
Desa (DD) dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHP). Adapun Anggaran
Pendapatan Desa Kuta Galuh pda tahun 2016 yaitu:

Tabel 4. 10 Anggar an Pendapatan Desa Kuta Galuh tahun 2016

PENDAPATAN JUMLAH (Rp)
Silpa 107.260.806
DanaDesa 588.416.000
Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi daerah Kab/kota 11.753.000
Alokasi Dana Desa 268.220.000

Sumber: Lampiran Perbup Karo No. 10, 11, 12 tahun 2016, dan LPJ Desa Kuta Galuh Tahun 2016

Pada tahun 2016 Desa Kuta Galuh menerima pendapatan desa yang
bersumber dari ADD sebesar Rp 268.220.000, DD sebesar Rp 588.416.000 dan
BHP sebesar Rp 11.753.000. Dana tersebut merupakan hasil keseluruhan dalam
setigp program. Ketiga dana tersebut ditujukan untuk membangun desa ke arah
yang lebih baik. Tujuan pemberian ADD dan BHP adalah untuk mendorong
terlaksananya otonomi desa dan pemberdayaan masyarakat desa agar mampu
melaksanakan pembangunan dan peningkatan partispasi masayarakat desa itu
sendiri sehingga dapat meningkatkan kesegjahteraan dan pemerataan pembangunan
desa. Sadlah satu penggunaan ADD dan BHP yang penting yaitu untuk
pembangunan sumber daya manusia. Pembangunan sumber daya manusia dapat
berupa pendidikan dan kesehatan masyarakat di desa. Selain itu, Dana Desa dapat

digunakan untuk kemajuan desa seperti pembangunan infrastruktur desa.
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Pengelolaan ADD, DD dan BHP merupakan hal yang tidak terpisahkan dari
APBDes. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang
Pengelolaan Keuangan Desa telah dijelaskan bahwa pengel olaan keuangan terdiri
dari 5 (lima) tahapan yaitu tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan,
pelaporan dan pertanggungjawaban. Berikut ini merupakan uraian hasil penelitian
tentang pengelolaan ADD, DD, dan BHP dalam pel aksanaan Pembangunan di Desa

Kuta Galuh Tahun Anggaran 2016.

1. Pengelolaan ADD dan BHP dalam Pelaksanaan Pembangunan Sumber
Daya M anusia Di Desa Kuta Galuh Tahun Anggaran 2016

Sejak diberlakukannya Undang-undang Nomor 6 Tentang Desa, pemerintah
desa memiliki kewenangan untuk mengelola dan membangun desanya secara
mandiri. Dalam mewujudkan tujuan dari pembangunan desa, perlu adanya tata
kelola pemerintahan yang baik sejalan dengan tujuan yang disampaikan dalam
Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 yang disebutkan bahwa dalam perjalanan
ketatanegaraan Republik Indonesia, Desatelah berkembang dalam berbagai bentuk
sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan
demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan
pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan
sgjahtera.

Dari suatu pengelolaan mempunyai fungs perencanaan. Fungs
perencanaan dibutuhkan untuk terwujudnya suatu tujuan yang akan dicapai.
Besarnya dana ADD dan BHP yang diterima oleh Desa Kuta Galuh pada Tahun
Anggaran 2016 yaitu, dana ADD sebesar Rp 268.220.000 dan BHP sebesar Rp

11.753.000. Salah satu fungs yang dipakai dalam pengelolaan ADD dan BHP
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bertujuan untuk meningkatkan kesgahteraan masyarakat desa melalui
pembangunan sumber daya manusianya.

Secara lebih mendalam, analisis pengelolaan ADD dan BHP dalam
pel aksanaan pembangunan sumber daya manusia di Desa Kuta Galuh pada Tahun

Anggaran 2016 diuraikan sebagai berikut:

a. Perencanaan ADD dan BHP

Dalam Peraturan Bupati Karo Nomor 11 Tahun 2016 tentang
Pengal okasian, Penggunaan dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa
di Kabupaten Karo dan Peraturan Bupati Karo Nomor 12 tahun 2016 Tentang
Pengal okasian, Penggunaan dan Penetapan Rincian Bagi Hasil Pajak dan Retribusi
Daerah setiap Desa di Kabupaten Karo, ditetapkan bahwa penyaluran ADD dan
BHP dibagi dalam 2 (dua) tahap. Tahap pertama sebesar 60% dan tahap kedua
sebesar 40%.

Sebelum penyaluran dana dilakukan, maka pemerintah desa harus
mengajukan proposal terlebih dahulu kepada Bupati. Dalam penyusunan proposal
kegiatan pembangunan ada tahapan perencanaan yang harus dilakukan. Tahapan
perencanaan ini merupakan tahapan awal dalam kegiatan pengelolaan keuangan
desa. Melalui tahap ini, program kegiatan pembangun desa akan dibentuk
berdasarkan kondis dan kebutuhan desa. Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun
2014 Tentang Desa, disebutkan bahwa perencanaan pembangunan desa sesuai
dengan kewenangannya dengan mengacu pada pembangunan Kabupaten/Kota.
Perencanaan pembangunan disusun secara berjangka yaitu Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Desa (RPIMDes) dan Rencana Pembangunan Tahunan Desa

atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) yang ditetapkan
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dengan peraturan desa. RPIMDes dan RKPDes tersebut merupakan pedoman
dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Dalam Peraturan Bupati Karo Nomor 11 dan 12 Tahun 2016 dinyatakan
bahwa kegiatan yang didanai oleh ADD dan BHP direncanakan, dilaksanakan dan
dievaluas secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat desa dan
dibahas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes)
serta mengacu pada RPIMDes dan RKPDes. Seperti yang dikatakan oleh Bapak
Bismar Ginting selaku Sekretaris Desa, bahwa:

“Sebelumnya dibentuk dulu RPIJMDes dan RKP Desa melaui

Musrenbangdes. Setelah itu, akan dibentuk Rancangan Peraturan desa

tentang APBDesa. Nah, dalam APBDes tersebut disusun biaya-biaya untuk

kegiatan yang sudah direncanakan tadi...”

Sehubungan dengan hal itu Bapak Zainal Bangun selaku tokoh masyarakat
di Desa Kuta galuh juga mengatakan bahwa:

“Setiap ada kegiatan di desa dilakukan melalui musyawarah. Pemerintah

Desa selalu mengundang kami untuk menghadiri kegiatan rapat tentang

pembangunan desa. Disitu akan dibahas mengenai kegiatan apa yang akan

dilakukan di desa.....”

ADD dan BHP ini diharapkan masyarakat dapat memberi manfaat bagi
masyarakat desa, juga dapat membantu masyarakat dalam memajukan dan
mensgjahterakan desa. Dari perencanaan yang dibuat, pemerintah Desa Kuta Galuh
memberikan yang terbaik untuk masyarakat. Adapun yang dikatakan oleh Ibu Sinta
yang merupakan salah satu masyarakat di desa Kuta Galuh, bahwa:

“Dengan adanya ADD, BHP dan DD tersebut itu sangat membantu desa

untuk berkembang. Pemerintah desa pun antusias dalam mengajari dan

mengajak kami masyarakat untuk berpartispas dalam perencanaan
pembangunan di desaini. Saya menilai pemerintah desaini sangat mantap,

dan perencanaan pembangunan pun disusun sesuai dengan hasil
musyawarah desa bersama masyarakat desa”.
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Perencanaan ADD dan BHP di Desa Kuta Galuh terbuka dan melibatkan
selurun masyarakat desa untuk memberi kesempatan bagi masayrakat desa
menyampaikan aspirasinya untuk penentuan program pembangunan desa. Hasil
musyawarah tersebut merupakan pedoman pemerintah desa dalam mengambil
keputusan dalam menentukan arah perencanaan pembangunan desa. Perencanaan
pembangunan sumber daya manusi a pada bidang pendidikan dan kesehatan di Desa

Kuta Galuh Tahun Anggaran 2016 dapat dilihat padatabel berikut.

Tabel 4. 11

Perencanaan Kegiatan Pembangunan Sumber Daya M anusia Pada Bidang
Pendidikan Dan Kesehatan Di Desa Kuta Galuh Pada Tahun Anggar an 2016

No K egiatan Anggaran(Rp) | Sumber Dana
1 | Sosialisasi APBDes 6.462.500
2 | Musrenbangdes 4.700.000
3 | Sanggar Belgjar Anak 6.495.000
4 | Peningkatan Gizi Balita 17.855.000
5 | Peningkatan Gizi Lansia 12.175.000 ADD dan BHP
6 | Sosidlisasi Pencegahan Narkoba di Kalangan 8.495.000
Remagja
Jumlah 56.182.500

Sumber: LPJ Desa Kuta Galuh tahun 2016 (diolah Penulis,2019)

Rencana tersebut disusun dalam satu dokumen yang disebut dengan
Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes). Setelah RKPDes selesai, selanjutnya
akan dibentuk Rancangan Peraturan Desatentang APB Desa (R.APBDes) oleh tim
pelaksana kegiatan. R.APBDes tersebut akan dibahas bersama Kepala Desa dan
BPD untuk kemudian disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun
berjalan. R.APBDes yang telah disepakati bersama disampaikan oleh Kepala Desa
kepda Bupati/Walikota melalui camat untuk dievaluasi. R APBDes di Desa Kuta
Galuh tahun anggaran 2016 mulai disusun pada bulan April 2016, dan disepakati
pada akhir bulan Mel 2016. Waktu penetapan R.APBDes tidak sesuai dengan
peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Berdasarkan hal tersebut, 1bu

Dahlianta selaku Bendahara Desa memberi pernyataan bahwa:
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“Pada tahun 2016 waktu perencanaan APBDes terlambat diakibatkan oleh
adanya biaya tak terduga di tengah-tengah pelaksanaan pembangunan pada
tahun anggaran 2015. Oleh sebab itu, kami sempat juga kewalahan
mengurusnya, harus dibuat RAB nya lagi. Prosesnya sangat panjang. Itu
karena kami belum terlalu paham prosesnya, karena kan tahun itu adalah
awalnya peraturan baru tentang dana desa dilaksanakan. R.APBDes pada
tahun 2016 disepakati bersama BPD pada bulan Mei 2016 itu”.

Indikator yang digunakan peneliti dalam menganalisis tahapan perencanaan

pengelolaan ADD dan BHP Desa Kuta Galuh Tahun Anggaran 2016 adalah dengan

menggunakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang

Pengelolaan Keuangan Desa. Secara ringkas indikator tersebut dapat dilihat pada

tabel berikut.

Tabel 4. 12
Kesesuaian Antara Indikator Dan Hasil Wawancara Tentang Perencanaan
ADD Dan BHP Berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Di Desa
Kuta Galuh Pada Tahun Anggaran 2016

disampaikan kepada Bupati/Walikota
melalui camat atau sebutan lainnya
minimal 3 hari setelah disepakati.

maka hari berikutnya langsung
disampaikan kepada Bupati
lewat kecamatan.

No Indikator Hasl Wawancara K eterangan

1 | Sekretaris Desa menyusun R.APBDesa | R.APBDesadisusun berdasarkan | Sesuai
berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan. RKPDesa tahun berkenaan.

2 | RAPBDesa disampaikan kepada Kepala | Setelah R.APBDesa selesai | Sesuai
Desa dan kemudian Kepala Desa | disusun oleh Sekretaris Desa,
menyampaikan R.APBDesa kepada BPD | maka disampaikan  kepada
untuk dibahas dan disepakati bersama. Kepala desa, kemudian dibahas

dan disepakati bersama BPD.

3 | RAPBDesa disepakati berssma BPD | R APBDesa tahun 2016 | Tidak Sesuai
paling lambat bulan Oktober tahun | disepakati bersama BPD pada
berjalan. bulan Mei 2016.

4 | RAPBDesa vyang telah disepakati | Setelah R.APBDesa disepakati, | Sesuai

Sumber: Permendagri Nomor 113 Tahun 2014

Berdasarkan hasil analisis diatas, dapat dis mpulkan bahwa secara prosedur

proses perencanaan ADD dan BHP dalam pel aksanaan pembangunan sumber daya

manusia di Desa Kuta Galuh pada Tahun 2016 telah sesuai dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan

Desa. Akan tetapi secara target waktu, perencanaan ADD dan BHP belum sesuai

dengan peraturan tersebut.
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b. Pelaksanaan ADD dan BHP

Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati
disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati untuk disetujui. Setelah Bupati
menyetujui Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes tersebut maka penyaluran
ADD dan BHP dapat segera dilaksanakan. Penyaluran dana ke desa dil aksanakan
melalui 2 (dua) tahap pada tahun 2016, yaitu tahap | sebesar 60% pada bulan Juni,
dan tahap 1l sebesar 40% pada bulan Agustus. Penyaluran tahap | ADD dan BHP
di Desa Kuta Galuh pada Tahun Anggaran 2016 terlaksana pada bulan November
2016. Dan pada bulan Desember 2016, pemerintah desa Kuta Galuh mash
mel akukan konsultasi ke Kecamatan tentang tata cara penyaluran danatahap I1.

Readlisasi pelaksanaan ADD dan BHP dalam pelaksanaan Pembangunan

Sumber Daya Manusia dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4. 13

Realisas pelaksanaan ADD dan BHP dalam Pembangunan Sumber Daya
Manusia di Desa Kuta Galuh pada Tahun Anggaran 2016

No K egiatan Anggaran(Rp) | Realisas (Rp)
1 | Sosialisasi APBDes 6.462.500 6.462.500
2 | Musrenbangdes 4.700.000 4.700.000
3 | Sanggar Belgjar Anak 6.495.000 6.495.000
4 | Peningkatan Gizi Balita 17.855.000 17.855.000
5 | Peningkatan Gizi Lansia 12.175.000 12.175.000
6 | Sosialisasi Pencegahan Narkoba di Kalangan Remaja 8.495.000 8.495.000

Jumlah 56.182.500 56.182.500

Sumber: LPJ Desa Kuta Galuh Tahun 2016 (diolah, 2019)

Berdasarkan tabel diatas, dapat diuralkan bahwa realisas pelaksanaan
kegiatan di bidang pendidikan terealisas sebesar Rp 17.657.500 yang terdiri dari
Sosidlisas APBDes dan Musrenbangdes sebesar Rp 11.162.500, dan Sanggar
Belgjar Anak sebesar Rp 6.495.000. Untuk bidang kesehatan terealisasi sebesar Rp
38.525.000 yang terdiri dari Peningkatan Gizi Balita sebesar Rp 17.855.000,

Peningkatan Gizi Lansia sebesar Rp 12.175.000, dan Sosialisas Pencegahan
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Narkoba di Kalangan Remaja sebesar Rp 8.495.000. Berdasarkan redisas
pelaksanaan kegiatan tersebut, pernyataan dari 1bu Dahlianta selaku Bendahara
Desa Kuta Galuh yaitu:

“Semua program tersebut terlaksana dengan baik dan sesuai dengan
perencanaan sebelumnya. Tidak ada kegiatan yang tidak terlaksana dengan
baik. Masyarakat pun ikut berpartispasi dalam setiap kegiatan yang
diadakan”.

Pernyataan tersebut di dukung dengan pernyataan seorang tokoh
masyarakat tentang manfaat yang diperoleh dari kegiatan yang diadakan tersebut.
Adapun pernyataan dari 1bu, Sinta Br Bangun mengenai hal itu adalah:

“Banyak manfaat yang diperoleh dari kegiatan tersebut. Adanya kegiatan

pendidikan bagi anak di Desa ini dapat menambah pengetahuan anak-anak

dan semakin giat belgjar. Anak-anak jadinya tidak hanya bermain sgja
melainkan punya waktu belgjar lebih banyak dan kami orang tua bekerja.

Selanjutnya kalau di bidang kesehatan itu udah pasti bermanfaat, apalagi

bagi lansia, orang tua yang sudah lanjut usia juga terhibur dengan acara-

acarayang diadakan, disana ada nanti pembagian susu dan banyak lagi yang
diberikan untuk menunjang kesehatan nya. Bagi anak muda pun, karena

maraknya narkoba-narkoba di jaman sekarang ini bisa membuat anak muda
terjerumus ke hal-hal yang nggak baik....”

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014,
semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan
desa dilaksanakan melalui rekening kas desa dan harus dilengkapi oleh bukti yang
lengkap dan sah. Khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di
wilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
Untuk pelaksanaan keuangan desa, Pemerintah Desa Kuta Galuh telah
menggunakan Rekening Kas Desa melalui pelayanan Bank BRI di daerah

kecamatan. Rekening Kas Desa Kuta Galuh dapat dilihat pada Gambar berikut ini.



Sumber: Dokumen Perubahan APBDes Desa Kuta Galuh Tahun Anggaran 2015

Gambar 4. 4 Rekening Kas Desa Kuta Galuh
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Syarat dalam pelaksanaan keuangan desa, yaitu setiap transaks yang

dilakukan harus memiliki bukti yang lengkap dan sah. Setiagp mengajukan

pendanaan untuk mel aksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen RAB yang

telah diverifikas oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa. Contoh

dokumen RAB dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. 14 Contoh Rencana Anggaran Biaya

RENCANA ANGGARAN BIAYA

DESA KUTA GALUH KECAMATAN TIGANDERKET
TAHUN ANGGARAN 2016
1. Bidang :Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
2. Kegiatan : Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa
3. Waktu Pelaksanaan :xx xx 2016
Rincian Pendanaan  : ADD + BHP

No. Uraian Vol Harga Satuan Jumlah
(Rp.) (Rp.)
1 2 3 4 5
I Belanja Barang dan Jasa
- MapKancing 50 lbr 2.500 125.000
- Pulpen Snowmen 50 buah 3.000 150.000
- Black Notes 50 buah 7.000 350.000
Il | Konsums Rapat
- Nasi bungkus 50 kotak 40.000 2.000.000
- Snack 50 kotak 10.000 500.000
11 | Honor Narasumber
- Pj. Kades Kuta Galuh 1 600.000
- KetuaBPD 1 600.000
IV |Honor Pelaksana




- Ketua 1 150.000
- Sekretaris 1 125.000
- Anggota 1 100.000
JUMLAH (Rp.) 4.700.000
................ ,tanggal .................
Disetujui/mengesahkan Pelaksana Kegiatan
Kepala Desa

Sumber: LPJ Desa Kuta Galuh tahun 2016 (diolah, 2019)

Berdasarkan Rencana Anggaran Biaya, pelaksana kegiatan mengajukan
Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa. Surat Permintaan
Pembayaran (SPP) tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima.
Berikut ini adalah contoh dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP).

Tabel 4. 15 Contoh Surat Per mintaan Pembayaran

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN ( SPP)
DESA KUTA GALUH KECAMATAN TIGANDERKET
TAHUN ANGGARAN 2016
1. Bidang . Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
2.Kegiatan : Musyawarah Perencanaan pembangunan Desa
3.Waktu Pelaksanaan : xx xx 2016

Rincian Pendanaan : ADD +BHP

. . Jumlah
N . Pagu Pencairan S.D. | Permintaan . !
o] Uraian Anggaran YgLalu Sekarang SSZ; Fl)zr:: SisaDana
(Rp.) (Rp.) (Rp) (Rp) (Rp.)
Musyawarah
Perencanan
1 | Pembangunan 4.700.000 4.700.000 0 4.700.000 0
Desa
Jumlah 4.700.000 4.700.000 0 4.700.000 0
........... , tanggal....
Telah dilakukan verifikasi Pelaksana Kegiatan
Sekretaris Desa
Setujui untuk dibayarkan Telah dibayar lunas
Kepala Desa Bendahara

Sumber: LPJ Desa Kuta Galuh Tahun 2016(diolah, 2019)

Selain dokumen SPP, dokumen yang harus dilampirkan yaitu Pernyataan
Tanggungjawab Belanja. Berikut contoh dokumen pernyataan tanggungjawab

belanja.
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Tabel 4. 16 Contoh Pernyataan Tanggungjawab Belanja

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB BELANJA
DESA KUTA GALUH KECAMATAN TIGANDERKET
TAHUN ANGGARAN 2016
1.Bidang : Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
2.Kegiatan : Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa

No. Penerima Uraian Jumlah (Rp.)
112 3 4
1 BISMAR GINTING | HONOR NARASUMBER 1.200.000
2 | IWAN BANGUN HONOR TPK 375.000
3 | JHON BANGUN BELANJA BARANG DAN JASA 3.125.000
Jumlah (Rp.) 4.700.000

Bukti-bukti pengeluaran atau belanja tersebut diatas sebagai terlampir, untuk kelengkapan
administrasi dan pemerikasaan sesuai peraturan perundang-undangan.
Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Sumber: LPJ Desa Kuta Galuh Tahun 2016 (diolah, 2019)

Salah satu bukti transaksi dalam pelaksanaan kegiatan yaitu kuitans
pengeluaran kas desa. Contoh bukti kuitansi pengeluaran yang telah diverifikas

dapat dilihat pada gambar di bawah ini:
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Sumber: LPJ Desa Kuta Galuh tahun 2019
Gambar 4. 5 Contoh Kuitansi Pengeluaran Kasyang Telah Diverifikas
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Pelaksanaan ADD dan BHP diatur dalam Permendagri Nomor 113 tahun

2014 tentang pengelolaan keuangan desa. Berikut merupakan indikator dan hasil

wawancara tentang pelaksanaan ADD dan BHP di desa Kuta Galuh dalam

pel aksanaan pembangunan pada tahun anggaran 2016.

Tabel 4. 17
Kesesuaian antara I ndikator dengan Hasil Wawancara Tentang Pelaksanaan
ADD Dan BHP Di Desa Kuta Galuh Pada Tahun Anggaran 2016

Indikator

Hasil Wawancara

Keterangan

Semua penerimaan dan pengeluaran
desa dalam rangka keuangan desa
dilaksanakan melalui rekening kas
desa

Penerimaan dan Pengeluaran ADD dan
BHP dilaksanakan melalui rekening
desa.

Sesuai

Semua penerimaan dan pengeluaran
desa harus didukung dengan bukti
yang lengkap dan sah.

Semua penerimaan dan Pengeluaran
ADD dan BHP didukung dengan bukti
yang lengkap dan diverifikasi oleh
sekretaris desa dan disahkan oleh kepala
desa

Sesuai

Pelaksana kegiatan mengajukan
pendanaan untuk melaksanakan
kegiatan harus diserta dengan
dokumen antara lain RAB yang
telah diverifikasi oleh sekretaris
desa dan disahkan oleh Kepala
Desa

Setiap pengajuan pendanaan kegiatan
yang dananya bersumber dari ADD dan
BHP disertai dengan dokumen RAB
yang diverifikasi oleh sekretaris desa
dan disahkan oleh kepala desa.

Sesuai

Pelaksana kegiatan menggunakan
buku pembantu kas kegiatan sebagai
pertanggungjawaban  pelaksanaan
kegiatan di desa.

Setiap kegiatan dibuat buku kas
pembantu kegiatan.

Sesuai

Pelaksana Kegiatan mengajukan
SPP kepada kepala desa disertai
dengan Pernyataan tanggungjawab
belanja dan lampiran  bukti
transaksi.

Dalam mengajukan SPP kepada kepala
desa, disertai dengan dokumen
pernyataan tanggungjawab belanja dan
lampiran bukti transaksi dari tempat
pembelian barang.

Sesuai

Sumber: Permendagri Nomor 113 tahun 2014

Berdasarkan indikator dan hasil wawancara diatas, dapat dismpulkan

bahwa proses pelaksanaan ADD dan BHP dalam pembangunan sumber daya

manusia di Desa Kuta Galuh pada Tahun anggaran 2016 telah terlaksana sesuai

dengan permendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang pengel olaan keuangan desa.

b. Penatausahaan ADD dan BHP

Penatausahaan merupakan kegiatan mencatat setiap transaks pengeluaran

maupun penerimaan kas desa dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan desa.
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Penatausahaan keuangan desa diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 113 Tahun 2014 dalam Bab |1V Bagian Ketiga Pasal 35 menyatakan bahwa
penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa. Bendahara Desa wajib melakukan
pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap
akhir bulan secara tertib. Bendahara Desa wajib mempertanggungjwabkan uang
melalui laporan pertanggungjawaban. Laporan Pertanggungjawaban disampaikan
setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Penatausahaan ADD dan BHP di Desa Kuta Galuh dilakukan oleh
Bendahara Desa. Pernyataan |bu Dahlianta, selaku Bendahara Desa mengenai
penatausahaan ADD dan BHP yaitu:

“Penatausahaan dilaksanakan oleh Bendahara desa, yaitu saya sendiri.
Setiap ada penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan ADD
dan BHP akan dicatat dalam Buku Kas Umum Desa, ada Buku Kas
Pembantu Pgjak dan ada Buku Bank Desa. Setelah pencatatan dilaksanakan
maka akan diserahkan kepada Sekretaris Desa untuk diperiksa ulang.
Setelah itu maka akan diserahkan kepada Kepala Desa untuk ditanda
tangani.”

Ibu Dahlianta juga mengatakan bahwa:
“Tutup buku setiap bulan wajib dilaksanakan paling lambat tanggal 10
bulan berikutnya. Setelah semua penerimaan dan pengeluaran kas desa
dalam sebulan dicatat dalam Buku Kas Umum Desa, Buku Kas Pembantu
Pajak, dan Buku Bank Desa, maka akan diserahkan kepada Sekretaris Desa
dan kepala Desa sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban”.
Berdasarkan pernyataan diatas penatausahaan ADD dan BHP di Desa Kuta
Galuh pada tahun 2016, secarateknistelah dilaksanakan berdasarkan Permendagri
Nomor 113 tahun 2014 dimana hal tersebut terlihat dengan adanya penerimaan
ADD dan BHP padatahun 2016 yaitu sebesar Rp 268.220.000 dan BHP sebesar Rp
11.753.000. Berdasarkan penerimaan ADD dan BHP tersebut, Bendahara Desa

dapat membuat pencatatan sebagai berikut:
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Tabel 4. 18 Buku Kas Umum Desa K uta Galuh

BUKU KASUMUM
DESA KUTA GALUH KECAMATAN TIGANDERKET
TAHUN ANGGARAN 2016

N Kode No Jumiah
o Tdl Rek Uraian Penerimaan | Pengeluaran Bukti Pengeluaran Saldo
(Rp.) (Rp.) Komulatif
11 2 3 4 5 6 7 8 9
7 Alokasi
Nov Dana 268.220.000 (;Jz'gig 268.220.000
2016 Desa
Bagi
7 Hasil
nov P 1 11.753.000 11.753.000
2016 retribus
Daerah
Jumlah 279.973.000 279.973.000
................ , Tanggal
Mengetahui
Kepala Desa, Bendahara Desa,

Sumber: LPJ Desa Kuta Galuh Tahun 2016 (diolah, 2019)

Setiap adanya transaks pembayaran atau pengeluaran kas desa, bendahara

mencatat transaksi tersebut ke dalam Buku Kas Umum Desa, Buku Kas Pembantu

Pajak, dan Buku Bank Desa berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP).

Sebagai contoh transaksi belanja honor tim panitia pelaksana untuk kegiatan

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa sebesar Rp.375.000. Pencatatannya

dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4. 19 Buku Kas Umum Desa K uta Galuh

BUKU KASUMUM
DESA KUTA GALUH KECAMATAN TIGANDERKET
TAHUN ANGGARAN 2016

N Kode No Jumiah
ol T9 | Rrek Uraian Penerimaan | Pengeluaran | g ... | Pengeluaran | Saldo
(Rp.) (Rp.) Komulatif
1| 2 3 4 5 6 7 8 9
Pembayaran
6 honor
panitia 66/KG
2"'&‘6 untuk 375000 | o6
Musyawarah
Perencanaan
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Pembanguna
n Desa Kuta
Galuh TA.
2016
Jumlah 375.000
................ , Tanggal
Mengetahui
Kepala Desa, Bendahara Desa,

Sumber: LPJ Desa Kuta Galuh Tahun 2016 (data diolah, 2019)

Selain buku kas umum, bendahara desa juga menggunakan Buku kas
Pembantu pajak untuk mencatat transaks yang berhubungan dengan pembayaran
pajak setiap pengeluaran uang di desa untuk kegiatan pembangunan. Sebagai
contoh, pengeluaran kas untuk honor narasumber kegiatan Musyawarah
Perencanaan Pembangunan Desa sebesar Rp 1.200.000. Atas pembayaran honor
tersebut dikenakan pajak sebesar Rp 30.000. Transaksi tersebut akan dicatat dalam

buku kas pembantu pajak desa sebagai berikut.

Tabel 4. 20 Buku Kas Pembantu Pajak Desa Kuta Galuh

BUKU KAS PEMBANTU PAJAK
DESA KUTA GALUH KECAMATAN TIGANDERKET
TAHUN ANGGARAN 2016

No. Tanggal Uraian Pemotongan Penyetoran Saldo
(Rp.) (Rp.) (Rp.)
1 2 3 4 5

Dipungut PPh 21 atas
Honor Narasumber untuk
kegiatan Musrenbangdes | 30.000
Kuta Gauh dari
ADD+BHP TA. 2016

Dibayar PPh 21 atas
Honor Narasumber untuk

2017 Maret kegiatan M usrenbangdeﬁ 30.000
Kuta Galuh dari
ADD+BHP TA. 2016
Jumlah 30.000 30.000 0
................ , Tanggal
Mengetahui
Kepala Desa, Bendahara Desa,

Sumber: LPJ Desa Kuta Galuh Tahun 2016 (diolah,2019)
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Tabel 4. 21 Buku Bank Desa Kuta Galuh

BUKU BANK DESA
DESA KUTA GALUH KECAMATAN TIGANDERKET
TAHUN ANGGARAN 2016

N| Tgl | Uraian Bukti Pemasukan Pengeluaran Saldo
o (Rp) (Rp) (Rp)
Setoran | Bunga | Penarikan | Pajak | B.

Bank Administrasi

1 Belanja 1,200,000 | xx XX XX
honor
narasum
ber
Musyaw
arah
Perencan
aan
Pembang
unan
Desa
Kuta
Galuh
TA 2016

Jumlah 1,200,000

Sumber: Permendagri Nomor 113 tahun 2014 (data diolah, 2019)

Indikator yang digunakan peneliti dalam menganalisis tahapan
penatausahaan ADD dan BHP adalah dengan menggunakan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Hasl
analisis tentang penatausahaan ADD dan BHP di Desa Kuta Galu Pada Tahun

Anggaran 2016 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4. 22

Kesesuaian Antara Indikator Dan Hasil Wawancar a Tentang Penatausahaan
ADD Dan BHP Di Desa Kuta Galuh Pada Tahun Anggaran 2016

No | Indikator Hasl Wawancara Keterangan
1 Penatausahaan dilakukan oleh | Penatausahaan ADD dan BHP di Desa Sesuai
Bendahara Desa. KUta Galuh dilakukan oleh Bendahara
Desa
2 | Penatausahaan penerimaan dan | Bendahara mencatat penerimaan dan Sesuai

pengeluaran menggunakan buku | Pengeluaran yang berhubungan dengan
kas umum desa, buku kas | ADD dan BHP ke dalam Dokumen Buku
pembantu pajak dan buku bank | Kas Umum Desa, Buku Kas Pembantu
desa. pajak, dan Buku Bank Desa.

Sumber: Permendagri Nomor 113 tahun 2014

Berdasarkan hasil analisis diatas dapat dis mpulkan bahwa penatausahaan

ADD dan BHP dalam pelaksanaan pembangunan sumber daya manusia di Desa
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Kuta Galuh tel ah dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan Permendagri Nomor

113 tahun 2014.

d. Pelaporan ADD dan BHP
Pelaporan keuangan meliputi segala aspek yang berkaitan dengan

penyediaan dan penyampaian informas keuangan terkait pelaksanaan
pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya. Pemerintah desa harus
menyusun laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban dalam penggunaan ADD
dan BHP. Laporan keuangan yang harus disusun oleh pemerintah desa adalah
Laporan Realisasi Pelaksanaan ADD dan BHP. Laporan realisasi pelaksanan ADD
dan BHP disampaikan kepada bupati/walikota melalui camat terdiri dari Laporan
Realisas Semester Pertama paling lambat disampaikan pada akhir bulan Juli tahun
berlgjan dan Laporan Realisas Semester Akhir disampaikan pada akhir bulan
Januari tahun berikutnya. Berikut ini merupakan kesesuaian antara indikator dan

hasi| wawancara tentang pelaporan ADD dan BHP di Desa kuta Galuh pada tahun

anggaran 2016, berdasarkan Permendagri Nomor 113 tahun 2014.

Tabel 4. 23

Kesesuaian antara Indikator dengan Hasil Wawancar a tentang Pelapor an
ADD dan BHP di Desa Kuta Galuh Pada Tahun Anggaran 2016

No.

Indikator

Hasil Wawancara

Keterangan

1

Kepala Desa menyampaikan Laporan
Realisasi Pelaksanaan APBDesa kepada
Bupati/Walikota berupa laporan
semester pertama dan Laporan Semester
Akhir.

Kepala Desa Kuta Gauh
menyampaikan  Laporan
Semester pertama  dan
semester  akhir  kepada
Bupati/Walikota.

Sesuai

Laporan Semester pertama paling lambat
disampaikan pada akhir bulan Juli tahun
berjalan.

Laporan Semester pertama
disampaikan pada bulan
November 2016.

Tidak sesuai

Laporan  Semester  Akhir  tahun
disampaikan paling lambat pada akhir
bulan januari tahun berikutnya.

Laporan Semester akhir
disampaikan pada Bulan
Maret.

tidak sesuai.

Sumber:

pelaporan ADD dan BHP di Desa Kuta Galuh Pada tahun 2016 telah terlaksana

Permendagri Nomor 113 tahun 2014.

Berdasarkan hasil analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa proses
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sesuai prosedur. Akan tetapi, waktu pelaporan ADD dan BHP belum sesuai dengan

Permendagri Nomor 113 tahun 2014.

e. Pertanggungjawaban ADD dan BHP

Selain penyampaian laporan realisasi pelaksanaan ADD dan BHP, Kepala
Desa juga menyampaikan laporan pertanggungjawaban Realisasi pelaksanaan
ADD dan BHP kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran yang telah
ditetapkan dengan peraturan desa. Laporan tersebut merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari  laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada
Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain setiap akhir tahun anggaran.
Laporan pertanggungjawaban realisas pelaksanaan ADD dan BHP disampaikan
paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.

Sebagal bukti pertanggungjawaban kepada masyarakat desa, maka
pemerintah desa harus menginformasikan laporan tersebut kepada masyarakat
secaratertulis dan dengan mediainformasi yang mudah diakses oleh masmyarakat.
Mediainformas yang dimaksud antara lain papan pengumuman, radio komunitas,
dan mediainformasi lainnya. Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada seluruh
masyarakat, pemerintah desa menyampaikan penggunaan ADD dan BHP kepada
seluruh masyarakat melalui papan informasi kegiatan. Hasil wawancara dengan
Bapak Kepala Desa Kuta Galuh tentang pertanggungjawaban tersebut yaitu:

“Setiap informasi kegiatan pembangunan disampaikan melalui papan

proyek, dan disampaikan pada waktu musyawarah. Kalau ada masyarakat

yang belum mengerti juga bisalangsung datang ke kantor kepal a desa untuk
bertanya kepada kami”.

Tanggapan dari salah satu masyarakat Ibu Sinta Br Bangun, mengenai

pertanggungjawaban tersebut adalah:

“Selaku masyarakat kami mengetahui adanya ADD dan BHP tersebut.
Setiap adanya kegiatan pemerintah desa membuat papan proyeknya. Dan
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kalau kami tidak mengerti, kami juga bisalangsung menanyakannya kepada

Kepala Desa.....”

Berikut ini merupakan hasil analisis indikator pertanggungjawaban ADD

dan BHP berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014

Tentang Pengel olaan Keuangan Desa.

Tabel 4. 24
Kesesuaian antara I ndikator dengan Hasil wawancar a tentang

Anggaran 2016

Pertanggungjwaban ADD dan BHP di Desa Kuta Galuh Pada Tahun

Indikator

Hasil Wawancara

Keterangan

Laporan pertanggungjawaban
Realisasi Pelaksanaan ~ APBDes
disampaikan kepada Bupati/Walikota
setiap akhir tahun paling lambat 1
(satu) bulan setelah akhir tahun
berjalan.

Laporan Pertanggungjawaban
Redlisasi Pelaksanaan APBDes
Desa kuta Galuh Pada tahun 2016
disampaikan pada bulan Maret
2016.

Tidak sesuai.

Laporan pertanggungjawaban
Redlisasi  Pelaksanaan  APBDesa
disampaikan kepada Bupati melalui
Camat atau sebutan lain.

Laporan disampaikan kepada
Bupati melalui Kecamatan.

Sesuali.

Laporan pertanggungjawaban realisasi
pelaksanaan APBDesa diinformasikan
kepada masyarakat secara tertulis dan
dengan media informasi yang mudah
dicerna

Laporan pertanggungjwaban
disampaikan kepada masyarakat
pada waktu pelaksanaan
Musyawarah,selain  itu  dibuat
papan informasi kegiatan
pembangunan di desa.

Sesuai

Sumber: Permendagri Nomor 114 Tahun 2014.

Berdasarkan hasil analisis diatas, dismpulkan bahwa pemerintah desa

sudah mempertanggungjawabkan ADD dan BHP dengan baik, baik kepada Bupati

maupun kepada masyarakat. Akan tetapi, waktu penyampaian laporan kepada

Bupati belum terlaksana sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

113 Tahun 2014.

2. Pengelolaan Dana Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur

Desa di Desa Kuta Galuh Tahun Anggaran 2016

Dana Desa adalah salah satu sumber pendapatan desa yang ditransfer oleh

pemerintah pusat ke daerah melalui APBD diperuntukkan untuk desa. Menurut

Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengel olaan Keuangan Desa, Dana
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Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten/K ota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan
pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan
pemberdayaan masyarakat.

Pengel olaan Dana Desa harus berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 113 tahun 2014 Tentang Pengel olaan Keuangan Desa, yang menyebutkan
bahwa Dana Desa harus dikelola diawali tahap perencanaan, pelaksanaan,
penatausahaan pelaporan dan pertanggungjawaban. Berikut ini merupakan uraian
pengelolaan Dana Desa dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Desa

Kuta Galuh Tahun anggaran 2016.

a. Perencanaan Dana Desa

Pengeloaan Dana Desa diawali dengan proses perencanaan. Perencanaan
Dana Desa dilaksanakan melalui Musrenbangdes dimana masyarakat akan
dilibatkan di dalamnya guna mewujudkan pembangunan desa yang partisipatif.
Dalam musyawarah akan dibahas mengenai program kegiatan yang akan
dilaksanakan di desa. Seluruh aspiras masyarakat akan ditampung oleh pemerintah
desa dan kemudian disaring dan digunakan dalam pengambilan keputusan.

Dalam perencanaan Dana Desa akan disusun Rancangan Peraturan Desa
tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan. Rancangan tersebut
akan di sampaikan oleh sekeretaris desa kepada Kepala Desa. Kemudian akan
dibahas bersama BPD dan disepakati bersama. R.APBDes tersebut disepakati
paling lambat bulan Oktober tahun berjalan. R APBDes desa Kuta Galuh pada

tahun 2016 baru disepakati oleh Kepala Desa dengan BPD pada bulan Mei 2016.
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Hal ini tidak sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
Pernyataan Bapak Kepala Desa tentang hal tersebut yaitu:

“Penetapan Perdes tentang APBDes memang terlambat dilaksanakan itu

karena pada tahun sebelumnya ada pengukan penambahan dana untuk

melaksanakan kegiatan yang sudah direncanakan sebelumnya. Salah
satunya ya itu, dana untuk penyusunan Perdes APBDes. Dana itu masuk
pada bulan januari 2016, makanya pelaksanaan penyusunan Perdes

APBDes untuk tahun 2016 jadinya dilaksanakan pada tahun 2016 itu

juga...”

Penetapan R.APBDes tahun 2016 tidak tapat waktu dikarenakan adanya
perubahan APB Desa tahun sebelumnya. Hal ini menyebabkan pemerintah desa
harus mengajukan kembali jumlah perubahan dana kepada Bupati/Walikota.
Walaupun demikian, proses penyusunan R.APBDes pada tahun 2016 tetap
dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Dalam Peraturan Bupati Karo Nomor 10 tahun 2016 ditetapkan bahwa salah
satu prioritas penggunaan Dana Desa yaitu untuk pembangunan Infrastruktur desa.
Pada tahun 2016, di Desa Kuta Galuh menggunakan Dana Desa untuk membiayai
kegiatan pembangunan, salah satunya adalah untuk membiayai pembangunan
infrastruktur desa. Karena pekerjaan masyarakat di Desa Kuta Galuh mayoritas
pertanian, pemerintah desa fokus pada pembangunan sarana dan prasarana di desa
seperti pembangunan jalan pemukiman, dan pembangunan jalan pemukiman antar

wilayah pedesaan. Perencanaan Dana Desa dalam Pembangunan Infrastruktur Desa

Kuta Galuh tahun anggaran 2016 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4. 25 Perencanaan Dana Desa dalam Pembangunan I nfrastruktur Desa
di Desa Kuta tahun Anggaran 2016

No Program Anggaran (Rp) Sumber Dana
1 Pembukaan Jalan Kolam 228.457.750 Dana Desa
2 | Pembukaan Jalan Lingkar Desa 40.549.000
3 Pembukaan Jalan Juma Tambak 21.715.000
4 | Pembukaan jalan Mandi Deleng 97.944.000
5 Pembukaan Jalan Juma Kasumpat-Uruk 36.757.000
Jumlah 425.422.750

Sumber: LPJ Desa Kuta Galuh Tahun 2016 (diolah,2019)
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Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Dana Desa digunakan untuk
pembangunan infrastruktur desa berupa Pembukaan Jalan K olam, Pembukaan Jalan
Lingkar Desa, Pembukaan Jalan Juma Tambak, Pembukaan Jalan Mandi Deleng,
dan Pembukaan Jalan Juma Kasumpat-Uruk.

Indikator yang digunakan peneliti dalam menganalisis tentang tahapan
perencanaan Dana Desa di Desa Kuta Galuh Tahun Anggaran 2016 yaitu dengan
menggunakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang
Pengelolaan Keuangan Desa. Hasil analisis indikator tersebut dapat dilihat pada

tabel berikut.

Tabel 4. 26

Kesesuaian Antara Indikator dan Hasil Wawancara Tentang Perencanaan
Dana Desa di Desa Kuta Galuh Pada Tahun Anggaran 2016

Indikator

Hasil Wawancara

Keterangan

Sekretaris Desa menyusun R.APBDesa
berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan.

R.APBDesa disusun berdasarkan
RKPDesa tahun berkenaan.

Sesual

R.APBDesa disampaikan kepada Kepala
Desa dan kemudian Kepaa Desa
menyampaikan R.APBDesa kepada BPD
untuk dibahas dan disepakati bersama.

Setelah R.APBDesa selesai
disusun oleh Sekretaris Desa,
maka disampaikan  kepada
Kepala desa, kemudian dibahas
dan disepakati bersama BPD.

Sesuai

R.APBDesa disepakati bersama BPD
paling lambat bulan Oktober tahun
berjalan.

R.APBDesa tahun 2016
disepakati bersama BPD pada
bulan Mei 2016.

Tidak Sesuai

R.APBDesa vyang telah disepakati
disampaikan kepada Bupati/Walikota
melalui camat aau sebutan lainnya
minimal 3 hari setelah disepakati.

Setelah R.APBDesa disepakati,
maka hari berikutnya langsung
disampaikan kepada Bupati lewat
kecamatan.

Sesual

Sumber: Permendagri Nomor 113 Tahun 2014

Berdasarkan hasil andisis diatas, dapat disimpulkan bahwa proses

perencanaan Dana Desa di Desa Kuta Galuh pada Tahun Anggaran 2016 telah

terlaksana sesuai dengan prosedur. Akan tetapi waktu perencanaan Dana Desa

belum sesuai dengan Permendagri Nomor 113 tahun 2014.

b. Pelaksanaan Dana Desa

Pelaksanaan merupakan tahapan pengelolaan keuangan desa setelah

perencanaan kegiatan. Setelah R.APBDes disetujui oleh Bupati/Walikota maka
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penyaluran Dana Desa dapat dilakukan. Dalam Perbup Karo Nomor 10 Tahun 2016
Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas
Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa. Penyaluran Dana desa dilakukan
secara bertahap, yaitu tahap | pada bulan Juni sebesar 60% dan tahap 11 pada bulan
Agustus sebesar 40%. Penyal uran DanaDesatahap | dil akukan setelah KepalaDesa
menyampaikan Peraturan Desa mengenai APB Desa kepada Bupati. Selanjutnya
penyaluran tahap 11 dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisas
penggunaan Dana Desa tahap | kepada Bupati dengan syarat Dana Desa telah
digunakan sebesar 50%.

Pada tahun 2016 Desa Kuta Galuh menerima pendapatan desa yang
bersumber dari Dana Desa sebesar Rp 588.416.000. Dana tersebut merupakan
keseluruhan dari setiap program. Untuk pembangunan infrastruktur desa pada
bidang pembangunan jalan pemukiman dan jalan pemukiman antar wilayah
pertanian terealisas sebesar Rp 425.048.250. Realisasi pelaksanaan Dana Desa
dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa di Desa Kuta Galuh padatahun

2016 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4. 27

Realisas pelaksanaan Dana Desa dalam Pembangunan I nfrastruktur Desa di
Desa Kuta Galuh pada Tahun Anggaran 2016

No K egiatan Anggaran Realisas
(Rp)

1 | Pembukaan Jalan Kolam 228.457.750 228.198.750
2 | Pembukaan Jalan lingkar Desa 40.549.000 40.433.500
3 | Pembukaan Jalan Juma Tambak 21.715.000 21.715.000
4 | Pembukaan jalan Mandi Deleng 97.944.000 97.944.000
5 | Pembukaan Jalan Juma Kasumpat-Uruk 36.757.000 36.757.000

Jumlah 425.422.750 425.048.250

Sumber: LPJ Desa Kuta Galuh Tahun 2016 (diolah, 2019)

Berdasarkan tabel diatas dapat diuraikan bahwaredisas pelaksanaan Dana
Desa dalam pembangunan infrastruktur desa di Desa Kuta Galuh tahun anggaran

2016 adalah sebesar Rp 425.048.250 dengan rincian pembukaan jalan kolam
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teredlisas sebesar Rp 228.198.750, pembukaan jalan lingkar desa terealisas
sebesar Rp 40.433.500, pembukaan jalan juma tambak terealisasi sebesar Rp
21.715.000, pembukaan jalan mandi deleng terealisasi sebesar Rp 97.944.000 dan
pembukaan jalan juma Kasumpat-Uruk terealisas sebesar Rp 36.757.000.

Dalam Peraturan Bupati Karo Nomor 10 Tahun 2016, Pasal 13 dijelaskan
bahwa setiap pengel uaran bel anja atas beban APBDes harus didukung dengan bukti
yang lengkap dan sah. Bukti harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas
kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud. Bukti
pengel uaran bel anja atas pel aksanaan Dana Desa dalam pembangunan infrastruktur
di Desa Kuta Galuh pada tahun 2016 dapat berupa Surat Penyataan Pembayaran

(SPP), Pernyataan Tanggungjawab Belanja, Buku Kas Pembantu Kegiatan, dan

Kuitans.
Tabel 4. 28 Contoh Rencana Anggar an Biaya
RENCANA ANGGARAN BIAYA
DESA KUTA GALUH KECAMATAN TIGANDERKET
TAHUN ANGGARAN 2016
1. Bidang :Pelaksanaan Pembangunan Desa
2. Kegiatan : Pembukaan Jalan Lingkar Desa

3. Waktu Pelaksanaan :xx xx 2016
Rincian Pendanaan  : Dana Desa

No. Uraian Vol Harga Satuan Jumlah
(Rp.) (Rp.)
1 2 3 4 5
I Belanja Barang dan Jasa
- Sewahbulldozer 7 hari 2.935.000 20.545.000
Sewa mesin gilas (vibro) 1 hari 2.002.000 2.002.000
Mobilisasi dan 2 kali 5.000.000 10.000.000
demobilisasai
Patok bamboo 24 buah 5.000 120.000
Roil 30 cm 8 buah 134.500 1.076.000
Batu belah 2m3 250.000 500.000
Pasir pasang 1m3 180.000 180.000
Semen Portland 6 zak 63.250 379.500
Sirtu 2m3 200.000 400.000
Penebangan Pohon 1 paket 2.000.000 2.000.000
Dokumentasi 1 paket 100.000 100.000
- Cetak papan Nama proyek 1 buah 250.000 250.000
Il | Upah Tukang
Tukang 2 hari 103.000 206.000

Pekerja (2 orang) 6 hari 85.000 1.020.000
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- operaor 8 hari 160.000 1. 280.000
Il |[Honor Pelaksana
- Ketua 1 150.000
- Sekretaris 1 125.000
- Anggota 1 100.000
JUMLAH (Rp.) 40.433.500
................ ,tanggal .................
Disetujui/mengesahkan Pelaksana Kegiatan
Kepala Desa

Sumber: LPJ Desa Kuta Galuh tahun 2016 (diolah, 2019)
Berdasarkan Rencana Anggaran Biaya, pelaksana kegiatan mengajukan

Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa. Surat Permintaan
Pembayaran (SPP) tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima.
Berikut ini adalah contoh dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP).

Tabel 4. 29 Contoh Surat Per mintaan Pembayar an

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN ( SPP)
DESA KUTA GALUH KECAMATAN TIGANDERKET
TAHUN ANGGARAN 2016

1. Bidang : Pembangunan Desa
2.Kegiatan : Pembukaan Jalan Lingkar Desa
3.Waktu Pelaksanaan : xx xx 2016

Rincian Pendanaan : Dana Desa

N . Pagu Pencairan S.D. | Permintaan Jumlah Sisa
Uraian Sampai
o] Anggaran YgLalu Sekarang Saat Ini Dana
(Rp) (Rp) (Rp.) (Rp.) (Rp.)
Pembukaan
1 Jalan Lingkar 40.549.000 40.549.000 0 40.549.000 0
Desa
Jumlah 40.549.000 40.549.000 40.549.000 0
........... , tanggal....
Telah dilakukan verifikasi Pelaksana Kegiatan
Sekretaris Desa
Setujui untuk dibayarkan Telah dibayar lunas
Kepala Desa Bendahara

Sumber: LPJ Desa Kuta Galuh Tahun 2016(diolah, 2019)

Selain dokumen SPP, dokumen yang harus dilampirkan yaitu Pernyataan
Tanggungjawab Belanja. Berikut contoh dokumen pernyataan tanggungjawab

belanja.
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Tabel 4. 30 Contoh Pernyataan Tanggungjawab Belanja

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB BELANJA
DESA KUTA GALUH KECAMATAN TIGANDERKET
TAHUN ANGGARAN 2016
1.Bidang : Pembangunan Desa
2.Kegiatan : Pembukaan Jalan Lingkar Desa

No. Penerima Uraian Jumlah (Rp.)
112 3 4
1 | BURHAN PERANGIN-ANGIN UPAH TUKANG 2.506.000
2 | IDOLOGI SEMBIRING HONOR TPK 375.000
3 | MASLAN PERANGIN-ANGIN BELANJA MATERIL 37.552.000
Jumlah (Rp.) 40.433.500

Bukti-bukti pengeluaran atau belanja tersebut diatas sebagai terlampir, untuk kelengkapan
administrasi dan pemerikasaan sesuai peraturan perundang-undangan.
Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Sumber: LPJ Desa Kuta Galuh Tahun 2016 (diolah, 2019)

Doumen lainnya yang berkaitan dengan kegiatan tersebut adalah dokumen

Buku Kas Pembantu Kegiatan. Berikut ini merupakan contoh Buku Kas Pembantu

Kegiatan Pembukaan Jalan Lingkar Desa.

Tabel 4. 31 Contoh Buku Kas Pembantu Kegiatan

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
DESA KUTA GALUH KECAMATAN TIGANDERKET
TAHUN ANGGARAN 2016

1.Bidang : Pembangunan Desa
2.Kegiatan :Pembukaan Jalan Lingkar Desa

T Penerimaan (Rp.) No Pengeluaran(Rp.) Jumlah
N ! . Swadaya ) Belanja . bengembali | Saldo Kas
0. ? Uraian BenDerrllara M asyarak Blim Barang dan ﬁo%né'a anke (Rp.)
at Jasa Bendahara
Diterima Dana Dari
1 Bendahara Desa 40.549.000 40.549.000
Dibayarkan belanja
2 bahan material 37.552.500 2.996.500
3| [Pibayarkan belanja 2.506.000 490.000
honor upah tukang
4 E'baya.r kan belanja 375.000 115.000
onor tim
Dikembalikan ke
5 bendahara desa 115500 10
Desa Kuta Galuh 23 Desember
2016
Pelaksana Kegiatan

Sumber: LPJ desa Kuta Galuh Tahun 2016 (diolah, 2019)
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Salah satu bukti transaks dalam pelaksanaan kegiatan yaitu kuita nsi
pengeluaran kas desa. Contoh bukti kuitans pengeluaran yang telah diverifikas

dapat dilihat pada gambar di bawah ini:
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Sumber: LPJ Desa Kuta Galuh tahun 2019
Gambar 4. 6 Contoh Kuitans Pengeluaran Kasyang Telah Diverifikas

Dalam menganalisis tahap pelaksanaan Dana Desa di Desa Kuta Galuh,
peneliti menggunakan indikator berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Hasil analisis

indikator tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4. 32

Kesesuaian antara I ndikator dan Hasil Wawancar a tentang Pelaksanaan
Dana Desa di Desa Kuta Galuh Tahun Anggaran 2016

No | Indikator Hasil Wawancara K eterangan
1 | Semua penerimaan dan pengeluaran desa | Penerimaan dan Pengeluaran Sesual
dalam rangka keuangan desa dilaksanakan | Dana Desa dilaksanakan melalui
melalui rekening kas desa rekening desa
2 | Semua penerimaan dan pengeluaran desa | Semua penerimaan dan Sesuai
harus didukung dengan bukti yang | Pengeluaran Dana Desa didukung
lengkap dan sah. dengan bukti yang lengkap dan
diverifikasi oleh sekretaris desa
dan disahkan oleh kepala desa.
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Pelaksana kegiatan mengajukan
pendanaan untuk melaksanakan kegiatan
harus disertai dengan dokumen antaralain
RAB vyang telah diverifikasi oleh
sekretaris desa dan disahkan oleh Kepala
Desa

Setiap pengajuan pendanaan
kegiatan yang dananya bersumber
dari Dana Desa disertai dengan
dokumen RAB yang diverifikasi
oleh sekretaris desa dan disahkan
oleh kepala desa.

Sesuai

Pelaksana kegiatan menggunakan buku
pembantu  kas  kegiatan  sebagai
pertanggungjawaban pelaksanaan
kegiatan di desa.

Setiap kegiatan dibuat buku kas
pembantu kegiatan.

Sesuai

Pelaksana Kegiatan mengajukan SPP
kepada kepala desa diserta dengan
Pernyataan tanggungjawab belanja dan
lampiran bukti transaksi.

Dalam mengajukan SPP kepada
kepala desa, disertai dengan
dokumen pernyataan
tanggungjawab belanja dan

Sesuai

lampiran bukti transaksi dari
tempat pembelian barang.

Sumber: Permendagri Nomor 113 Tahun 2014

Berdasarkan hasil andisis diatas, dapat disimpulkan bahwa proses
pelaksanaan Dana Desa telah terlaksana dengan balk dan sesuai dengan

Permendagri Nomor 113 Tahun 2014.

c. Penatausahaan Dana Desa

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 Tentang
Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 32, penatausahaan dilakukan oleh bendahara
desa. Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan
pengel uaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secaratertib. Bendahara
Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban
disampaikan setiap bulan kepada K epala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan
berikutnya.

Penatausahaan Dana Desa di Desa Kuta Galuh dilakukan oleh bendahara
Desa. Bendahara Desa mencatat penerimaan dan pengeluaran kas desa melaui
laporan pertanggungjawaban berupa Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak
dan Buku Bank Desa. Pencatatan dilakukan sesuai dengan Surat Permintaan

Pembayaran (SPP).
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Pada tahun 2016 terlihat adanya penerimaan Dana Desadi Desa Kuta Galuh
yaitu sebesar Rp 588.416.000. Berdasarkan penerimaan Dana Desa tersebut
Bendahara Desa dapat membuat pencatatan sebagai berikut:

Tabel 4. 33 Buku Kas Umum Dana Desa Kuta Galuh

BUKU KASUMUM
DESA KUTA GALUH KECAMATAN TIGANDERKET
TAHUN ANGGARAN 2016

Jumlah
Penerimaan | Pengeluaran Pengelua
N Tdl Kode Uraian 0 NO. ran Saldo
o] Rek Bukti .
(Rp) (Rp) Komulai
1l 2 3 4 5 6 7 8 9
7
Nov DanaDesa | 588.416.000 %’cﬁg 588.416.000
2016
Jumlah 588.416.000 588.416.000
................ , Tanggal
Mengetahui
Kepala Desa, Bendahara Desa,

Sumber: LPJ Desa Kuta Galuh Tahun 2016 (data diolah, 2019)

Selain buku kas umum, bendahara desa juga menggunakan Buku kas
Pembantu pajak untuk mencatat transaksi yang berhubungan dengan pembayaran
pajak setiap pengeluaran uang di desa untuk kegiatan pembangunan. Sebagai
contoh, pengeluaran kas untuk honor panitia pelaksana pembukaan Jalan Lingkar
Desa Kuta Galuh TA.2016 sebesar Rp. 375.000. Atas pembayaran honor tersebut
dikenakan pgjak sebesar Rp 18.750. Transaks tersebut akan dicatat dalam buku kas

pembantu pajak desa sebagai berikut.
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Tabel 4. 34 Buku Kas Pembantu Pajak Dana Desa Kuta Galuh

BUKU KAS PEMBANTU PAJAK
DESA KUTA GALUH KECAMATAN TIGANDERKET
TAHUN ANGGARAN 2016

NoO Tanggal Uraian Pemotongan Penyetoran | Saldo
(Rp) (Rp) (Rp)
1 2 3 4 5
Dipungut PPh 21 atas Honor TPK
untuk kegiatan Pembukaan Jalan 18.750
Lingkar DesaKuta Galuh dari Dana ’
DesaTA.2016
Dipungut PPh 21 atas Honor TPK
2 Maret | untuk kegiatan Pembukaan Jalan 18.750
2017 Lingkar DesaKutaGauh dari Dana '
DesaTA.2016
Jumlah 18.750 18.750 0
Tanggal
Mengetahui
Kepala Desa, Bendahara Desa,

Sumber: LPJ Desa Kuta Galuh Tahun 2016 (diolah,2019)

Tabel 4. 35 Buku Bank Desa Kuta Galuh

BUKU BANK DESA
DESA KUTA GALUH KECAMATAN TIGANDERKET
TAHUN ANGGARAN 2016

N| Tg | Uraian Bukt Pemasukan Pengeluaran Saldo
of | i (Rp) (Rp) (Rp)
Setoran | Bunga | Penarikan | Pajak | B.
Bank Administrasi
1 Belanja 375.000 | xx XX XX
honor TPK
Pembukaan
Jalan
Lingkar
Desa Kuta
Galuh TA.
Jumlah 375.000

Sumber: Permendagri Nomor 113 tahun 2014 (data diolah, 2019)

Dalam menganalisis tahap penatausahaan Dana Desa di Desa Kuta Galuh,
peneliti menggunakan indikator berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Hasil andlisis

indikator tersebut dapat dilihat padatabel berikut.
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Tabel 4. 36

Kesesuaian Indikator Dan Hasil Wawancar a Tentang Penatausahaan Dana
Desa Di Desa Kuta Galuh Pada Tahun Anggaran 2016

No Indikator Hasil Wawancara Keterangan

1 Penatausahaan dilakukan oleh | Penatausahaan Dana Desa di Desa Sesuai
Bendahara Desa. KUta Galuh dilakukan oleh
Bendahara Desa.

2 | Penatausahaan penerimaan dan | Bendahara mencatat penerimaan dan | Sesuai
pengeluaran menggunakan buku kas | Pengeluaran yang berhubungan
umum desa, buku kas pembantu pajak | dengan Dana Desa ke dalam

dan buku bank desa. Dokumen Buku Kas Umum Desa,
Buku Kas Pembantu pajak, dan
Buku Bank Desa.

Sumber: Permendagri Nomor 113 tahun 2014

Berdasarkan hasil andisis diatas, dapat disimpulkan bahwa proses
penatausahaan Dana Desa di Desa Kuta Galuh pada tahub 2016 telah terlaksana

dengan baik dan sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014.

d. Pelaporan Dana Desa

Pelaporan Dana Desa mengacu pada permendagri Nomor 113 tahun 2014,
tepatnya pada ketentuan bagian keempat Pasal 37 yang menyatakan bahwa Kepala
Desa menyampaikan laporan redlisas pelaksanaan APBDesa kepada
Bupati/Walikota berupa Laporan semester pertama dan laporan semester akhir.
Dalam Perbup Karo Nomor 10 tahun 2016, Pasal 14 jugadijel askan bahwa Laporan
realisas penggunaan Dana Desa terdiri atas Laporan realisas penggunaan Dana
Desa tahun anggaran sebelumnya paling lambat disampaikan pada minggu kedua
bulan Februari tahun anggaran berjalan. Dan laporan realisas penggunaan Dana
Desatahap | paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan.

Dalam mengandisis tahap pelaporan Dana Desa di Desa Kuta Galuh,
peneliti menggunakan indikator berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Hasil analisis

indikator tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.
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Kesesuaian antara I ndikator Dengan Hasil Wawancar a Tentang Pelapor an

Dana Desa di Desa Kuta Galuh Pada Tahun Anggar an 2016
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No. Indikator Hasil Wawancara Keterangan

1 Kepala Desa menyampaikan Laporan | Kepala Desa Kuta Gauh | Sesua
Realisasi Pelaksanaan APBDesa kepada | menyampaikan Laporan Semester
Bupati/Walikota berupa laporan semester | pertama dan semester  akhir
pertama dan Laporan Semester Akhir. kepada Bupati/Walikota.

2 Laporan Semester pertama paling lambat | Laporan ~ Semester  pertama | Tidak sesuai
disampaikan pada akhir bulan Juli tahun | disampaikan pada bulan
berjalan. November 2016.

3 Laporan  Semester ~ Akhir  tahun | Laporan Semester akhir | tidak sesuai.
disampaikan paling lambat pada akhir | disampaikan pada Bulan Maret.
bulan januari tahun berikutnya

Sumber: Permendagri Nomor 113 tahun 2014.

Dapat disimpulkan bahwa, secara teknis proses pelaporan Dana Desa telah
berjalan dengan baik. Hanya saja masih terkendala dalam waktu penyampaian
Laporan Kepada Bupati dan belum sesuai dengan Peraturan Pemerintah Dalam

Negeri Nomor 113 Tahun 2014.

e. Pertanggungjawaban Dana Desa

Selain laporan Redlisas pelaksanaan APBDesa, pemerintah desa juga
diwajibkan menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban realisas pelaksanaan
APBDesa kepada Bupati/Walikota setigp akhir tahun anggaran. Laporan
pertanggungjawaban realisas pelaksanaan APBDesa terdiri dari Pendapatan,
belanja, dan pembiayaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. Laporan realisasi
dan laporan pertanggungjawaban realisas pelaksanaan APBDesa disampaikan
lain.

kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan

Laporan
pertanggungjawaban tersebut disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah
akhir tahun anggaran berkenaan.

Laporan realisas dan laporan pertanggungjawaban realisas pelaksanaan

APBDesa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media

informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Media informas dapat berupa
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papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya. Untuk
menginformasikan laporan realisas dan laporan pertanggungjawaban pel aksanaan
APBDesa kepada seluruh masyarakat, tampak terlihat bahwa setiap proyek
pembangunan di Desa Kuta Galuh pada tahun 2016 khusus bidang pembangunan
infrastruktur desa, yaitu dengan adanya papan proyek kegiatan. Adapun tanggapan
bapak kepala Desa mengenai hal tersebut bahwa:

“Semua informasi disampaikan kepada masyarakat. Melalui Musyawarah

dan setiap kegiatan dibuat papan proyeknya...... ?

Tanggapan salah satu tokoh masyarakat, bapak Zainal mengenai
pertanggungjawaban Dana Desa tersebut yaitu:

“Saya lihat ada di pajangkan tentang dana yang masuk ke desa dan

perencanaannya. Selain itu di setiap kegiatan pembangunan ada papan

informasinya”.

Ibu Sinta juga memberikan pernyataan bahwa:

“Setiap adanya kegiatan pemerintah desa membuat papan proyeknya. Dan

kalau kami tidak mengerti, kami juga bisalangsung menanyakannya kepada

Kepala Desa”.

Dalam menganalisis tahap perrtanggungjawaban Dana Desa di Desa Kuta
Galuh, peneliti menggunakan indikator berdasarkan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengel olaan Keuangan Desa. Hasi| analisis

indikator tersebut dapat dilihat padatabel berikut.

Tabel 4. 38
Kesesuaian antara I ndikator dengan Hasil wawancar a tentang

Pertanggungjwaban Dana di Desa Kuta Galuh Pada Tahun Anggaran 2016

No. Indikator Hasil Wawancara K eterangan

1 Laporan pertanggungjawaban | Laporan Pertanggungjawaban | Tidak sesuai.
Redlisasi Pelaksanaan APBDes | Realisasi Pelaksanaan APBDes
disampaikan kepada | Desa kuta Galuh Pada tahun 2016
Bupati/Walikota setiap akhir tahun | disasmpaikan pada bulan Maret
paling lambat 1 (satu) bulan setelah | 2016.
akhir tahun berjalan.

2 Laporan pertanggungjawaban | Laporan  disampaikan  kepada | Sesuai.
Readlisasi Pelaksanaan APBDesa | Bupati melalui Kecamatan.
disampaikan kepada Bupati melalui
Camat atau sebutan lain.
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3 Laporan pertanggungjawaban | Laporan pertanggungjwaban | Sesuai
realisasi pelaksanaan APBDesa | disampaikan kepada masyarakat
diinformasikan kepada masyarakat | pada waktu pelaksanaan
secara tertulis dan dengan media | Musyawarah,selain  itu  dibuat
informasi yang mudah dicerna. papan informasi kegiatan
pembangunan di desa.

Sumber: Permendagri Nomor 114 Tahun 2014.

Berdasarkan hasil analisis diatas dapat dismpulkan bahwa secara teknis
proses pertanggungjawaban Dana Desa telah terl aksana dengan baik. Akan tetapi
waktu penyampaian laporan kepada Bupati belum sesuai dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014.

C. Pembahasan

Secara umum, pengelolaan ADD, DD, dan BHP di Desa Kuta Galuh telah
sesuai dengan prosedur yang ditetapkan di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengel olaan Keuangan Desa. Akan tetapi pendliti
menemukan beberapa kendala dalam proses pengelolaan keuangan di Desa Kuta
Galuh pada Tahun Anggaran 2016. Adapun kendala tersebut adalah waktu
penetapan dan penyampaian R.APBDes yang tidak sesuai dengan yang telah
ditetapkan di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014.

Pada tahun 2016, proses penetapan dan penyampaian R.APBDes di Desa
Kuta Galuh terlambat dil aksanakan sehingga mengakibatkan terjadinya penundaan
penyaluran ADD, DD dan BHP ke desa. Berdasarkan Peraturan Bupati Karo Nomor
10 Tahun 2016, kententuan Pasal 15 disebutkan bahwa, Bupati menunda
penyaluran Dana Desa dalam hal Kepala Desatidak menyampaikan Peraturan Desa
tentang APBDesa dan/atau Laporan Realisas Penggunaan Tahun Anggaran
sebelumnya. Penundaan dilakukan sampai dengan disampaikannya APBDesa
dan/atau Laporan Realisasi Penggunaan Tahun Anggaran sebelumnya. Dan Bupati

mengurangi penyaluran Dana Desa dalam ha ditemukan penyimpangan
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pel aksanaan yang mengakibatkan SILPA tidak wajar berupa sisa Dana melebihi
30% dari Dana Desa yang diterima Desa.

Keterlambatan desa Kuta Galuh dalam menetapkan dan menyampaikan
R.APBDes kepada Bupati hanya mengakibatkan penundaan penyaluran ADD, DD,
dan BHP ke desa. Setelah R.APBDes disampaikan dan disetujui, maka penyaluran
dapat dilaksanakan. Setelah dan masuk ke desa, proses pembangunan langsung
dilaksanakan di desa.

Berdasarkan pada fokus penelitian, berikut diuraikan pembahasan tentang
pengelolaan ADD, DD, dan BHP dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Kuta

Galuh Tahun Anggaran 2016.

1. Pengelolaan ADD dan BHP dalam Pelaksanaan Pembangunan Sumber
Daya Manusia di Desa Kuta Galuh Tahun Anggaran 2016

Pengelolaan ADD dan BHP di Desa Kuta Galuh telah terlaksana sesuai
dengan prosedur. ADD dan BHP dikelola tidak terlepas dari Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2016 dan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Terdapat kendala
yang ditemukan penulis dalam pengelolaan ADD dan BHP pada tahun 2016 yaitu
adanya kendala waktu perencanaan, yang mengakibatkan proses pelaksanaan, dan
penyampai an laporan ke Bupati menjadi tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan
dalam Peaturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014. Berikut merupakan

pembahasannya.

a. Perencanaan ADD dan BHP
Tahap perencanaan merupakan tahap awal dalam pengelolaan keuangan
desa. Pada awalnya dibentuk dulu RPIM Des dan RKPDesa melaui Musrenbangdes

yang melibatkan masyarakat desa di dalamnya. Setelah RKPDesa disusun dan
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disetujui oleh Bupati maka pemerintah desa menyusun R. APBDes sesuai dengan
RAB yang telah di verifikas oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa.
Kemudian dibahas dan disepakati bersama dengan BPD paling lambat bulan
Oktober tahun berjalan. Akan tetapi R.APBDesa Kuta Galuh pada Tahun 2016
disepakati bersama dengan BPD pada Bulan Mei 2016. Hal ini tidak sesuai dengan
waktu yang ditentukan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun
2014, dimana seharusnya R.APBDes untuk Tahun 2016 disepakati pada bulan
Oktober 2015 tetapi disepakati pada bulan Mei tahun 2016. Sesuai dengan hasi
wawancara dengan Sekretaris Desa dan Bendaharan Desa bahwa perencanaan pada
Tahun Anggaran 2016 terlambat dikarenakan adanya perubahan APBDesa pada
akhir Tahun Anggaran 2015 biaya-biaya tak terduga dalam pelaksanaan
pembangunan desa. Salah satunya yang tidak terlaksana yaitu penetapan
R.APBDes Tahun 2016.

Meskipun terkendala dalam waktu perencanaan, pemerintah desa tetap
melaksanakan proses penetapan R.APBDes berdasarkan ketentuan yang telah
ditetapkan. Dalam kegiatan perencanaan ADD dan BHP, hal yang terutama adalah
melibatkan masyarakat dalam mengambil keputusan. Seperti yang diungkapkan
oleh Adam, (2016) dalam penelitiannya bahwa faktor kekompakan dan budaya
gotong-masyarakat Berumbungan Kidul menjadi pendukung pemerintah desa
dalam pengel olaan keuangan desa. Hal ini dapat dilihat dari antusiasme masyarakat
dalam perencanaan keuangan dan pembangunan desa. Berdasarkan hal tersebut,
partisipas masyarakat sangat diperlukan dalam perencanaan keuangan desa.
Tampak bahwa, partisipasi masyarakat desa Kuta Galuh pada Tahun 2016 cukup

tinggi, terlihat dari daftar hadir dalam kegiatan Musrenbangdes yang dil aksanakan
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di Kantor Kepala Desa Kuta Galuh pada tahun tersebut bahkan setiap kegiatan
musyawarah di desa masyarakat selalu dilibatkan di dalamnya.

Perencanaan ADD dan BHP dalam pembangunan sumber daya manusia
tampak terlihat melalui kegiatan-kegiatan baik dari bidang pendidikan maupun
kesehatan yang terlaksana pada tahun 2016 tersebut. Untuk bidang pendidikan ada
kegiatan Sosialisas APBDes dan Musrenbangdes dan Sanggar Belgjar Anak.
Untuk bidang Kesehatan ada kegiatan Peningkatan Gizi Balita, Peningkatan Gizi

Lansia, dan Sosialisas Pencegahan Narkoba dikalangan Remaja.

b. Pelaksanaan ADD dan BHP

Sebagai akibat dari keterlambatan dari perencanaan R.APBDes pada Tahun
2016, proses penyaluran ADD dan BHP ke desa ditunda oleh pemerintah daerah.
Penyaluran ADD dan BHP baru akan dilakukan jika pemerintah desa
menyampaikan R.APBDesnya ke Bupati. Setelah disetujui, maka penyaluran ADD
dan BHP dapat dilakukan. Penyaluran ADD dan BHP tahap | baru terlaksana pada
bulan November 2016, dan pada akhir Tahun Anggaran 2016, pemerintah desa
Kuta Galuh masih melakukan konsultasi ke Kecamatan terkait dengan penyaluran
Tahap 1.

Penundaan penyaluran ADD dan BHP tersebut tidak menjadi kendaladalam
pel aksanaan pembangunan di desa Kuta Galuh. Pelaksanaan ADD dan BHP dalam
Pembangunan Sumber Daya Manusiadi desa Kuta Galuh terlaksana sesuai dengan
prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113
Tahun 2016. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Bendahara Desa Kuta
Galuh bahwa tidak ada program pembangunan sumber daya manusia di bidang
pendidikan dan kesehatan yang tidak terlaksana. Semua program tersebut dapat

direalisasikan sesuai dengan perencanaan sebelumnya. Hal tersebut juga dapat
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dibuktikan dengan tanggapan salah satu tokoh masyarakat yang mengungkapkan
manfaat yang didapat dari kegiatan tersebut.

Pelaksanaan ADD dan BHP juga sudah sesuai dengan Permendagri Nomor
113 tahun 2014 dan Perbup Karo Nomor 11 dan 12 tahun 2016, dimana setiap ada
transasksi keuangan di desa, telah dilaksanakan melalui Rekening Kas Desa. Pada
tahun 2016 Desa Kuta Galuh telah melaksanakan setigp penerimaan dan
pengeluaran kas desamelalui Rekening Kas Desa yaitu dari layanan Bank BRI.

Dalam pengajuan pendanaan untuk kegiatan pelaksanaan pembangunan
telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yaitu adanya dokumen SPP yang terdiri
dari SPP, Pernyataan Tanggungjawab Belanja, dan Buku Kas Pembantu Kegiatan
dan juga disertai dengan RAB Kegiatan yang telah diverifikas olehh Sekretaris
Desa dan disahkan oleh Kepala Desa. Setelah dokumen tersebut Iengkap, maka

dana dapat segera dicairkan oleh bendahara desa.

c. Penatausahaan ADD dan BHP

Penatausahaan ADD dan BHP di Desa Kuta Galuh dilaksanakan oleh
Bendahara Desa. Penatausahaan ADD dan BHP telah sesuai dengan prosedur yang
ditetapkan dalam Permendagri Nomor 113 tahun 2014. Setiap transaks penerimaan
dan pengeluaran kas desa dicatat kedalam dokumen yaitu Buku Kas Umum Desa,
Buku Kas Pembantu Pgjak Desa, dan Buku Bank Desa. Setelah pencatatan
dilaksanakan maka akan diserahkan kepada Sekretaris Desa untuk diverifikas dan
kemudian disahkan oleh Kepala Desa.

Bendahara Desa diwajibkan mel akukan tutup buku setiap akhir bulan paling
lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Sesuai dengan hasil wawancara Bendahara

Desa Kuta Galuh bahwa tutup buku dilaksanakan setiap bulan dan disampaikan
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Laporan Pertanggungjawaban kepada Kepala Desa dalam bentuk dokumen Buku

Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pgjak dan Buku Bank Desa.

d. Pelaporan ADD dan BHP

Pelaporan ADD dan BHP dilakukan 2 (dua) tahap yaitu, Laporan Semester
Pertama dan Laporan Semester Akhir. Laporan semester pertama berupa laporan
Realisass APBDesa. Laporan Semester Pertama paling lambat disampaikan pada
akhir bulan Juli tahun berjalan dan Laporan Semester Akhir paling lambat
disampaikan pada akhir bulan Januari tahun berikutnya. Berdasarkan hasil
wawancara dengan Kepala Desa Kuta Galuh, bahwa pada tahun 2016, waktu
pelaporan belum sesuai dengan Permendagri Nomor 113 tahun 2014, karena
sebelumnya perencanaan juga terlambat dilaksanakan mengakibatkan proses
penyaluran dana ke desa terlambat dan pelaksanan pembangunan juga tentunya
terlaksana setelah adanya penyal uran dana ke desa. Terlihat dalam dokumen, bahwa
Laporan semester pertama baru disampaikan kepada Bupati pada bulan November

2016.

e. Pertanggungjawaban ADD dan BHP

Proses pertanggungjawaban ADD dan BHP telah sesuai dengan
Permendagri Nomor 113 tahun 2014. Sehubungan dengan pernyataan Kepala Desa
Kuta Galuh, bahwa pertanggungjawaban ADD dan BHP disampaikan melalui
Laporan Pertanggungjawaban Realisas Pelaksanaan APBDesa. Yang memuat
tentang pendapatan, belanja dan pembiayaan. Semua dokumen-dokumen yang
berkaitan dengan ADD dan BHP di masukkan sebagai bukti pelaksanaan kegiatan

pembangunan sumber daya manusia.
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Laporan pertanggungjawaban wajib disampaikan kepada seluruh
masyarakat desa. Untuk itu pemerintah desa Kuta Galuh telah menyampaikan
kepada sel uruh masyarakat desa melalui papan informasi kegiatan, dan diterangkan
sewaktu acara Musyawarah desa. Tampak terlihat, dalam setiap kegiatan yang
dilaksanakan di desa Kuta Galuh, terdapat papan informasi yang di pajang di tengah

lingkungan masyarakat dan disetiap kegiatan yang sedang dil aksanakan.

2. Pengelolaan Dana Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur
Desa Pada Tahun Anggaran 2016

Berdasarkan Peraturan Bupati Karo Nomor 10 Tahun 2016, salah satu
prioritas utama penggunaan Dana Desa adalah untuk pembangunan fisk desa.
Pembangunan fisik desa sebagai pondasi dasar untuk membangun desa. Terlebih-
lebih prioritas pekerjaan masyarakat di desa, sangat dibutuhkan akses yang
memudahkan kelancaran urusan pertanian. Di Desa Kuta Galuh telah terlihat
banyak pembangunan jalan yang dilaksanakan. Baik jalan pemukiman desa
maupun jalan pemukiman antar wilayah pertanian. Tujuan dari Dana Desa itu
sendiri untuk dapat mensejahterakan masyarakat desa dan memudahkan kelancaran
perekonomian masyarakat.

Pengelolaan Dana Desa juga tidak bisa dilaksanakan dengan sembarang.
Pengelolaan Dana Desa harus sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 113 Tahun 2014., yaitu tentang pengelolaan Keuangan desa. Berdasarkan
fokus penelitian, peneliti menemukan beberapa kendala dalam hal pengelolaan

Dana Desa dalam pembangunan fisik desa. Berikut merupakan uraiannya:
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a. Perencanaan Dana Desa

Secara teknis, perencanaan Dana Desa telah dilaksanakan sesuai dengan
prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113
Tahun 2014. Sebelum menyusun R.APBDes, terlebih dahulu disusun RPIMDes
dan RKPDesa. Penyusunan RPIM Des dan RKPDesa di Desa Kuta Galu pada tahun
2016 telah direncanakan melalui Musrenbangdes. Setiap masyarakat diikutsertakan
di dalamnya dan segala masukan-masukan yang disampaikan oleh masyarakat
digunakan dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya R.APBDes telah disusun
berdasarkan RKPDes yang sudah disetujui oleh Bupati. R.APBDes akan dibahas
dan disepakti bersama BPD kemudian disampaikan kepada Bupati. R.APBDes
tahun 2016 disepakati baru disepakati pada bulan Me 2016 yang seharusnya
disepakati padabulan Oktober tahun 2015. Hal ini mengalami keterlambatan karena
adanya APB perubahan yang dilakukan pada akhir tahun 2015 yang disebakan oleh
biaya-biaya tak terduga dalam pelaksanan pembangunan. Walaupun demikian,
penetapan R.APBDes tetap disusun sesuai dengan prosedur Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014.

Perencanaan Dana Desa dalam Pembangunan Fisik di Desa Kuta Galuh
pada tahun 2016 khusus dalam pembangunan jalan pemukiman yaitu Pembukaan
jalan lingkar desa, pembukaan jalan Kolam dan jalan pemukiman antar wilayah
pertanian yaitu pembukaan jalan Juma Tambak Pembukaan jalan Mandi Deleng

dan Pembukaan jalan Juma kasumpat-uruk.

b. Pelaksanaan Dana Desa
Sebagai akibat dari keterlambatan penyusunan dan penyampaian

R.APBDes Desa Kuta Galuh Tahun 2016, Bupati menunda penyaluran Dana Desa
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ke desa. Dana Desa disalurkan setelah R APBDes disampaikan oleh pemerintah
desa. Setelah R.APBDes tersebut disetujui oleh Bupati, maka penyaluran Dana
Desa segera dilakukan. Kemudian pembangunan telah dapat dilaksanakan di desa.

Pelaksanaan Dana Desa dalam Pembangunan fisik desa telah terlaksana
sesuai dengan prosedur Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014.
Hanya saja ada beberapa kegiatan yang terealisas tidak sesuai dengan anggaran
yang tentukan, yaitu Pembukaan Jalan Kolan yang awalnya dianggarkan sebesar
Rp 228.457.750 terealisas sebesar Rp 228.198.750. Dana tersisa sebesar Rp
259.000 dan dikembalikan ke kas desa. Untuk pembukaan jalan lingkar desa pada
awalnya dianggarkan sebesar Rp 40.549.000, yang terealisas sebesar Rp
40.433.500. Dana tersisa sebesar Rp 115.500 dan dikembalikan kedalam kas desa.
Bendahara desa memberikan pernyataan tentang hal itu, bahwa:

“Semua kegiatan pembangunan fisik telah dilaksanakan sesuai dengan

prosedur. Akan tetapi ada beberapa pembangunan yang tidak terealisas

sesuai dengan anggaran yang ditetapkan sebelumnya. Ada anggaran
kegiatan yang tersisa walaupun tak ternilai banyak. Pernah pada saat itu
diperiksa karena dana anggarannya sisa. Yah, semua kan tidak bisa
berdasarkan perkiraan kita, ada yang ukuran jalannya tidak sesuai dengan
yang direncanakan. Tapi semua sisa danaitu dikembalikan ke pemerintah.

I[tu menjadi bahan pembelgjaran ke depan agar lebih pasti dalam

menganggarkan dan menggunakan anggarannya”.

Berdasarkan pernyataan tersebut bahwa ketidaksesuaian antara anggaran
dan redisas diakibatkan oleh adanya faktor diluar perkiraan setelah pelaksanan
dilaksanakan. Akan tetapi jumlah dana tersebut tidaklah besar dan masih bisa
dipertanggungjawabkan dengan mengembalikan dana tersebut ke pemerintah.

Dalam pelaksanaan pembangunan di desa Kuta Galuh, semua penerimaan
dan pengeluaran yang berhubungan dengan Dana Desa telah dilaksanakan melalui

Rekening Kas Desa yaitu melalui layanan bank BRI yang terletak di Kecamatan.

Dalam pengaj uan pendaan, pel aksanateknis kegiatan harus mengajukan pendanaan
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dilengkapi dengan dokumen SPP, Pernyataan Tanggungjawab Belanja dan Buku
Kas Pembantu Kegiatan dan disertai dengan RAB yang telah diverifikas oleh
Sekretaris Desa dan disashkan oleh Kepala Desa. Dana akan dicairkan oleh

Bendahara Desa setelah dokumen tersebut disetujui oleh Kepala Desa.

c. Penatausahaan Dana Desa

Penatausahaan Dana Desa di Desa Kuta Galuh telah sesuai dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 yaitu dilaksanakan oleh
Bendahara Desa. Setiap transaks penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan
dengan Dana Desa dicatat ke dalam dokumen Buku Kas Umum Desa, Buku Kas
Pembantu Pgjak, dan Buku Bank Desa. Ketiga dokumen tersebut disampaikan
kepada Kepala Desa setiap akhir bulan sebagai laporan pertanggungjawaban
bendahara desa. Dokumen tersebut diverifikas terlebih dahulu oleh sekretaris

Desa, setelah itu akan disampaikan kepada Kepala Desa.

d. Pelaporan Dana Desa

Secara teknis pelaporan Dana Desa telah dilaksanakan dengan baik dan
sesuai dengan prosedur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun
2014. Akan tetapi, yang menjadi kendal a adalah waktu pelaporan yang tidak sesuai.
Laporan Semester pertama yang seharusnya disampaikan paling lambat akhir bulan
Juli tahun berjalan, tapi pada tahun 2016 laporan semester pertama baru
disampaikan pada bulan November. Pemerintah desa Kuta Galuh mengatakan
bahwa pelaporan tersebut terlambat diakibatkan karena proses perencanaan
sebelumnya yang terlambat sehingga menyebabkan penyaluran dana ke desa juga
terlambat dan tentunya pelaksanaan pembangunan tidak dapat dilaksanakan

sebelum danatersalur ke desa.
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e. Pertanggungjawaban Dana Desa

Dalam setigp pelaksanaan pembangunan desa yang dibiayai oleh Dana Desa,
pemerintah desa diwajibkam mempertanggungjawabkannya. Pertanggungjawaban
Dana Desa disampaikan melalui dokumen Laporan Pertanggungjawaban Realisas
Pelaksanaan APBDes. Segalatransaks yang berhubungan dengan Dana Desa harus
disusun ke dalam laporan tersebut baik itu berupa kuitansi, foto kegiatan, daftar

hadir dan dokumen lainnya yang berkaitan.

Laporan pertanggungjawaban wajib disampaikan kepada seluruh
masyarakat desa. Untuk itu pemerintah desa Kuta Galuh telah menyampaikan
kepada seluruh masyarakat desamelalui papan informas kegiatan, dan diterangkan
sewaktu acara Musyawarah desa. Tampak terlihat, dadlam setiap kegiatan yang
dilaksanakan di desa Kuta Gal uh, terdapat papan informasi yang di pajang di tengah

lingkungan masyarakat dan disetiap kegiatan yang sedang dilaksanakan.



BAB V
SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Secara keseluruhan pengelolaan ADD, DD dan BHP di Desa Kuta Galuh
pada tahun 2016 telah sesuai dengan prosedur pengelolaan keuangan yang
ditetapkan dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Berdasarkan hasil
penelitian dan pembahasan tentang pengelolaan ADD, DD dan BHP dalam
pelaksanaan pembangunan Di Desa Kuta Galuh Tahun 2016, dapat ditarik
kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengelolaan ADD dan BHP dalam Pelaksanaan Pembangunan Sumber
Dayamanusiadi Desa Kuta Galuh pada Tahun 2016 telah terlaksana sesuai
dengan prosedur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun
2014. Akan tetapi padatahun 2016, proses perencanaan APBDes desa Kuta
Gauh mengalami keterlambatan. Sebagai akibat dari keterlambatan
tersebut adalah terjadinya penundaan penyaluraan ADD dan BHP ke desa.
Berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati Karo Nomor 10 Tahun 2016 Pasal
15, Penyaluran akan dilaksanakan apabila pemerintah Desa telah
menyampaikan R.APBDesnya kepada Bupati.

2. Pengelolaan Dana Desa daam pelaksanaan pembangunan Infrastruktur
desadi Desa Kuta Galuh pada Tahun 2016, secara prosedur telah terlaksana
dengan baik. Akan tetapi mash terdapat beberapa pembangunan
infrastruktur yang realisas penggunaan dananya tidak sesuai dengan pagu
anggaran yang sudah ditetapkan sebelumnya. Dan pada tahun 2016 terjadi

penundaan penyaluran Dana Desa ke desa Kuta Galuh dikarenakan proses
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penyampaian R.APBDes Desa Kuta Galuh kepada Bupati tidak terlaksana
tepat waktu. Dan menurut kebijakan Peraturan Bupati Karo Nomor 10
Tahun 2016, bahwa Penyal uran Dana Desa akan dilakukan apabila APBDes

telah disampaikan kepada Bupati.

B. Saran
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka saran yang ingin
disampaikan penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk pemerintah desa Kuta Galuh, agar di pembangunan selanjutnya
pembangunan selanjutnya program kegiatan pembangunan sumber daya
manusia lebih diperluas lagi misalnya ada program keterampilan, seperti
kegiatan pelatihan kergjinan tangan bagi kaum perempuan misalnya
membuat tas, atau yang lainnya.

2. Dalam pelaksanan kegiatan pembangunan infrastruktur desa, sebaiknya
pemerintah desa lebih teliti dalam menggunaakan anggarannya dan
pengawasannya lebih diperketat lagi agar dapat meminimalisir kekeliruan
dalam penggunaan dana dalan kegiatan pembangunan. Serta tetap
mengikuti pelatihan-pelatihan tentang pengelolaan keuangan desa agar
dapat lebih memahami setiap prosedur yang telah ditetapkan dalam

perundang-undangan.
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